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ABSTRAK

Nama : IGA SRI W GANGGA DWS.
Program studi : Program Magister Kenotariatan
Judul : EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT NGERORODDI BALI DALAM

HAL TIDAK TERPENUHINYA SYARAT TERTENTU MENURUT 
HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DI INDONESIA

Salah satu bentuk perkawinan yang dikenal dalam masyarakat Hindu-Bali adalah bentuk 
Perkawinan “Ngerorod”. Perkawinan Ngerorod merupakan bentuk perkawinan lari bersama yang 
dilakukan oleh seorang pria dan wanita dikarenakan tidak mendapat restu dari pihak keluarga 
untuk melangsungkan perkawinan. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 
mengenai keberadaan Perkawinan Ngerorod menurut Hukum Adat di Bali, Hukum Hindu dan 
Hukum Perkawinan di Indonesia serta bagaimana apabila Perkawinan Ngerorod dilakukan 
dengan tidak memenuhi ketentuan menurut Hukum Perkawinan Nasional. Metode yang 
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris, yang 
diperoleh melalui data sekunder berupa studi dokumen dan data primer berupa wawancara 
kepada narasumber, yang dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji 
beberapa kasus Perkawinan Ngerorod yang tidak memenuhi syarat tertentu menurut Hukum 
Perkawinan Nasional. Pada dasarnya Hukum Pekawinan sebagaimana dinyatakan dalam 
Undang-undang menganggap perkawinan sah apabila telah dilakukan menurut agama dan 
kepercayaan dari calon mempelai. Jadi selama perkawinan dilakukan menurut Aga ma dan 
Kepercayaan, perkawinan dianggap sah. Sama halnya dengan perkawinan Ngerorod yang 
sebenarnya tidak dikenal menurut Hukum Perkawinan Nasional, tetep diakui keberadaannya 
karena agama Hindu mengakui dan membenarkan jenis perkawinan ini. Sedangkan akibat 
hukum yang dapat timbul apabila perkawinan Ngerorod tidak memenuhi syarat-syarat tertentu 
menurut Hukum Perkawinan Nasional antara lain, Perkawinan Ngerorod dapat dicegah apabila 
perkawinan belum dilaksanakan, Perkawinan Ngerorod dapat dibatalkan apabila perkawinan 
telah dilaksanakan, Perkawinan tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan tidak bisa 
mendapatkan Akta Perkawinan. Perkawinan Ngerorod tidak dapat dilaksanakan karena tidak 
sesuai dengan Hukum Adat, Agama Hindu dan Hukum Perkawinan Nasional dan Pihak laki-laki 
dapat dikenakan ketentuan pidana.

Kata Kunci:
Perkawinan Ngerorod
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ABSTRACT

Name : IGA SRI W GANGGA DWS.
Program study : Master of Notary Program
Title : THE EXISTENCE OF CUSTOM MARRIAGE NGEROROD IN BALI

OF MATTER UNFULFILLED CERTAIN CONDITION AS 
ACCORDING TO NATIONAL MARRIAGE LAW IN INDONESIA

One of well-known marriages in Hindu-Bali people is kind of Marriage “Ngerorod”. Marriage 
Ngerorod represents a kind of marriage that run together conducted by the man and woman 
caused by not obtained blessing from family party to held marriage. The problems to be 
analyzed in this research are about the existence of Ngerorod according to the Balinese 
Common Law, Hinduism Law, and Marriage Law, as well as the legal consequence of 
Negerorod that unfulfilling condition as according to National Marriage Law. This research is 
using a normative law method of research that is described in an explanatory type of research. 
The data o f this research are a secondary data in the form of documents, and a primary data in 
the form of interview with some resource persons. Both of those data then to be qualitatively 
analyzed. This research is conducted by investigating some cases of Ngerorod that unfulfilling 
condition as according to National Marriage Law. As specified in the National Marriage Law, 
basically, a marriage will be considered lawful if it is conducted in a religious wedding 
ceremony of one recognized religion that is hold by the brides. In other word, a marriage will 
be lawful as long as the marriage is conducted in a religious wedding ceremony. Ngerorod is 
not recognized in National Marriage Law, its existence is recognized only in Hinduism Law 
and Balinese Common Law. There are some legal consequences of “ngerorod” that not 
comply with any of requirements in wedding acts, they are; marriage prevention in the case of 
the marriage is not conducted yet; marriage annulment in the case of the marriage is already 
conducted; the marriage is not registered in the registration service and not acquiring a 
certificate of marriage; the marriage cannot to be done if not comply with the marriage 
requirements in National Marriage Law, Balinese Custom law, and Hinduism Law and a man 
can be convicted with a criminal law.

Key Word:
Marriage Ngerorod
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BABI

PENDAHULUAN

, LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai agama dan suku yang 

berbeda. Masing-masing daerah memiliki adat istiadat serta kebiasaan yang berbeda. 

Dalam kenyataannya, adakalanya agama telah menyatu dengan adat istiadat yang ada 

pada suatu daerah. Sebagai contoh dapat kita lihat di daerah-daerah seperti Propinsi 

Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ataupun Propinsi Bali yang 

mayoritas penduduknya beragama Hindu. Dimana antara agama dan adat istiadatnya 

telah hampir menyatu dan hampir tidak dapat dipisahkan.

Keragaman adat istiadat ini juga membuat adanya berbagai macam adat dalam 

bentuk perkawinan pada daerah-daerah di Indonesia, yang mana pada tiap daerah 

memiliki ciri khas dan cara yang berbeda. Selain itu terdapat juga keragaman 

pemberlakuan Hukum Perkawinan di Indonesia yang dibagi menurut berbagai macam 

golongan masyarakat, yaitu antara lain:

a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum 
agama yang telah diresipir dalam hukum adat;

b. Bagi orang-orang Indonesia asli yang berlaku hukum adat;
c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku 

Huwelijks Ordonnance Christen Indonesiers/HOCI (Stb. 1933 No 74);
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d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia 
Keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;

e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia 
Keturunan Timur Asing berlaku ketentuan hukum adat;

f. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia
Keturunan Eropa berlaku ketentuan hukum Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata.

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang sangat pluralisme ini pada 

akhirnya membuat disusun dan diundangkannya suatu Hukum Perkawinan Nasional 

yang bertujuan untuk membentuk unifikasi dibidang Hukum Perkawinan yaitu Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini disahkan pada 

tanggal 2 Januari 1974 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia (LNR1) N om or 1 

Tahun 1974, dan berlaku efektif sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah N om or 9 

Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang N om or 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan secara umum mengatur mengenai ketentuan-ketentuan mengenai 

perkawinan, namun juga berisi ketentuan hukum keluarga, yang dibagi dalam beberapa 

bab >ang antara lain membahas mengenai syarat-syarat perkawinan, pencegahan 

perkawinan, batalnya perkawinan, peijanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, 

harta benda perkawinan, putusnya perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban 

antara orang tua dan anak, perwalian, dan ketentuan lainnya.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan ini, dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa

Wahyono Darmabrata, Tiniauan Undanp-undane N om or 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dan Peraturan Pelaksanaannya, Cet. II, (Jakarta: CV. Gitamajaya, 2003), hal. 1 -2.
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tujuan “unifikasi” hukum perkawinan yang ingin dicapai masih belum bisa terwujud. 

Hal tersebut terjadi karena hukum adat dan hukum agama masih digunakan dan tetap 

melekat pada masyarakat. Hal itu dapat dilihat pada masyarakat Bali yang beragama 

Hindu, yang karena faktor tradisi budaya masih berpegang erat pada hukum adat Bali 

dan agama Hindu.

Ketentuan Penutup Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

pada Pasal 66 mengatur bahwa selama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan belum mengatur, maka peraturan-peraturan hukum perkawinan menurut
•y

golongan masih berlaku. Pengaturan tersebut jelas sekali masih mengakui eksistensi 

hukum perkawinan adat dan hukum agama. Selain itu pengakuan terhadap hukum 

perkawinan agama dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan 

yang harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan pihak yang akan menikah. 

Dengan pengakuan berlakunya hukum agama dalam Undang-undang Perkawinan, maka 

hukum adatpun secara otomatis diakui.3

Pada masyarakat Hindu-Bali, perkawinan yang biasa disebut dengan Wiwaha 

merupakan sesuatu yang sakral yang berkaitan tidak hanya menyangkut urusan duniawi, 

namun juga menyangkut urusan non-duniawi atau yang biasa disebut sekala-niskala. Hal 

tersebut berkaitan dengan perkawinan yang merupakan hubungan manusia dengan 

penciptanya untuk menjalankan kodratnya sebagai manusia, hubungan manusia dengan

2 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia 
(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 5.

3 Abdurachman, Hukum Adat Menurut Perundane-undanean RI (Jakarta: Cendana Press, 1984),
hal. 57.
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keluarga sebagai penerus keluarga dengan membuai keturunan, hubungan manusia 

dengan leluhur sebagai penyelamat nyawa leluhur dan hubungan manusia dengan 

masyarakat yaitu ketika suami dan istri sebagai keluarga menjadi bagian masyarakat. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ter Haar bahwa perkawinan merupakan urusan 

kerabat, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi.4

Dari sekian banyak jenis perkawinan adat yang dikenal dalam masysrskat Bali 

yang beragama Hindu, terdapat jenis perkawinan yang disebut perkawinan Ngerorod  

atau Ngerangkat. Istilah perkawinan Ngerangkat biasanya digunakan oleh masyarakat 

Bali di daerah Buleleng, sedangkan istilah perkawinan Ngerorod pada umumnya dikenal 

pada masyarakat di daerah Bali bagian selatan seperti di daerah Klungkung, Gianyar, 

Badung dan beberapa daerah lainnya.5

Perkawinan Ngerorod merupakan salah satu bentuk perkawinan dimana kedua 

calon mempelai saling mencintai, sepakat untuk membina rumah tangga, tetapi 

hubungan mereka mendapat halangan, baik dari pihak keluarga atau masyarakat yang 

membuat mereka berlari bersama, atas kehendak bersama dengan tujuan untuk 

melangsungkan perkawinan. Dalam kepustakaan hukum adat, perkawinan Ngerorod  

dapat digolongkan dalam bentuk perkawinan “lari bersama’’ (kawin lari) yang mana 

tidak hanya dikenal pada masyarakat adat Bali, namun juga dikenal di daerah lain, 

seperti: “M angalua” dalam masyarakat Batak, “Selarian" dalam masyarakat Bengkulu,

4 Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal. 187.

5 Dewa Ketut P. Yadnya, Perkawinan Ngerangkat Menurut Hukum Adat di Bali (Denpasar: 
Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana 
Denpasar, 1993), hal. 2.
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“Sesambartgan” dalam masyarakat Lampung, "Nyolong” dalam masyarakat 

Banyuwangi.6

Menurut hukum adat masyarakat Bali seseorang dapat menikah apabila kedua 

calon mempelai sudah siap untuk melakukan perkawinan baik secara fisik maupun batin,
y b

yaitu mencapai usia dewasa, dalam hal ini telah menek kelih, siap secara jasmani 

maupun rohani, yang mana hal tersebut biasanya bervariasi pada tiap orang yang 

membuat tidak ada batasan umur pasti yang ditetapkan. Berbeda halnya dengan Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur mengenai batasan 

umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu untuk wanita minimal 16 

tahun dan untuk laki-laki minimal 19 tahun.8 Selain itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan juga memberi pengaturan bahwa untuk calon mempelai yang 

berusia kurang dari 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua atau walinya.9

Dalam kenyataannya, masalah ijin orang tua seringkali menjadi masalah dalam 

suatu hubungan dimana pihak orang tua tidak menyetujui hubungan calon mempelai, 

dan hal inilah yang paling sering menjadi motif dari perkawinan Ngerorod di Bali selain 

m otif lainnya.

6 Ibid.. hal. 4.

7 Menek Kelih adalah suatu keadaan dimana seorang wanita ataupun laki-laki telah menginjak 
usia dewasa, dimana untuk untuk wanita telah mendapat datang bulan/haid, sedangkan untuk pria telah 
melewati masa akil balig, yang mana saat itu dibuatkan sebuah upacara keagamaan yang disebut manusa 
yadnya.

8 Indonesia, Undang-undang tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 
nomor 1, TLN Nomor 3019, Pasal 7 ayat (2). (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan).

9 Ibid.. Pasal 6 dan 7.
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Bentuk perkawinan Ngerorod ini, sama sekali tidak dikenal dalam Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa ada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh calon mempelai untuk dapat menikah yaitu antara lain:

a. Syarat Materiil, yang berkaitan dengan diri calon mempelai seperti:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;

2. Laki-laki berumur minimal 19 tahun dan wanita yang berumur 

minimal 16 tahun;

3. Adanya ijin dari orang tua atau wali atau Pengadilan bagi yang 

belum berusia 21 tahun.

b. Syarat Formil, yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan perkawinan 

seperti:

1. Pemberitahuan akan dilangsungkan pernikahan;

2. Penelitian, Pencatatan, Pengumuman oleh Pegawai Pencatat;

3. Pelangsungan pernikahan dan Penandatanganan Akta Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji mengenai beibagai macam 

kasus perkawinan Ngerorod yang tidak memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam 

Hukum Perkawinan Nasional menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan seperti perkawinan Ngerorod yang dilakukan oleh anak dibawah umur, 

perkawinan Ngerorod yang dilakukan oleh mempelai yang belum sah bercerai ataupun 

perkawinan Ngerorod yang dilakukan oleh calon mempelai yang berbeda agama. 

Adapun judul dari penelitian ini adalah “EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT
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NGEROROD DI BALI DALAM HAL TIDAK TERPENUHINYA SYARAT 

TERTENTU MENURUT HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DI 

INDONESIA”. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai bagaimana 

keberadaan perkawinan Ngerorod menurut Hukum Adat di Bali, Agama Hindu dan 

Hukum Perkawinan Nasional dengan memberikan beberapa uraian kasus dan analisanya 

baik menurut Hukum Adat dan Agama Hindu, maupun menurut Hukum Perkawinan 

Nasional.

B. POKOK PERMASALAHAN

Adapun yang ingin penulis rumuskan sebagai permasalahan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah keberadaan perkawinan Ngerorod dalam hal 

ada syarat tertentu yang tidak dipeuhi menurut Hukum Perkawinan Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis 

dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah keberadaan perkawinan Ngerorod menurut Hukum Adat di 

Bali?

2. Bagaimanakah keberadaan perkawinan Ngerorod menurut Hukum 

Perkawinan Nasional?

3. Apakah akibat hukum yang timbul pada perkawinan Ngerorod dalam hal 

tidak memenuhi syarat tertentu yang diatur menurut Hukum Perkawinan 

Nasional di Indonesia?
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C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum 

mengenai keberadaan peikawinan menurut Hukum Adat Bali yaitu jenis perkawinan 

Ngerorod dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

sebagai Hukum Perkawinan Nasional, dimana penelitian dilakukan dengan penelitian 

kepustakaan yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan data. Data dalam penelitian 

ini diperoleh dari melakukan studi dokumen pada literatur-literatur yang berkaitan 

dengan hukum perkawinan nasional dan hukum perkawinan adat baik berupa buku, 

laporan penelitian, majalah ataupun peraturan perundangan.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penulisan dalam 

penelitian ini yang dilihat dari sudut silatnya, mengunakan tipologi penelitian 

eksplanatoris yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam mengenai 

keberadaan peikawinan menurut Hukum Adat Bali yaitu perkawinan Ngerorod dengan 

erlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Hukum 

kawinan Nasional dan memberi gambaran bagaimana apabila peikawinan Ngerorod 

dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan Hukum Perkawinan Nasional di Indonesia, 

dengan mengkaji berbagai kasus perkawinan Ngerorod.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa studi dokumen untuk 

mendapatkan data dan literatur dibidang hukum perkawinan, selain itu digunakan juga 

data pnmer berupa wawancara kepada narasumber yang paham mengenai Hukum 

Perkawinan Hindu dari Prajuru Adat, Pemangku dan Pejabat Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian).
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Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sumber 

sekunder, berupa sumber hukum primer yang meliputi berbagai peraturan perundangan 

dibidang perkawinan dan sumber hukum lainnya berupa Kitab Hukum Hindu yang 

menjadi landasan hukum dari penelitian ini, sumber hukum sekunder yang meliputi 

buku-buku, laporan penelitian ilmiah, artikel majalah mengenai perkawinan menurut 

Hukum Adat Bali dan Hukum Perkawinan Nasional di Indonesia yang menjadi landasan 

teori dari penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hal tersebut 

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil dari penelitian dengan 

memberikan penjelasan dan gambaran mengenai keberadaan perkawinan perkawinan 

Ngerorod dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan memberi gambaran bagaimana keberadaan perkawinan Ngerorod apabila tidak 

memenuhi ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ilmiah ini dibagi dalam 3 Bab 

yang isinya meliputi Bab I. Pendahuluan, Bab II. Pembahasan, dan Bab m. Penutup. 

Berikut akan diuraikan mengenai isi dari Penelitian ini:

Bab I. Pendahuluan:

Terdiri dari latar belakang penulis memilih penelitian ini, pokok permasalahan 

dari penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan 

ini.
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Bab n .  Pembahasan:

Terdiri dari pejabaran teori di bidang hukum perkawinan, serta berisi uraian 

mengenai hukum perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, menurut Hukum Adat Bali dan Hukum Perkawinan Hindu yang digunakan 

oleh masyarakat Bali dan Perkawinan Ngerorod, penjabaran kasus pelaksaaan 

perkawinan Ngerorod oleh calon mempelai yang tidak memenuhi syarat menurut 

Hukum Peikawinan Nasional, beserta analisa atas kasusnya.

Bab III. Penutup:

Terdiri dari kesimpulan akhir dari penelitian ini disertai saran-saran.
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b a b  n  

PEMBAHASAN

A. PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN NASIONAL

1. Pengertian Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan 

peraturan perkawinan yang diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia yang 

diharapkan dapat menghapuskan pluralisme hukum perkawinan menuju era unifikasi 

hukum.10 Sasaran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah 

mewujudkan dan mengusahakan terciptanya unifikasi hukum di bidang perkawinan di 

Indonesia.

Prof. DR. Hazairin, SH. menyebut bahwa konsepsi Undang-undang 

Perkawinan itu menganut “Unifikasi yang bersifat unik” yaitu keseragaman dengan 

menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, termasuk keadaan Hukum Adat. 11

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

pengertian perkawinan adalah:

10 Darmabrata, Op.cit- hal. 2.

11 Darmabrata. Op.cit.. hal. 7.
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“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mem bentuk keluarga atau 
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang M aha 
Esa.”12

Dari rumusan pengertian Pasal tersebut di atas dapat ditarik beberapa unsur yang ada 

dalam perkawinan:

1) Adanya ikatan lahir bathin
Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat 
menimbulkan ikatan. Ikatan ini bukan saja ikatan bathiniah, antara seorang 
pria dan wanita, bahkan ikatan bathin ini merupakan inti dari ikatan lahir;

2) Antara seorang pria dengan wanita
Unsur pria dan wanita ini menunjukkan secra biologi yang m ana berarti 
yang melangsungkan perkawinan haruslah seorang pria dan w anita  
(berbeda jenis kelamin), oleh karena perkawinan bertujuan un tuk  
membentuk keluarga dan melanjutkan garis keluarga (keturunan);

3) Sebagai suami istri
Seorang pria dan wanita yang sudah terikat perkawinan secara yurid is 
statusnya berubah, yaitu seorang pria menjadi suam i, seorang w anita  
menjadi istri;

4) Adanya tujuan
Tujuan perkawinan dalam kehidupan adalah untuk m em bentuk keluarga 
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan w anita  yang  
sudah memiliki ikatan lahir bathin kemudian m elangsungkan perkaw inan 
harus menuju pada kebahagiaan dan kesejahteraan baik secara m ateriil dan 
moril;

5) Didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa
Unsur ini m engandung unsur bahwa Undang-undang Perkaw inan tidak  
lepas dari aspek religius (keagamaan/kerohanian);13

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nom or 1 Tahun 1974 ten tang  

Perkawinan menentukan bahwa:

12 Undang-undang Perkawinan, Op.cit., Pasal 1.

13 Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia. Cet. VI, (Jakarta: G halia Indonesia, 1990), hal.
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1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurnt peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.14

Berdasarkan rumusan mengenai pengertian perkawinan tersebut diatas, dengan 

memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Pasal tersebut, maka 

dapat diuraikan beberapa unsur utama perkawinan yaitu:

1) Unsur Agama atau Kepercayaan

Unsur ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 51 ayat 

(3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Unsur Biologis

Unsur ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat

(1)(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menentukan bahwa ketidakmampuan istri untuk melahirkan keturunan 

merupakan alasan untuk berpoligami.

3) Unsur Sosiologis

Unsur ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 7 dan bagian penjelasan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menentukan bahwa batas umur untuk kawin dikaitkan dengan laju 

pertumbuhan penduduk.

14 Undang-undang Perkawinan, Op.cit.. Pasal 2.
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4) Unsur Hukum Adat

Unsur ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 36, Pasal 37, 

Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

mengatur mengenai harta benda perkawinan yang mengambil alih azas 

hukum Adat.

5) Unsur Yuridis

Unsur ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 

7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan mengenai syarat-syarat 

perkawinan baik syarat materiil maupun formil.

Disamping pengertian perkawinan yang terdapat didalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga banyak para ahli yang memberikan 

pendapat mengenai pengertian perkawinan. Menurut R. Subekti, Perkawinan adalah 

pertalian yang satu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu 

yang lama.15

Menurut Waster Marck, Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang 

laki-laki dan seorang wanita yang diakui oleh Undang-undang dan menyangkut hak dan 

kewajiban tertentu yang mengikat kedua belah pihak yang bersatu menjadi satu dan 

dalam hubungannya dengan anak-anak yang lahir sebagai akibatnya.16

15 R. Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata. Cet. XIX, (Jakarta: PT. Internusa, 1974), hal. 20.

16 I Ketut Natih, Pembinaan Perkawinan Agama Hindu (Jakarta: Dharma Sarathi, 1990), hal.
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Sehubungan dengan azas-azas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka azas-azas perkawinan dalam hukum 

adat dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga dan hubungan 

kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal.

2. Perkawinan yang tidak hanya sah dilaksanakan menurut Hukum Agama dan 

atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota 

kerabat.

3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria sebagai suami dengan wanita 

sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan oleh hukum adat 

setempat.

4. Perkawinan harus dilakukan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat 

masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui 

oleh masyarakat adat.

5. Perkawinan tidak dapat dilakukan oleh pria dan wanita yaitu mereka yang 

belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu juga walaupun sudah 

cukup umur perkawinan harus didasarkan ijin orangtua atau keluarga dan 

kerabat.

6. Perceraian ada yang tidak dibolehkan dan ada yang dibolehkan. Perceraian 

suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak 

yang bercerai.

L
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7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan 

hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah 

tangga dan istri yang bukan ibu rumah tangga.17

Syarat-syarat dan Prosedur Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya 

suatu perkawinan ditentukan oleh persyaratan tertentu. Syarat-syarat perkawinan 

tersebut dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Syarat Materiil

Merupakan syarat yang berkenaan dengan diri pribadi calon mempelai yang harus 

dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil yang berkenaan 

dengan diri pribadi calon mempelai dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Syarat Materiil Umum (syarat absolut)

merupakan syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai untuk dapat 

melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu.

b) Syarat Materiil Khusus (syarat relatif)

merupakan syarat-syarat yang berupa kewajiban-kewajiban untuk meminta izin 

kepada orang-orang tertentu dan larangan-larangan untuk melangsungkan 

perkawinan.

17 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 71.
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2) Syarat Formil

merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara pelangsungan perkawinan, baik 

syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan

Berikut akan dijabarkan lebih jelas mengenai apa saja hal-hal yang termasuk

dalam syarat materiil dan syarat formil:

1) Syarat Materiil Umum

Syarat materiil umum dalam suatu perkawinan sifatnya tidak dapat dikesampingkan

oleh calon suami atau istri yang bersangkutan sendiri, diantaranya:

a) Persetujuan bebas

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan

kedua calon mempelai. Maksudnya adalah dalam melangsungkan perkawinan

diantara calon mempelai memang benar-benar ada keinginan bersama untuk

melangsungkan perkawinan tanpa paksaan dari siapapun.

Persetujuan bebas ini merupakan unsur hakekat dari perkawinan dan oleh

karena itu harus dilakukan dengan kesadaran para calon mempelai akan

konsekuensi dalam melangsungkan perkawinan. Seseorang yang menikah karena

paksaan atau kesehatan akalnya terganggu dianggap tidak memberikan

18persetujuan yang sah.

18 Darmabrata, Ou.cit.. hal. 23.
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b) Syarat usia

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan ditentukan untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi pria 

sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan bagi perempuan sekurang-kurangnya

berusia 16 tahun.

Pengaturan dalam pemberian batasan usia bagi calon mempelai adalah 

agar calon mempelai telah matang secara jasmani (fisik) dan rohani (psikis) 

untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan

perkawinan secara baik.

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan memungkinkan penyimpangan ketentuan pada ayat (1) untuk dapat

melakukan perkawinan dibawah umur apabila telah mendapat dispensasi dari

pengadilan atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh orang tua calon

mempelai yang berusia dibawah umur.

c) Tidak dalam status perkawinan lain

Dalam Pasal 9 U ndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ditentukan untuk dapat m elangsungkan perkawinan seseorang yang masih terikat

dengan perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal

tertentu yang diatur oleh Undang-undang.
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d) Berlakunya waktu tunggu

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan ditentukan untuk dapat melangsungkan perkawinan, seorang wanita 

yang putus perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan lagi berlaku 

masa tunggu yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Syarat Materiil Khusus

Syarat materil khusus adalah syarat mengenai diri calon mempelai yang ingin 

melangsungkan perkawinan akan tetapi hanya berlaku untuk perkawinan tertentu 

seperti ijin kawin atau larangan-larangan perkawinan, diantaranya:

a) Ijin untuk melangsungkan perkawinan

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan ditentukan untuk dapat melangsungkan perkawinan, seseorang yang 

belum berusia 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tuanya (keluarga garis 

keatas), wali atau pengadilan. Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa 

dalam rangka pencatatan perkawinan, salah satu syarat yang harus ada adalah ijin 

kawin yang dibuat secara tertulis apabila pihak yang melangsungkan perkawinan 

masih belum berusia 21 tahun.

Dalam hal ini, bentuk ijin kawin harus dibuat secara tertulis oleh 

orangtua baik dalam bentuk dibawah tangan ataupun dalam bentuk otentik 

seperti dibuat dihadapan notaris. Hal itu sejalan dengan isi Pasal 71 Kitab
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Undang-undang Hukum Perdata menyiratkan bahwa ijin kawin harus dibuat 

secara otentik dibuat dihadapan notaris apabila pihak yang melangsungkan 

perkawinan masih belum berusia 21 tahun. (Lampiran 1.3)

b) Larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

ditentukan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memperhatikan 

larangan-larangan perkawinan, diantaranya:

• Yang mempunyai hubungan darah telalu dekat antara calon 

mempelai;

• Yang mempunyai hubungan keluarga semenda;

• Yang mempunyai hubungan susuan;

• Yang dilarang oleh agamanya;

• Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami istri.

3) Syarat Formil

Syarat formil perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan prosedur untuk

melangsungkan perkawinan, yaitu:

a) Pemberitahuan tentang akan dilangsungkannya perkawinan

Pemberitahuan kehendak perkawinan kepada pegawai pencatat sekurang- 

kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan oleh calon mempelai atau
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orang tuanya baik secara tertulis maupun lisan yang memuat identitas calon 

mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

b) Penelitian

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan tersebut akan 

melakukan penelitian guna mengecek apakah syarat-syarat telah dipenuhi dengan 

memeriksa semua berkas atau dokumen yang diserahkan oleh mempelai.

c) Pencatatan

Setelah selesai dilakukan penelitian maka akan dilakukan pencatatan 

dalam daftar yang ada, dan apabila masih ada kekurangan persayaratan maka 

akan disampaikan pada calon mempelai.

d) Pengumuman

Pengumuman akan dilakukan dikantor pegawai pencatat letak calon 

mempelai tinggal yang memuat identitas calon mempelai dan kapan encana 

perkawinan akan dilangsungkan.

Tujuan pengumuman ini adalah adalah agar pihak ketiga mengetahui 

akan dilangsungkan perkawinan tersebut dan apabila ada alasan untuk itu, dapat 

melakukan pencegahan perkawinan. Pengumuman juga untuk mencegah 

dilangsungkan perkawinan yang tergesa-gesa.
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e) Pelangsungan Perkawinan

Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah jangka waktu 10 (sepuluh) 

hari pengumuman dilewati tanpa ada pihak yang mengajukan keberatan. 

Perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri oleh 2 (dua) 

orang saksi yang mana akan ikut menandatangani akta perkawinan dari 

mempelai yang melangsungkan perkawinan.

f) Penandatanganan Akta Perkawinan

Penandatanganan akta dilakukan segera sesaat perkawinan dilangsungkan 

dimana ditandatangani oleh mempelai, saksi-saksi, kemudian pegawai pencatat, 

dan untuk perkawinan Islam, wali dari mempelai perempuan ikut 

menandatangani akta perkawinannya.

B. PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM HINDU 

P®rkawinan Menurut Masyarakat Hindu-Bali

Agama Hindu memiliki kerangka dasar yang digunakan oleh umatnya sebagai 

landasan untuk memahami, mendalami dan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan di dunia, manusia dapat mencapai tujuan hidup 

yang dikehendaki oleh manusia, melalui tingkatan kehidupan yang dalam agama Hindu 

disebut dengan Catur Asrama.

Catur Asrama merupakan suatu jenjang kehidupan yang dilalui semua manusia 

dalam hidupnya yang mana berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Catur artinya empat,
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Asrama artinya lapangan kerohanian, yang mana terdiri dari Brahmacari, Grhasta, 

Wanaprasta, dan Bhiksuka.19

Dari keempat pengasramaan itu diharapkan mampu menjadi tatanan hidup umat 

manusia secara bertahap. Masing-masing tatanan dalam tiap jenjang menunjukkan 

proses menuju ketenangan rohani. Adapun unsur-unsur dari pembagian Catur Asrama 

ini terdiri dari:

a. Brahmacari Asrama

yaitu suatu jenjang manusia memulai tingkatan awal hidupnya untuk mencari 

ilmu sebanyak-banyaknya yang dijadikan bekal untuk hidup. Pada jenjang ini 

tujuan manusia adalah untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan yang kelak 

digunakan untuk mencari artha (harta kekayaan).

b. Grhasta Asrama

yaitu suatu jenjang manusia untuk hidup berumah tangga, memiliki istri dan 

keturunan. Pada jenjang ini tujuan manusia adalah untuk membina keluarga 

dan mengumpulkan artha.

c. W anaprasta Asrama

Yaitu jenjang dimana manusia berlahan-lahan meninggalkan hidup 

keduniawian dengan mulai mendekatkan diri secara rohani ke Ida Sang Hyang 

Widhi (Tuhan). Pada jenjang ini tujuan manusia adalah untuk kenikmatan 

rohani dengan memperdalam ajaran kerohanian dan kegiatan spiritual.

Agastya Parwa, Silakrama 8.
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d. Bhiksuka Asrama

yaitu jenjang manusia untuk hidup sebagai persiapan kembali kehadapan 

penciptanya dengan cara benar-benar meninggalkan urusan keduniawian.20

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji 

mengenai salah satu jenjang kehidupan manusia yaitu jenjang Grhasta Asrama  dimana 

jenjang ini pasti akan dilalui oleh manusia pada umumnya yaitu jenjang kehidupan 

berumah tangga.

Perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat Bali ialah perkawinan yang 

dilakukan menurut Agama Hindu yang dalam hal ini dapat diartikan perkawinan yang 

dilakukan oleh orang-orang yang beragama Hindu-Bali. Hal ini dapat dimengerti karena 

Agama Hindu sebagai salah satu agama dominan di Bali, telah banyak mengalami 

percampuran dan telah masuk dalam Hukum Adat Bali, sehingga antara Hukum Adat 

Bali dan Agama Hindu sudah menjadi satu kesatuan dalam kehidupan masyarakat Bali.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang merupakan Hukum Perkawinan Nasional sebagai unifikasi hukum perkawinan di 

Indonesia, semua perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat beragama Hindu tunduk 

pada Hukum Adat Bali dan Hukum Hindu. Sampai saat ini, kekaburan atas mana yang 

Agama Hindu dan mana yang Adat Bali masih sangat dirasakan.21

20 Ida Bagus Sudirga, dkk., Widva Dharma Agama Hindu (Jakarta: Ganeca Exact, 2007), hal.
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Dengan diundangkannya Undang-undang Perkawinan, maka sedikit banyak 

mulai tertampunglah kebutuhan Hukum Perkawinan Hindu secara positif, dalam artian 

selain perkawinan itu dilaksanakan menurut cara Hindu-Bali, perkawinan itu juga tidak 

boleh bertentangan dengan Hukum Perkawinan Nasional yang telah diatur dalam 

Undang-undang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan diberikan definisi sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 22

Definisi ini memberi makna bahwa perkawinan berhubungan erat dengan agama. 

Perkawinan bukan hanya mempunyai unsur jasmani, tapi juga unsur rohani/bathin. 

Perkawinan bukan hanya sekedar hubungan biologis yang mendapatkan legalitas melalui 

hukum.

Selain itu dapat kita lihat sebuah pandangan mengenai perkawinan menurut 

agama Hindu pada masyarakat Bali yang didasarkan pada Kitab Manusmerti yaitu:

“Perkawinan adalah sesuatu yang bersifat religius dan obligatoir, karena 
dikaitkan dengan kewajiban sesorang untuk mempunyai keturunan dan untuk 
menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan keturunan seorang putra. 
Perkawinan (wiwaha) sebagai samskara adalah suatu ritual yang memberikan 
kedudukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Hukum Hindu. 
Menurut ajaran Manusmerti, suatu perkawinan yang tidak disakralkan dianggap 
tidak mempunyai akibat hukum.”23

21 Gde Pudja, Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Jakarta: Maya Sari, 
1975), hal. 7.

22 Undang-undang Perkawinan, Loc.it.

23 Pudja, Op.cit.. hal. 16.
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Demikian pentingnya arti perkawinan menurut masyarakat Bali yang beragama Hindu 

sehingga dalam pelaksanaannya senantiasa dimulai dan disertai dengan berbagai upacara 

lengkap dengan sesajennya. Selain itu perkawinan pada masyarakat Bali bukanlah 

sekedar hubungan suami istri belaka, melainkan juga merupakan hubungan bagi pihak 

keluarga suami dan pihak keluarga istri. Bahkan menurut Hukum Adat perkawinan 

bukan hanya mengenai peristiwa penting bagi pihak yang menikah dan keluarganya, tapi 

juga merupakan peristiwa penting bagi para arwah-arwah leluhur.24

Pengertian lain mengenai perkawinan dapat dilihat dari rumusan tegas dalam 

Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek-aspek agam a 

Hindu 1-XV sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan sekala niskala (lahir bathin) antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal (satya alaki rabi).”25

Pengertian perkawinan menurut agama Hindu juga diungkapkan oleh, R usdi 

Malik yang menyebutkan:

“Agama Hindu memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci yaitu sebuah 
sakramen dan termasuk salah satu dari sekian banyak sakramen sejak proses 
kelahiran sampai dengan kematian. Perkawinan adalah yajnya dan orang yang 
tidak melakukan perkawinan dianggap tidak beryajnya dimana terdapat 
kewajiban untuk melahirkan keturunan, yang dapat menjadi penyelamat

24 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Cet. XIV, (Jakarta: PT. Toko 
Gunung Agung, 1995), hal. 122.

25 Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, Himpunan keputusan Seminar Kesatuan Tafsir, terhadap 
Aspek-aspek Agama Hindu 1-XV. Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Bergama, 
1998/1999.
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orangtuanya dari neraka, sehingga perkawinan merupakan kewajiban dalam
agama Hindu.”26

Menurut masyarakat Hindu-Bali, perkawinan atau yang biasa disebut Wiwaha 

identik dengan upacara Yadnya, yang menyebabkan lembaga perkawinan sebagai 

lembaga yang tidak terpisah dari hukum agama, dan menjadikan Hukum Hindu sebagai 

persyaratannya. Hal itupun diakui dalam Undang-undang Perkawinan yang dalam Pasal

2 ayat (1) menyiratkan pengakuan atas keberadaan hukum agama, yang bunyinya: 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya”.27

Ketentuan Pasal tersebut berarti apabila ada suatu perkawinan yang dilakukan 

bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan para mempelai, maka dengan 

sendirinya menurut hukum perkawinan, perkawinan tersebut belum sah dan tidak 

mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.28

Syarat untuk dapat melakukan perkawinan baik bagi pria maupun wanita 

menurut Hukum Adat tidak memiliki patokan resmi pada usia berapa, hal itu 

dikarenakan pada masyarakat adat seseorang wanita telah dianggap dewasa adalah pada 

saat yang wanita mendapat “datang bulan” pertama dan pada laki-laki adalah pada saat 

fisik seorang anak laki-laki telah dianggap kuat dan dapat melakukan pekerjaan 

sebagaimana orang dewasa seperti sudah dapat mewakili keluarganya dalam melakukan

26 Rusdi Malik, Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Penerbit 
Universitas Trisakti, 2005), hal. 11-12.

27 Undang-undang Perkawinan, Op.cit.. Pasal 2 ayat (1).

28 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-aras Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet. 
I,(Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hal. 20.
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ayahan29 didesanya dan laki-laki tersebut sudah mulai ngembakin.30 Penentuan kesiapan 

menikah seperti diatas membuat kesiapan seorang laki-laki dan wanita berbeda-beda 

untuk dapat dianggap dewasa dan sudah siap untuk menikah.31

Tentang sahnya suatu perkawinan menurut agama Hindu dapat dilihat dari tata 

cara perkawinan yang dilakukan, yang mana akan diawali dengan pembersihan sukla 

(bibit) dari kedua mempelai secara rohaniah kehadapan Ida Sang Hyang Widhi dan 

masyarakat serta penentuan status dari salah satu pihak.

Adapun tata cara perkawinan yang dilaksanakan harus melalui tiga tahapan,

yaitu:

1. Upacara Pendahuluan

Merupakan upacara penyambutan kedua mempelai yang dilakukan saat 

mempelai wanita keluar rumah pada waktu dijemput oleh pihak laki-laki 

untuk dibawa kerumah keluarga laki-laki pada waktu peminangan. 

Upacaranya adalah upacara pembersihan pihak laki-laki dan wanita yang 

akan melakukan perkawinan.32

29 Ayahan adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Desa Adat oleh orang-orang yang 
tinggal di desa adat tersebut.

30 Ngembakin adalah saat seorang laki-laki dianggap mulai, dewasa yang ditandai dengan 
perubahan fisik laki-laki tersebut dan suaranya mulai parau yang kemudian akan dilanjutkan dengan 
pelaksanaan upacara Ngeraja Sewala sebagai tanda telah dewasa.

31 Gde Panetje, Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali (Bali: Kayumas Agung, 1990), hal.
24.

32 I Nyoman Arthayasa, Sujaelanto, dan Ketut Yeti Suneli, Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu 
(Surabaya: Paramita, 2004), hal. 30.
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2. Upacara Mebyakala

Merupakan upacara peresmian perkawinan yaitu mabyakala yang 

bertujuan untuk mencapai kesucian dan sahnya perkawinan yang meliputi 

upacara yang ditujukan pada tri upasaksi yaitu disaksikan oleh keluarga, 

kerabat, pemuka adat dan masyarakat, disaksikan oleh Ida Sang Hyang 

Widhi, dan disaksikan oleh Bhuta Kala. Upacara ini adalah sebagai 

pengesahan perkawinan dihadapan Tuhan, masyarakat, bahwa kedua 

mempelai telah mengikatkan diri sebagai suami istri yang sah.33

3. Upacara Mapejati atau Pesaksian

Merupakan lanjutan dari upacara inti diatas yang tujuannya untuk 

membersihkan lahir dan bathin kedua mempelai, memberikan bimbingan 

hidup, dan penentuan perubahan status hukum dari pihak asal ke salah 

satu pihak, dalam hal ini mengikuti status hukum pihak purusa (dalam arti 

pihak wanita merubah statusnya dan mengikuti pihak laki-laki). Dalam 

upacara pesaksian, kedua calon mempelai melaksanakan puja bakti 

selama lima kali kepada Sang Hyang Widhi. Setelah mebakti, kedua 

mempelai diberikan tirta pebersihan yang kemudian diikuti dengan 

upacara natab banten widhi widhana dan mejaya-jaya. Dengan selesainya 

dilakukan proses agama tersebut, maka selesailah pelaksanaan wiwaha

33 Ibid.. hal. 31.
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samskara. Setelah itu dilanjutkan dengan pendaftaran pernikahan yang 

bertujuan untuk mendapatkan Akta Perkawinan.34

Mengenai Tri Upasaksi dalam upacara inti perkawinan demi sahnya 

pelaksanaan perkawinan, I  Gusti Ketut Kaler menguraikan:

a. Ada sajen yang diayab dan diletakkan dibawah selaku perlambang bhuta 

saksi (Bhur Loka)',

b. Acara tersebut dihadiri oleh masyarakat, dimana prajuru sebagai wakilnya 

sebagai manusa saksi (Bwah Loka)',

c. Adanya sajen yang dihaturkan ke surya, merajan atau sanggah dan 

mempelai melakukan persembahyangan yang ditujukan pada Ida Sang 

Hyang Widhi atau disebut dewa saksi (Swah Loka)',35

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa upacara byakala adalah suatu syarat esensial 

mengenai keabsahan suatu perkawinan, dan bila tanpa ada upacara ini, menurut hukum 

Hindu, hidup bersama yang dilangsungkan bukanlah perkawinan yang sah.

Dalam Surat Departemen Agama Republik Indonesia Nomor B/2/1277/74 

yang ditujukan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, 

dalam huruf (b) dinyatakan bahwa dalam masyarakat Hindu dan Budha, perkawinan 

dinyatakan sah jika upacara dilakukan dihadapan atau dipimpin oleh rohaniawan Hindu 

atau Budha. Hal ini disebabkan karena para rohaniawan sebelum menjalankan upacara

34 Ibid.

35 Kaler. Oo.cit.. Hal. 120.
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harus menjalankan dulu apakah syarat perkawinan telah terpenuhi. Bila rohaniawan 

tersebut bersedia memimpin pelaksanaan upacara tersebut, maka perkawinan itu 

dianggap sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Menurut Moh. Koesnoe, untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Adat Bali,

sukar ditunjukkan dengan satu peristiwa saja, karena untuk sahnya perkawinan perlu

melalui rangkaian kejadian untuk menyempurnakan kedudukan suami istri, minimal

36dengan upacara mebiakala.

Setelah semua persyaratan upacara perkawinan dilaksanakan, maka ada 

kewajiban lain yang harus dilakukan oleh kedua mempelai yaitu mencatatkan 

perkawinan mereka pada kantor catatan sipil dan mendapatkan bukti berupa akta 

perkawinan.

2. Tata Cara Pencatatan Perkawinan untuk Masyarakat Beragama Hindu

Mengenai pencatatan perkawinan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 terutama Pasal 2, dinyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan 

oleh Pegawai Pencatat sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, sedangkan untuk mereka yang tidak 

beragama Islam yaitu agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik pencatatan perkawinan 

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil. Berikut bunyi 

ketentuan Pasal 2 mengenai pencatatan perkawinan:

16 Moh. Koesnoe, “Saat Teijadinya Perkawinan Menurut Adat Ngerorod di Bali,” Maialah 
Hukum Nasional 17 (1972): 60.
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BAB n
PENCATATAN PERKAWINAN 

Pasal 2
(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 

menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan 
Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan 
oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana 
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan 
perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi 
tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang 
berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.37

Pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi umat beragama Hindu berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali N om or 

61/Kesra/II/C/504/1975 tertanggal 29 September 1975 tentang penunjukan Camat 

sebagai pegawai pencatat perkawinan bagi umat Hindu dan Budha, serta S u ra t 

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali N om or 

34/Kesra/n/C/430/1976 tentang penunjukan Kepala Desa sebagai Pembantu Pegawai 

Pencatat Perkawinan (P4) bagi umat Hindu dan Budha di Bali dan pembuat akta 

perkawinan dan perceraian, yang juga makin ditegaskan dengan Surat K eputusan  

G ubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 233 tahun 1990 tentang Penunjukan 

Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan dan bendesa Adat atau Kelian Adat di tingkat

37 Indonesia, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, LN Tahun 1975 nomor 12, TLN Nomor 3050, Pasal 2. 
(untuk selanjutnya disebut Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan)
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Desa sebagai pembantu pencatat perkawinan bagi umat Hindu yang melakukan 

perkawinan di Propinsi Bali.

Sedangkan untuk perkawinan bagi umat Hindu yang berada diluar Propinsi Bali 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 

Kesra/II/C/501/1975 mengusulkan agar ditetapkan kantor pencatatan perkawinan 

minimal pada setiap kecamatan yang tenaganya setelah diminta pendapat Parisada 

Hindu Dharma diangkat oleh pemerintah.

Pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Hindu dan Budha untuk 

mendapatkan akta perkawinan, harus melalui prosedur sebagai berikut (Lampiran 1):

1. Pemberitahuan Kehendak perkawinan

Pihak yang akan mengesahkan perkawinan harus melapor atau 

memberitahukan kehendaknya ini kepada Kepala Desa setempat dimana 

perkawinan itu dilangsungkan, baik secara lisan ataupun tertulis sekurang- 

kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum upacara pengesahan yang akan 

dilaksanakan menurut Hukum Agama dan kepercayaannya. Waktu 10 

(sepuluh) hari tersebut bertujuan agar kepala desa dapat melakukan 

penelitian atas syarat-syarat pencatatan perkawinan yang kemudian diikuti 

dengan pembuatan pengumuman.

Setelah menerima kehendak akan melangsungkan perkawinan, 

maka Kepala Desa memberikan formulir model I yang dapat diisi di Kantor 

Kepala Desa oleh yang bersangkutan atau yang mewakili (misalnya: 

orangtua atau wali). Selain pengisian formulir, harus dilampirkan pula
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surat-surat keterangan lainnya seperti akta kelahiran atau surat kenal lahir, 

akta kematian atau akta perceraian bagi yang sudah pemah menikah.

Pengumuman

Setelah formulir model I dan lampiran-lampirannya diteliti dan 

tidak terdapat kesalahan atau kekurangan sebagaimana yang disyaratkan 

oleh peraturan, maka kepala desa akan membuat pengumuman yang 

dipasang di Kantor Kepala Desa.

Surat Keterangan Kawin

Sesudah dibuat pengumuman dan tidak ada keberatan, maka 

pihak-pihak tersebut dapat melangsungkan perkawinan secara adat dan 

agama. Setelah itu Kepala Desa akan mengutip formulir model untuk 

membuat Surat Keterangan Kawin menurut formulir model II yang 

ditandatangani oleh mempelai, orangtua kedua mempelai, rohaniawan yang 

memimpin upacara, Kelian Adat yang menyaksikan upacara, Kelian Dinas 

dan Kepala Desa.

Akta Perkawinan

Surat Keterangan Kawin tersebut oleh Kepala Desa akan segera 

disampaikan pada Camat selaku pegawai pencatat dan pembuat akta 

perkawinan. Camat akan meneliti apakah terdapat kesalahan atau 

kekurangan sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan, dan apabila
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tidak, maka Camat akan mencatatkan Surat Keterangan Kawin tersebut 

dengan Formulir Model IH dan selanjutnya ditandatangani oleh Camat 

Kepada para mempelai akan diberikan kutipan Akta Perkawinan model UI, 

dan dengan demikian perkawinan tersebut telah sah dan tercatat secara 

resmi.

3. Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Hindu-Bali

Sistem perkawinan pada masyarakat adat Bali merupakan cara yang dibenarkan

untuk dilakukannya suatu perkawinan berdasarkan Hukum Hindu agar suatu perkawinan

dianggap sah. Dalam kitab suci agama Hindu yaitu Manawadharmasastra yang

merupakan Compedium Hukum Hindu menyebutkan sebagai berikut:

“Brahma Dai vastat hai varsah 
pntpaja vasiatha surah 
gandharwo raksasa caiva 
paisacasca astamo dharmah "

(Manawadharmasastra III. 21)
Artinya:
Adapun sistem perkawinan itu ialah Brahma Wiwaha, Daiva Wiwaha, 
Gandarwa Wiwaha, Raksasa Wiwaha, dan Paisaca Wiwaha.38

Berdasarkan penjelasan kitab Manawadharmasastra tersebut ada delapan jenis 

bentuk perkawinan, yaitu:

38 Manawadharmasastra, UI. 21.
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1. Brahmma Wiwaha

Merupakan bentuk perkawinan yang terhormat yang dilakukan oleh pihak 

keluarga wanita untuk mengawinkan anaknya, dimana pemberian anak 

wanita oleh seorang ayah untuk dinikahi oleh seseorang yang merupakan 

pilihan orang tuanya yang dianggap baik dan rajin ibadah dan mengerti 

agama. {Manawadharmasastra III. 27)

2. Daiwa Wiwaha

Merupakan bentuk perkawinan dimana pemberian anak wanita kepada 

seorang pemuda yang dianggap telah betjasa bagi keluarga wanita.

(Manawadharmasastra III. 28)

3. Arsa Wiwaha

Merupakan bentuk perkawinan dimana pemberian anak wanita dengan 

syarat pemberian seekor atau dua ekor (sepasang) lembu kepada calon 

mempelai laki-laki. (Manawadharmasastra III. 29)

4. Prajapati Wiwaha

Merupakan bentuk perkawinan dimana pemberian seorang wanita dilakukan 

setelah orangtuanya memberi pesan dan nasehat pada calon mempelai laki- 

laki untuk menjalankan perkawinan dengan baik dan saling menghargai.

(Manawadharmasastra III. 30)

5. Asura Wiwaha

Merupakan bentuk perkawinan dimana calon mempelai laki-laki melamar 

seorang wanita atas inisiatifnya sendiri dan memberikan mas kawin langsung 

pada orangtua pihak wanita.
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{Manawadharmasastra III. 31)

6. Gandharwa Wiwaha

Bentuk perkawinan suka sama suka antar seorang pria dan wanita, dimana 

para orang tua tidak ikut campur dalam hubungan anak-anak mereka.

(Manawadharmasastra III. 32)

7. Raksasa Wiwaha

Merupakan bentuk perkawinan dimana laki-laki mengawini seorang wanita 

dengan paksaan dan kekerasan dimana wanita tersebut tidak ingin untuk 

dikawini.

(Manawadharmasastra III. 33)

8. Paisaca Wiwaha

Merupakan bentuk perkawinan dimana dilakukan dengan cara yang tidak 

baik seperti memaksa, membuat mabuk atau tidak sadar sehingga wanita 

tersebut bisa diperdaya untuk dikawini.

(Manawadharmasastra III. 3 4 f9

Dari penjelasan sistem perkawinan tersebut ternyata tidak seluruhnya dapat 

diterima dalam kehidupan masyarakat sekarang. Sistem perkawinan yang tidak bisa 

diterapkan adalah Asura Wiwaha, Raksasa Wiwaha dan Paisaca Wiwaha karena sistem 

tersebut bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.40

39 Gde Pudja dan Tjok Rai Sudharta, Manawa Dharma Sastra (jakarta: Pelita Nursatama Lestari, 
2002), hal. 13.

40 Arthayasa, Op.cit.. hal. 26.
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yaitu:

1. Sistem Mepadik/Meminang

Bentuk perkawinan memadik dipandang sebagai ben tuk  p e rk aw in an  

yang paling terhormat menurut adat Bali m aupun m enuru t agam a H in d u .41 

Perkawinan dengan cara ini biasanya dilakukan apabila d ian tara  calon  m em p ela i 

laki-laki dan wanita telah memiliki hubungan satu sam a lain yang  k em u d ian  

disepakati untuk melangsungkan perkawinan. Hubungan m ereka bisa dibuktikan 

dengan pengakuan dari pihak laki-laki dan perem puan, keterangan  o ran g  lain  

yang dapat menjadi saksi adanya hubungan diantara laki-laki dan p e rem p u an  

tersebut, baik dari kerabat, tetangga dan yang paling utam a adalah  d en g an  

sepengetahuan orang tua kedua belah pihak, tetapi ada ju g a  p em inangan  yang  

dilakukan oleh para orang tua, sem entara putra putri m ereka yang jo d o h k an  tid ak  

memiliki hubungan percintaan atau bahkan belum saling m engenal.42 S e la in  itu 

adapula peminangan yang dilakukan atas in isiatif seorang  lak i-lak i yang  

menyukai seorang wanita tanpa didahului hubungan, d im an a p ih ak  le lak i 

m em inta orangtuanya untuk m em inang si wanita.43

A pabila kedua mempelai sudah bersepakat untuk m elan ju tkan  hubungan  

tersebut kedalam bentuk ikatan perkawinan, maka pihak keluarga laki-laki akan

41 Tjok Rai Sudharta, Manusia Hindu dari Kandungan sampai Perkawinan (B ali: Y ayasan  
Dharma Naradha, 1993), hal. 118.

42 Ibid.. hal. 119.

43 Ibid.
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datang menemui keluarga pihak wanita untuk melakukan peminangan. Sebelum 

peminangan dilakukan, keluarga pihak laki-laki akan mencari duwasa44 untuk 

melakukan peminangan. Hal itu dimaksudkan agar nantinya proses peminangan 

dapat beijalan dengan lancar dan tidak ada hambatan berarti yang dapat 

menghalangi proses peminangan.

Bila hari baik sudah didapat, maka keluarga pihak laki-laki akan 

memberitahukan pihak wanita mengenai rencana peminangan tersebut, terutama 

masalah hari dan waktu peminangan. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar 

keluarga pihak wanita bisa mempersiapkan penerimaan wakil dari keluarga 

pihak laki-laki yang akan meminang, diantara adalah persiapan untuk 

menentukan wakil dari keluarga pihak wanita yang akan menjadi juru bicara 

bagi keluarga pihak wanita. Biasanya orang yang dipilih untuk menjadi 

w akil tersebut adalah orang yang memiliki wawasan luas serta pandai 

berdiplomasi dengan bahasa bahasa Bali halus yang baku karena dalam 

peminangan sering dilakukan diplomasi dengan kata-kata berpantun atau 

menggunakan peribahasa-peribahasa dan kata mutiara.45 Inti dari peminangan 

itu adalah keluarga pihak laki-laki menyampaikan maksudnya kalau anak laki- 

lakinya bermaksud menikahi salah seorang anak dipihak wanita, dan meminta 

kesediaan wanita tersebut untuk dijadikan istri oleh pihak laki-laki.

Setelah mengetahui maksud dari pihak laki-laki tersebut pada

44 Duwasa adalah hari atau waktu yang baik untuk melakukan sesuatu berdasar penanggalan
Bali.

45 Ibid., hal. 120.
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peminangan pertama tersebut, keluarga pihak wanita akan meminta waktu untuk 

menyampaikan peminangan tersebut kepada keluarga besar pihak wanita serta 

menanyakan kesediaan anak gadisnya untuk dinikahi oleh pihak laki-laki yang 

mengajukan peminangan. Pada hari yang telah disepakati, keluarga pihak laki- 

laki akan datang lagi untuk meminta jawaban. Apabila keluarga pihak wanita 

setuju, maka pembicaraan akan dilanjutkan dengan rencana berikutnya yaitu  

penyerahan paweweh46 dan dengan penerimaan paweweh tersebut, resm ilah 

kedua calon mempelai matetagon47 dan siap dilanjutkan dengan acara 

perkawinannya.48

Setelah resmi bertunangan maka akan dibicarakan mengenai kapan akan 

dilakukan penjemputan pihak wanita oleh keluarga pihak laki-laki yang 

kemudian diikuti dengan pelaksanaan upacara perkawinan dikediam an pihak 

laki-laki sebagai pihak p  u r u s  a .

2. Sistem Ngerorod/Ngerangkat

Bentuk perkawinan ini lebih lumrah disebut dengan istilah  kaw in  

lari bersama. Pada umumnya yang dimaksudkan dengan perkaw inan  lari 

adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas lam aran o ran g  tu a ,

46 Paweweh adalah seserahan dari pihak laki-laki ke pihak wanita berupa pakaian lengkap dan 
perlengkapan wanita.

47 Matetagon adalah pengikatan ikatan calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan 
atau biasa disebut tunangan.

48 I Gusti ketut Kaler, Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali 2. Cet. III, (Bali: CV Kayumas 
Agung, 2005), hal. 85.
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tetapi berdasarkan kemauan kedua pihak yang bersangkutan.49 Perkawinan 

ini dilakukan untuk menghindari dari berbagai keharusan dalam 

peminangan, lebih-lebih untuk menghindari rintangan-rintangan dari 

pihak orang tua atau saudara-saudara bila hubungan antara laki-laki dan 

w anita tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak keluarga sehingga 

perkawinan antara keduanya tidak bisa dilakukan dengan cara meminang.50 

Untuk dapat melangsungkan perkawinan maka kedua mempelai bersepakat 

untuk kawin lari bersama sehingga tidak ada pengertian melarikan dan dilarikan 

oleh salah satu pihak.

Ada pendapat, cara perkawinan Ngerorod atau Ngerangkat ini 

dianggap lebih rendah daripada cara perkawinan dengan Memadik atau 

M eminang.51 Dengan cara ini ada anggapan bahwa “gadis sangat murah 

nilainya” karena bisa dilarikan dan dikawinkan dengan demikian 

mudahnya.52

Laki-laki dan wanita yang ingin melakukan perkawinan Ngerorod 

haruslah telah memenuhi syarat umum perkawinan, terutama berkaitan

49 Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama. Cet. I, (Yogyakarta; Liberty 
Yogyakarta, 1989), hal. 105.

50 Ter Haar. Op.cit.. hal. 165.

51 Kaler, Op.cit.. hal. 129.

52 I Gusti ketut Kaler, Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali 1. Cet.H, (Bali: CV Kayumas 
Agung, 1994), hal. 48.
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dengan kehendak melakukan perkawinan N gerorod  ini benar-benar 

dikehendaki oleh kedua belah pihak.53

3. Sistem Nyentana/Nyeburin

Perkawinan Nyeburin atau Nyentana adalah bentuk perkawinan yang 

menyimpang dari bentuk perkawinan yang umum di Bali. T idak seperti 

perkawinan lainnya baik itu dengan cara memadik maupun Ngerorod  yang 

berakibat masuknya pihak wanita kedalam keluarga pihak laki-laki, dalam  

perkawinan Nyeburin justru pihak laki-laki yang masuk ke dalam  keluarga 

pihak wanita. Dalam perkawinan Nyeburin, pihak laki-laki keluar dari keluarga 

asalnya dan masuk ke keluarga wanita.

Perkawinan ini berakibat status laki-lakinya berubah dari p u ru sa 54 

menjadi predanci55. P erkaw inan in i juga berakibat hukum  istri m enetap  

dikeluarganya, sedangkan suami tinggal di rumah istrinya. K edudukan is tr i 

menjadi sentana rajeg  sebagai penerus keturunan orangtuanya dan mewarisi 

segala harta orangtuanya. Upacara perkawinan pada bentuk perkaw inan ini lebih 

banyak dilakukan dirumah pihak wanita sebagai pihak purusa , karena hal ini 

menentukan status para pihak dikemudian hari.

Hal yang berbeda dari bentuk perkawinan ini antara lain dapat dilihat pada:

53 Ibid.. hal. 49.

54 Purusa adalah pihak yang menjadi penerus keturunan sekaligus pihak yang menarik 
pihak predana dalam sebuah perkawinan adat di Bali.

55 Predana adalah pihak yang ditarik oleh purusa dalam sebuah perkawinan adat di
Bali.
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1. Perkawinan Nyeburin merupakan basil perundingan orang tua calon 

istri dengan keluarga calon suami, terutama dengan calon suami 

yang bersangkutan. Tercapainya kesepakatan sebagai hasil 

perundingan keluarga kedua belah pihak dinilai sebagai unsur penting 

sampai terjadinya perkawinan Nyeburin.

2. Upacara pokok perkawinan yang menurut adat dinilai selaku 

"pemuput" yaitu puncak upacara perkawinan yang biasanya ditandai 

dengan usainya upacara biakaonan, dilakukan di kediaman pihak istri. 

Berbeda dengan dalam perkawinan biasa dimana istri ditarik kedalam 

keluarga pihak suami, upacara biakaonan dilakukan di kediaman pihak 

suami.

3. Akibat jenis perkawinan ini adalah istri menjadi kepala keluarga. 

Keturunan istri merupakan pelanjut keturunan keluarga sang istri.56

Bentuk perkawinan Nyeburin biasanya teijadi dikarenakan pihak wanita 

hanya mempunyai anak wanita (tunggal) yang mana apabila pihak wanita kawin 

keluar maka garis keturunan keluarga pihak wanita akan terputus. Karenanya 

diambilah jalan perkawinan Nyeburin untuk menarik pihak laki-laki masuk menjadi 

pihak wanita. Orang tua yang mengalami kondisi inilah yang akan mengusahakan 

anak gadisnya menjadi sentana rajegP

56 Kaler, Op.cit.. hal. 61.
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4. Sistem Kejangkepan

Ketiga bentuk perkawinan tersebut diatas, yakni perkawinan memadik, 

perkawinan ngerorod, dan perkawinan nyeburin adalah merupakan bentuk-bentuk 

perkawinan yang umum dikenal oleh masyarakat adat Bali. Disamping ketiga bentuk 

perkawinan tersebut, masyarakat adat Bali juga mengenal beberapa bentuk 

perkawinan adat lainnya, namun sudah jarang dilakukan lagi oleh masyarakat Adat 

Bali.

Salah satunya adalah perkawinan dengan cara kejangkepan. Perkawinan 

dengan cara kejangkepan ini sudah jarang ditemui dalam masyarakat adat Bali, 

mengingat perubahan sosial budaya terutama pendidikan sudah sedemikian maju, 

sehingga jarang yang melakukan perkawinan dengan cara ini. Perkawinan dengan 

cara kejangkepan adalah perkawinan yang timbul atas inisiatif orang tua kedua 

belah pihak untuk menjodohkan anaknya masing-masing. Walaupun kedua belah 

pihak yakni pihak laki-laki dan pihak wanita menyadari dirinya sudah dijodohkan, 

akan tetapi karena masing-masing dari mereka memiliki pilihan sendiri-sendiri, 

tentu sulit mewujudkan perkawinan semacam ini, karena belum tentu kedua orang 

yang dijodohkan bisa menerimanya. Tidak masalah bila ternyata kedua anak yang 

dijodohkan ternyata saling menyetujui, maka perkawinan akan diiaksanakan dengan 

cara meminang (memadik) sebagaimana dijelaskan pada point 1 diatas.

Masalah yang sering timbul adalah ketika pihak-pihak yang dijodohkan tidak 

ingin menikah dengan pilihan orang tuanya dan sudah memiliki pilihannya sendiri, 

maka orang tua dengan alasan untuk menjaga tali persahabatan dan kekerabatan 

menggunakan sedikit paksaan atau mendesak anak-anak mereka untuk
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PERKAWINAN NGEROROD

1. Pengertian dan Persyaratan Perkawinan Ngerorod

Perkawinan Ngerorod merupakan salah satu perkawinan adat yang diakui oleh 

agama, yang oleh pemuka-pemuka Agama Hindu, "Ngerorod" dianalogikan dengan 

salah satu bentuk perkawinan yang dinamakan perkawinan gandarwa atau dikenal 

dengan gandarwa wiwaha seperti yang termuat dalam buku III Sarga 32 Manawa 

Dharmasastra. Perkawinan gandarwa yang analog dengan "Ngerorod" dinilai 

memang bukan merupakan perkawinan yang ideal, tetapi "boleh dilakukan" serta 

diakui dan dapat disahkan.

Menurut I Gusti Ketut Kaler, “Ngerorod merupakan langkah awal perkawinan 

yang hanya dilakukan atas kehendak si pria dan wanita yang bersangkutan, hampir 

selalu diluar sepengetahuan dan diluar kehendak/perkenan orangtua si wanita”.58

Tjok Istri Putra Astiti berpendapat mengenai perkawinan Ngerorod sebagai 

berikut:

“Perkawinan Ngerorod yang banyak ditempuh sekarang ini biasanya terjadi 
apabila hubungan antara muda-mudi ternyata tidak mendapat persetujuan dari 
orangtuanya, terutama orangtua si gadis, maka dalam hal ini penyelesaian 
perkawinan tidak dapat ditempuh dengan cara meminang. Dalam keadaan 
demikian, biasanya muda-mudi sepakat untuk kawin dengan lari bersama, 
sehingga tidaklah ada pengertian melarikan dan dilarikan, oleh karena kedua- 
duanya adalah pelaksana aktif’.59

58 I Gusti ketut Kaler, Cudamani Pawiwahan/Perkawinan Dalam Masyarakat Hindu di Bali 
(Bali: CV Kayumas Agung, 1990), hal. 14.
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Bentuk perkawinan Ngerorod atau lari bersama ini sering teijadi, walaupun 

sebenarnya jenis perkawinan ini sebaiknya dihindari. Adapun latar belakang teijadinya 

perkawinan jenis ini antara lain:

a. Karena perbedaan kasta ataupun kawitan (silsilah keluarga) antara calon 

mempelai;

b. Karena calon mempelai perempuan belum diijinkan untuk menikah, namun 

berkeyakinan untuk menikah atas kehendaknya sendiri;

c. Karena orangtua calon mempelai perempuan menolak lamaran dari calon 

mempelai laki-laki, sehingga calon mempelai bertindak atas keinginan 

mereka bersama;

d. Karena calon mempelai perempuan dijodohkan dengan pilihan orangtua 

yang tidak dikehendakinya;

e. Karena keadaan tertentu dari calon mempelai perempuan (hamil sebelum 

menikah).60

Selain syarat yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan 

agama yaitu:

59 Tjok Istri Putra Astiti, Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Aeama Hindu di Bali (Bali: 
Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana 
Denpasar, 1981), hal. 18.

60 Yadnya, Op.cit. hal. 4-5.
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1. Kedua mempelai telah menganut agama Hindu, apabila calon mempelai

belum beragama Hindu, maka perkawinan tidak dapat disahkan. Apabila

hanya salah satu yang tidak beragama Hindu, maka terlebih dahulu harus 

dilakukan upacara Sudhi Waadani.61 Hal tersebut berkaitan dengan 

pengaturan Hukum Perkawinan Nasional yang mengharuskan untuk dapat 

menikah seseorang harus dalam agama yang sama.

2. Dalam upacara perkawinan harus terdapat unsur pesaksian (tri upas aksi) 

yang meliputi manusa saksi (disaksikan oleh keluarga), dewa saksi 

(disaksikan oleh Ida Sang Hyang Widhi), dan butha saksi (dengan upacara 

Pebiakalan).

3. Setiap perkawinan secara agama Hindu harus dilaksanakan melalui

samskara. Samskara adalah upacara sakral dan juga merupakan sumpah

dan janji kedua calon mempelai untuk melaksanakan rumah tangga yang 

kekal. Sumpah ini ditujukan pada Tuhan, leluhur, keluarga yang 

menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk menjalani rumah 

tangga yang kekal bahagia yang berlandaskan dharma agama dan dharma 

negara.

4. Untuk mensahkan perkawinan secara agama Hindu harus diselesaikan oleh 

Pendeta atau Pinandita.62

61 Sudhi Wadani adalah upacara untuk mensahkan seseorang mulai masuk secara resmi menjadi 
penganut agama Hindu.

62 Natih, Op.cit.. hal. 24.
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Karena merupakan perkawinan adat yang diakui oleh agama, maka perkawinan 

Ngerorod  mengandung norma-norma hukum yang bersifat mutlak, yaitu:

a. Pria maupun wanita yang hendak melaksanakan perkawinan N gerorod  harus 

sudah sama-sama dewasa dan suka sama suka dan proses dipilihnya cara 

Ngerorod adalah atas persetujuan kedua mempelai.

b. Untuk sementara waktu kedua mempelai berlindung atau bersembunyi 

(mengkeb) di rumah pihak ketiga, (rumah tempat mengkeb dinamakan 

pengkeban)

c. Pihak mempelai pria dalam proses pelariannya, secepatnya m engirim kan 

utusan kepada keluarga (orang tua) pihak wanita untuk 

mempermaklumkan mengenai masalah pengerorodan.

d. Pemberitahuan tersebut biasanya dikenal dengan istilah N geluku  atau 

Pejati. Apabila pihak keluarga wanita menghendaki, maka mereka harus 

diberi keleluasaan untuk menanyakan langsung kepada anak gadisnya 

serta untuk membuktikan apakah anaknya benar-benar mencintai calon 

mempelai pria, dan apakah perbuatan Ngerorod tersebut ju g a  atas 

kemauannya. Tindakan pihak keluarga wanita itu dinamakan "N getut"

e. Apabila proses Ngerorod tersebut telah memenuhi unsur-unsur diatas, 

maka Pengerorodan bisa dikatakan sah dan harus mendapat 

perlindungan hukum, dalam hal ini oleh masyarakat hukum adat setempat 

diwilayah kedua mempelai tersebut bersembunyi.
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Dalam perkembangan selanjutnya perkawinan dengan cara Ngerorod ini 

bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya persetujuan oleh salah satu pihak terutama 

pihak keluarga wanita, akan tetapi perkawinan ini juga bisa dilakukan dengan 

sepengetahuan dari keluarga kedua belah pihak dengan alasan perkawinan dengan 

cara Ngerorod ini bisa mengurangi biaya perkawinan atau bisa juga disebabkan 

adanya calon mempelai laki-laki lain yang hendak menikahi pihak wanita namun 

tidak mendapat persetujuan dari keluarga pihak wanita, sehingga untuk menghindari 

agar pihak laki-laki yang tidak disetujui tersebut tidak tersinggung karena ditolak, 

maka pihak wanita dianjurkan untuk melakukan perkawinan Ngerorod dengan laki-laki 

pilihannya yang juga disetujui oleh keluarga pihak wanita.

2. Pelaksanaan Perkawinan Ngerorod

Pelaksanaan Perkawinan Ngerorod melalui beberapa tahapan penting yaitu:

1. Kedua calon mempelai bersepakat untuk melakukan pengerorodan yang 

dahulu umumnya dilakukan pada malam hari yang mengandung pengertian 

kesungguhan hati dari para calon mempelai.63 Perkawinan merupakan 

suatu kejadian yang sangat penting dan akan menentukan nasib seseorang 

sehingga karena itu harus dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan 

kesungguhan hati, apalagi untuk seorang gadis, pergi dari rumah pada 

malam hari haruslah untuk hal yang sangat penting untuk dilakukan. 

Dengan kepergian pihak wanita pada malam hari menandakan si wanita

L
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memang berniat dengan tujuan bulat untuk melakukan pelarian bersama 

laki-laki yang dicintai dan ingin dikawininya. Namun saat ini dalam 

perkembangannya, perkawinan Ngerorod sudah tidak selalu dilakukan 

pada malam hari lagi64.

2. Pelarian harus dilakukan pada suatu tempat yang tidak diketahui oleh 

keluarga kedua belah pihak calon mempelai atau pihak ketiga. Biasanya 

tempat tujuan bersembunyi adalah dirumah kerabat yang jauh atau dirumah 

pihak ketiga yang dikenal calon mempelai yang disebut dengan istilah 

“Pengkeban”. Namun saat ini dalam perkembangannya, tindakan mengkeb 

sudah tidak selalu dilakukan dirumah pihak ketiga, tapi biasanya dirumah 

pihak calon mempelai laki-laki atau kerabat pihak calon mempelai laki- 

laki.65

3. Pihak yang didatangi oleh calon mempelai untuk tempat bersembunyi 

setelah mengutarakan maksudnya melakukan pelarian akan melaporkan 

kepada Klian Adat/Bendesa/Perbekel ditempat itu tentang perihal 

kedatangan kedua calon mempelai dan maksudnya untuk melakukan 

perkawinan. Dimana pemuka adat yang bersangkutan akan menemui calon 

mempelai untuk melakukan “Penetes” yaitu mendengar langsung 

pengakuan dari calon mempelai perempuan mengenai keinginan 

melakukan Perkawinan Ngerorod. Dimana biasanya pada saat itu Klian

64 Wawancara dengan Dr. I Nyoman Budiana, SH., Msi., Bendesa Adat Desa Adat Panjer, 
pada tanggal 31 Oktober 2007. (untuk selanjutnya disebut wawancara dengan Dr. I Nyoman Budiana, 
SH., Msi.,)

65 Ibid.
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Adat/Bendesa/Perbekel akan meminta kedua calon mempelai untuk 

mengisi surat pernyataan suka sama suka dan kesepakatan bersama untuk 

melakukan perkawinan Ngerorod. Tindakan Netes ini dilakukan agar 

prajuru adat tidak salah bertindak, dan yakin bahwa perkawinan dilakukan 

atas dasar kesepakatan para pihak.66

4. Pihak keluarga calon mempelai laki-laki dalam jangka waktu 1 x 24 (dua 

puluh empat) jam atau lebih67 akan mengirim utusan kepada pihak keluarga 

wanita untuk memberitakan bahwa anak gadis mereka sedang dalam 

pelarian dengan pihak laki-laki yang ingin menikahinya. Hal ini penting 

karena apabila tidak ada pemberitahuan, pihak laki-laki dapat dianggap 

melakukan penculikan. Pada tahap ini utusan pihak laki-laki tidak langsung 

datang ke keluarga perempuan, namun diantar oleh pemuka adat di 

kediaman wanita sebagai penengah. Setelah bertemu dengan pihak 

keluarga wanita, utusan akan menyampaikan maksud, niat disertai 

permintaan maaf dari keluarga pihak laki-laki karena telah melarikan anak 

gadis mereka. Tahapan ini disebut dengan istilah Ngeluku, Mesedek, atau 

Nganteg.68

5. Setelah 3 (tiga) hari biasanya pihak keluarga laki-laki akan menjemput 

kedua calon mempelai untuk dibawa ke kediaman laki-laki. Hal itu untuk

66 Ibid.

67 Dibeberapa daerah di Bali, jangka waktu pelaksanaan Ngeluku bervariasi, misalnya 2-3 x 24 
jam kemudian.

68 Sudharta. Oo.cit.. hal. 133.
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meyakinkan pihak keluarga wanita bahwa ini memang kehendak anak 

gadis mereka, maka pihak keluarga wanita akan medatangi anak gadisnya 

didampingi oleh pemuka adat untuk menanyakan secara langsung pada 

anak gadisnya apakah pelarian dan perkawinan yang akan dilakukan 

adalah mumi atas keinginan anaknya atau ada unsur paksaan. Apabila 

anak gadisnya menjawab itu bukan keinginannya, maka orangtua pihak 

wanita akan langsung membawa pulang anak gadisnya, sedangkan apabila 

memang keinginan anak gadis mereka, maka upacara perkawinan akan 

dilanjutkan. Tindakan

pihak keluarga wanita tersebut disebut dengan istilah “N g e tu f .

6. Setelah itu pihak keluarga laki-laki akan memberitahukan tentang upacara 

perkawinan yang akan dilangsungkan pada pihak keluarga wanita. 

Tindakan tersebut disebut dengan “Masuwake”

7. Jika pihak keluarga wanita tidak keberatan, maka pihak keluarga wanita 

akan datang kekediaman keluarga laki-laki dan mengutarakan persetujuan 

pihak keluarga wanita atas perkawinan tersebut.

8. Banjar di kediaman pihak keluarga laki-laki setelah menerima pernyataan 

kehendak dari pihak keluarga wanita akan mengumumkan perihal rencana 

perkawinan antara kedua calon mempelai.
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9. Terakhir adalah upacara “Mejauman” dimana dilakukan upacara 

perkawinan sampai selesai dilakukan upacara “Mebyakaon” dan 

“Mepejati” kedua mempelai sah sebagai suami istri.69

Prosedur Perkawinan Ngerorod ini adalah prosedur umum untuk perkawinan 

Ngerorod yang tidak mengalami masalah atau hambatan, karena pada kenyataannya 

dalam pelaksanaan perkawinan Ngerorod kadangkala, dalam pelaksanaan Ngeluku, 

Mesedek, atau Nganteg dimana pihak keluarga laki-laki mendatangi kediaman keluarga 

perempuan, keluarga perempuan tetap menolak pelaksanaan perkawinan. Dalam hal ini 

tentu saja hal tersebut tidak menghalangi pelaksanaan perkawinan, yang mana walaupun 

tanpa persetujuan orangtua, perkawinan Ngerorod tetap bisa dilangsungkan. Perbedaan 

yang timbul hanya pada prosedur perkawinan, yang mana apabila proses Ngeluku 

ditolak, maka sudah tentu proses Ngetut dan Masuwake tidak ada, karena tidak bisa 

dijalankan.

Lain pula bila halnya proses Ngeluku, Mesedek, atau Nganteg diterima oleh 

pihak keluarga perempuan dan diikuti dengan pelaksanaan Ngetut. Pelaksanaan Ngetut 

yang dilakukan dapat berakibat dua macam hal, pertama, apabila mempelai perempuan 

saat pihak keluarganya melakukan Ngetut memberi jawaban bahwa memang benar 

menginginkan perkawinan tersebut tanpa paksaan, maka proses perkawinan akan tetap 

dilakukan. Kedua, apabila ternyata mempelai perempuan saat pihak keluarganya 

melakukan ngetut memberi jawaban bahwa dirinya tidak menginginkan perkawinan
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tersebut (adanya paksaan), maka pihak keluarga perempuan akan membawa anak 

perempuannya pulang dan proses perkawinan akan beihenti sampai pada tahap tersebut.

Dalam masyarakat adat di Bali, pengaturan mengenai perkawinan Ngerorod  

memiliki norma-norma umum dan tata cara yang hampir sama, namun ada ketentuan 

yang kadangkala agak berbeda, hal tersebut biasanya berupa hukum adat yang tertulis 

(awig-awig) ataupun hukum adat yang tidak tertulis (kebiasaan). Perbedaan tersebut 

dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti:

a. Untuk istilah, banyak daerah menyebut perkawinan Ngerorod  dengan

istilah yang berbeda seperti istilah Ngerorod, Ngerangkat ataupun

Ngelayat, dibeberapa daerah ada yang menyebut Ngerorod dengan istilah 

Neleb ataupun Memaling70 selain itu untuk istilah Ngetut, ada beberapa 

daerah yang menyebut dengan istilah Nganteg. Ngerangkat biasanya 

digunakan oleh masyarakat Bali di daerah Buleleng, Denpasar sedangkan 

istilah perkawinan Ngerorod pada umumnya dikenal pada masyarakat di 

daerah Bali bagian selatan seperti di daerah Klungkung, Gianyar, Badung 

dan beberapa daerah lainnya. Untuk istilah Ngetut lebih banyak 

digunakan secara umum, sedangkan istilah Nganteg digunakan di daerah 

Tabanan.

b. Untuk tempat persembunyian dari pihak yang melakukan Ngerorod,

sekarang ini banyak pihak yang melakukan pengerorodan, dan mengkeb

70 Atmaja. “Pengamatan Terhadap Perkawinan Adat Ngerorod di Bali.” Hukum dan 
Pembangunan 4 (Juli 1980): 354.
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dilakukan secara langsung dikediaman pihak laki-laki, padahal 

seharusnya dirumah pihak ketiga. Untuk dibeberapa daerah, hal ini masih 

belum bisa diterima, karena menyalahi aturan perkawinan Ngerorod, 

namun ada juga daerah yang tidak mempermasalahkannya seperti di Desa 

Adat Batungsel, Panjer dan Tanah Embut.

c. Pada beberapa daerah seperti di daerah Desa Adat Panjer, pengerorodan 

yang diakui hanya pengerorodan yang diakukan oleh pihak laki-laki 

bukan oleh pihak perempuan.

d. Pada beberapa daerah seperti di Desa Tanah Embut, awig-awig mengatur 

jelas bagaimana tindakan Desa Adat apabila seorang wanita melakukan 

pengerorodan kedaerah lain.

e. Pada beberapa daerah, pelaksanaan Perkawinan Ngerorod cukup dengan 

persetujuan prajuru adat dan sudah dapat dilangsungkan dan dianggap 

sah, sedangkan dibeberapa daerah, persetujuan tersebut diberikan melalui 

rapat desa, setelah sebelumnya melakukan pengumuman seperti di daerah 

Mengwitani.

Perbedaan-perbedaan pengaturan tersebut dapat juga dilihat dari tiga desa Adat 

yang menjadi tempat terjadinya kasus pengerorodan yang menjadi bahan studi kasus 

pada penelitian ini yaitu Desa Adat Panjer di Kota Denpasar, Desa Adat Batungsel di 

Kabupaten Tabanan dan Desa Adat Tanah Embut di Kabupaten Bangli. Kesemua daerah 

di Bali yang terbagi-bagi dalam Desa Adat yaitu kesatuan masyarakat Hukum Adat di 

Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat
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umat Hindu secara turun menurun yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan 

sendiri, serta berhak mengutus rumah tangganya sendiri,71 selalu memiliki suatu hukum 

adat yang berlaku untuk anggota masyarakat adat yang bersangkutan baik berupa hukum 

adat tertulis yang biasa disebut dengan awig-awig, ataupun hukum adat tidak tertulis 

yang merupakan pedoman dasar dari Desa Adat dalam pemerintahannya.72

Pengaturan mengenai perkawinan secara umum selalu diatur pada awig-awig 

suatu Desa Adat. Secara umum pengaturannya kurang lebih sama yaitu seputar 

pengertian perkawinan, jenis perkawinan apa yang diakui oleh masyarakat hukum adat 

seperti jenis perkawinan Memadik, Ngerorod dan Nyeburin, serta syarat-syarat untuk 

dapat melangsungkan perkawinan seperti: sudah dewasa, tanpa adanya paksaan dari 

pihak lain, dalam agama yang sama yaitu Agama Hindu serta tidak dilarang oleh agama.

Berbeda dengan pengaturan mengenai perkawinan Ngerorod yang diatur 

berbeda-beda seperti dapat dilihat, di Desa Adat Batungsel yang mengatur secara jelas 

kewajiban dari pihak yang menerima pengerorodan untuk melaporkan terjadinya 

pengerorodan dan tindakan prajuru adat mendatangi calon mempelai untuk melakukan 

pengecekan sebagaimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) (2) awig-awig desa tersebut, 

sedangkan di Desa Adat Tanah Embut dan Desa Adat Panjer tidak mengaturnya. Selain 

itu Desa Adat Panjer mengatur mengenai pengerorodan yang diakui adalah 

pengerorodan yang dilakukan oleh pihak laki-laki sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 

63 awig-awig desa tersebut, sedangkan Desa Adat lain tidak mengaturnya.

71 I Made Suasthawa, Dharmayuda. Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi 
Bali (Denpasar: Upada Sastra, 2001), hal. 17.

72 Ibid.. hal 18.

Eksistensi perkawinan..., Iga Sri W. Gangga DWS, FH UI, 2008



Persamaannya dapat dilihat, pada semua awig-awig mengatur mengenai 

kewajiban dari pihak keluarga laki-laki dan prajum adat atau utusannya untuk 

melakukan pemberitahuan kekediaman kepihak keluarga perempuan melalui proses 

ngeluku atau nganteg mengenai tindakan melarikan anak gadisnya dalam rangka 

perkawinan Ngerorod sesegera mungkin.

Walaupun pengaturannya kadang berbeda, namun apabila dilihat, norma-norma 

umum pengerorodan tetap diatur seperti:

• Pria maupun wanita yang hendak melaksanakan perkawinan Ngerorod harus 

sudah sama-sama dewasa dan suka sama suka dan proses dipilihnya cara 

Ngerorod adalah atas persetujuan kedua mempelai.

• Pihak mempelai pria dalam proses pelariannya, secepatnya mengirimkan 

utusan kepada keluarga (orang tua) pihak wanita untuk mempermaklumkan 

mengenai masalah pengerorodan. Pemberitahuan tersebut biasanya 

dikenal dengan istilah Ngeluku.

Apabila proses Ngerorod tersebut telah memenuhi unsur-unsur diatas, maka 

Pengerorodan bisa dikatakan sah dan mendapat perlindungan hukum, dalam hal ini oleh 

masyarakat hukum adat setempat diwilayah kedua mempelai tersebut bersembunyi.

3. Keberadaan Perkawinan Ngerorod Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, sebab 

perkawinan tidak hanya menyangkut para mempelai saja, namun juga menyangkut
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banyak hal, seperti keluarga, orangtua bahkan masyarakat adat. Oleh karenanya, maka 

pelaksanaan perkawinan selalu dimulai dan disertai berbagai upacara, lengkap dengan 

sesajen-sesajennya sebagaimana yang dikenal didalam kehidupan masyarakat Bali, yang 

mana tradisi budaya masih menguasai bidang perkawinan. Dalam tradisi masyarakat 

Bali, bidang perkawinan mempunyai norma-norma tersendiri yang tidak terlepas dari 

budaya masyarakat yang kemudian telah menjadi hukum adat dibidang perkawinan, 

walaupun telah ada Undang-undang tersendiri untuk bidang perkawinan yaitu Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu bentuk perkawinan adat di Bali yaitu perkawinan Ngerorod  

merupakan bentuk perkawinan adat yang dipertanyakan keberadaannya apabila 

dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bentuk 

perkawinan ini sama sekali tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, tetapi masih dikenal luas dan tetap diakui eksistensinya dalam 

masyarakat Hindu-Bali.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengertian perkawinan Ngerorod  

adalah perkawinan yang dilangsungkan atas inisiatif kedua calon mempelai dengan cara 

kawin lari bersama atas dasar cinta sama cinta, namun perkawinan mereka mendapat 

halangan dari kedua orangtua mereka. Sedangkan menurut Undang-undang Nom or 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

seseorang yang akan melangsungkan perkawinan adalah sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menyatakan sebagai berikut:
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Pasal 6
(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 

21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7
(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 
(enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta 
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun pihak wanita.73

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan perkawinan harus 

mengikuti prosedur sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 

kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan 
dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 
10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan 
sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati 
Kepala Daerah.4

Syarat-syarat tersebut diatas sudah tentu tidak dapat dipenuhi seluruhnya dalam 

hal dilakukannya perkawinan Ngerorod. Dalam hal ini masalah ijin orangtua atau wali 

dan pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan merupakan syarat yang 

tidak dapat dipenuhi sebab pekawinan Ngerorod justru terjadi karena salah satu alasan

73 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Op.cit.. Pasal 6,7.

74 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Op.cit. Pasal 3.
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tidak dapat dipenuhinya Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun 

apabila perkawinan Ngerorod tersebut tetap dilangsungkan menurut hukum masing- 

masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan Ngerorod yang dilangsungkan 

tersebut menjadi sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tenteng Perkawinan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan 

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan 

bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agama dan kepercayaannya itu”

Dasar hukum lainnya bagi keberadaan Perkawinan Ngerorod dapat ditemukan

di Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

secara tegas menyebutkan: “Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini 

berlaku sepanjang masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan 

Ini artinya ketentuan mengenai syarat perkawinan yaitu adanya persetujuan kedua 

orangtua bagi perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai dibawah umur 21 tahun 

seperti disebutkan diatas dapat disimpangi apabila hukum agama dan kepercayaan 

menentukan lain.

Mengenai pemberitahuan kehendak untuk kawin didalam pelaksanaannya di 

Bali sering mengalami kesulitan karena didalam pelaksanaan perkawinan di Bali tidak 

bisa dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kehendak akan kawin seperti didalam
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perkawinan Ngerorod kepada pejabat tertentu (Klian Banjar/Klian Desa adat/Bendesa 

Adat).75

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya kesatuan tafsir terhadap 

perkawinan secara Ngerorod ini, penafsiran mana dilakukan sebagai berikut:

“Dalam kaitannya dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 tentang jangka waktu pembebanan 10 hari keija sebelum 
dilangsungkan perkawinan, lembaga perkawinan Ngerorod adalah merupakan 
suatu proses, dimana puncak daripada proses tersebut adalah pada saat 
dilangsungkan upacara byakalan atau istilah lain yang sejenis”76

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, perkawinan secara Ngerorod setelah 

berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetap diakui eksistensinya. Bahkan secara formal 

eksisitensi perkawinan adat Ngerorod ditegaskan melalui Surat Gubernur Propinsi 

Dati I Bali Nomor Kesra n/c/115/76 tertanggal 28 Februari 1976 juncto Surat 

D irektorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Depatermen Kehakiman 

Nomor JHD 1/1/1 tertanggal April 1976 yang pada prinsipnya tetap mengakui 

perkawinan Ngerorod ini.77

751 Wayan Benny, Hukum Adat Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia (Denpasar: Biro 
Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, 1978), 
hal. 20.

76 Ibid.. hal. 21.

77 I Ketut Sudantra, Hukum Perkawinan Bagi Umat Hindu di Bali (Denpasar: Biro 
Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, 2002), 
hal. U .
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D. PERKAWINAN NGEROROD DALAM HAL CALON MEMPELAI TIDAK  

MEMENUHI SYARAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

1. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut Undang-

undang Perkawinan

Dalam peraturan-peraturan mengenai perkawinan, baik Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 

kita tidak akan menemui ketentuan yang menyatakan bahwa apabila syarat-syarat 

perkawinan tidak dipenuhi akan membawa akibat perkawinan menjadi tidak sah. Pada 

dasarnya masalah keabsahan perkawinan sudah jelas sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan pada Pasal 13, apabila 

syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dicegah 

apabila belum dilaksanakan, atau menurut Pasal 22, perkawinan dapat dibatalkan apabila 

telah dilaksanakan. Berikut akan diuraikan perihal pencegahan dan pembatalan 

perkawinan:

a. Pencegahan Perkawinan

Mencegah atau menghalangi berlangsungnya perkawinan adalah suatu 

usaha untuk menghindarkan dari adanya suatu perkawinan yang bertentangan 

dengan ketentuan undang-undang yang ada.78 Pencegahan Perkawinan diatur 

dalam Pasal 13 sampai Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Pencegahan perkawinan menurut Pasal 17 lebih banyak bersifat
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preventif yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau perkawinan terjadi 

dengan tidak memenuhi syarat-syarat tertentu.79

Pasal-Pasal tersebut diatas memberikan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

Pasal 13
Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat- 
syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14
(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, waii nikah, wali 
pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang 
berkepentingan.

Pasal 15
Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari 
kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah 
perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) 
dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 17
(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah 

hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan 
memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan 
pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini oleh 
pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18
Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau 
dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang 
mencegah.

Pasal 19
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.80
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Hal ini sejalan dengan Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

yang menentukan pencegahan perkawinan dapat dilakukan tanpa harus dengan 

akta otentik yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri, dan akan diputuskan oleh 

Pengadilan Negeri tempat catatan sipil yang akan melangsungkan perkawinan, 

sedangkan dalam hal ijin kawin telah diberikan, pencegahan harus dicabut 

melalui akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. (Lampiran 1.4)

b. Pembatalan perkawinan

Pembatalan Perkawinan dilakukan apabila perkawinan yang tidak 

memenuhi syarat terlanjur telah dilaksanakan. Pembatalan perkawinan 

merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan 

bahwa perkawinan yang dilakukan dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang 

dianggap tidak sah dan dengan sendirinya perkawinan tersebut dianggap tidak 

pernah ada atau batal.81 Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 21 sampai 

Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal- 

Pasal tersebut diatas memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB IV 
BATALNYA PERKAWINAN 

Pasal 22
Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat 
untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23
Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

80 Undang-undang Perkawinan, Op.cit.. Pasal 13, 14,15, 16, 17,18, 19.

81 Darmabrata. On.cit.. hal. 59.
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a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang- undang ini dan 

setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung 
terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24
Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari 
kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan 
pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 
3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25
Pormohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam 
daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua 
suami isteri, suami atau isteri.82

R. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa kata “dapat” dalam 

Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disini tidak 

dapat dipisahkan dari kata dibatalkan sebagaimana kalimat “perkawinan dapat 

dibatalkan...” yang memililki arti perkawinan itu semula adalah sah, kemudian 

baru dibatalkan dengan adanya putusan pengadilan.83

Pembatalan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 yang diatur dalam Pasal 37 sampai Pasal 38 yaitu:

BAB VI
PEMBATALAN PERKAWINAN 

Pasal 37
Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

82 Undang-undang Perkawinan, Op.cit.. Pasal 22,23,24,25.

83 Darmabrata, Op.cit. hal. 60.
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Pasal 38
(1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang

berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua 
suami-isteri, suami atau isteri.

(2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai 
dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.

(3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan 
dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam 
Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.84

Dengan demikian maka hak untuk mengajukan permohonan Pembatalan 

Perkawinan hanya ada pada orang-orang tertentu saja. Apabila orang-orang 

yang ditentukan itu tidak menggunakan haknya maka perkawinan dapat 

berlangsung terus dan sah. Adapun mengenai prosedur untuk mengajukan 

pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Pembatalan Perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang 

berhak kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal suami istri.

b. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan 

sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian (Pasal 38 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

Dari uraian di atas, maka akibat hukum suatu perkawinan yang tidak 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

84 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Op.cit.. Pasal 37, 38.
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tentang Perkawinan adalah dapat dicegah apabila perkawinan belum 

berlangsung, sedangkan apabila telah berlangsung maka bisa dibatalkan.

Hak untuk mengajukan pencegahan atau pembatalan perkawinan hanya 

dapat diajukan oleh orang-orang tertentu yang berhak menuiut Undang-undang. 

Apabila orang-orang tersebut tidak mengunakan haknya maka untuk 

perkawinan yang belum dilakukan pencegahan, dapat melangsungkan 

perkawinan, sedangkan untuk yang sudah dilakukan dan orang-orang yang 

berhak tidak menggunakan haknya untuk membatalkan, maka perkawinan tetap 

dianggap sah.

Apabila suatu perkawinan dilakukan pencegahan, perkawinan tidak dapat 

dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut, pegawai pencatatpun 

memiliki kewajiban untuk menolak pencatatan perkawinan yang sedang 

dilakukan pencegahan. Pencegahan perkawinan hanya dapat dicabut dengan 

putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan 

pada Pengadilan oleh yang mencegah melalui akta pencabutan atau 

penghapusan pencegahan pericawinan oleh Notaris.

Apabila perkawinan dibatalkan, maka batalnya suatu perkawinan dimulai 

setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku 

sejak saat berlakunya perkawinan (Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan).
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2. Perkawinan Ngerorod yang Tidak Memenuhi Syarat

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan haruslah memperhatikan beberapa syarat 

Adapun syarat tersebut tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang pada intinya adalah 

atas persetujuan kedua oalon mempelai, syarat usia untuk dapat melangsungkan 

perkawinan, untuk pria berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, dan ada ljm 

dari orang tua, wali atau pengadilan apabila belum berusia 21 tahun.

Syarat-syarat tersebut sudah tentu untuk beberapa pericawinan Ngerorod  tidak 

dapat dipenuhi, karena dalam perkawinan Ngerorod, calon mempelai biasanya tidak 

mendapat restu sehingga memutuskan untuk melakukan pelarian bersama-sama untuk 

melangsungkan perkawinan.

Dalam hal pericawinan N g ero ro d  akan dilangsungkan oleh calon mempelai 

yang belum bernsia 21 tahun, apabila perkawinan belum dilangsungkan, maka orang tua 

atau wali yang berhak dapat melakukan pencegahan perkawinan tersebut sehingga 

perkawinan batal dan tidak dapat dilaksanakan sampai pencegahan dicabut atau 

dihapuskan. Apabila ternyata perkawinan telah dilaksanakan, satu-satunya cara adalah 

dengan membatalkan perkawinan N g ero ro d  yang telah dilangsungkan.

Dalam hal perkawinan N g ero ro d  sudah tentu persyaratan pemberitahuan 10 

(sepuluh) hari sebelum perkawinan agak sulit untuk dilakukan, karena perkawinan 

Ngerorod dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi apabila pemberitahuan dan 

pengumuman dilakukan, hanya akan mengakibatkan terancamnya perkawinan yang 

membuat pihak keluarga mengetahui rencana perkawinan dan dapat mencegah 

pelaksanaan perkawinan.
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Perkawinan Ngerorod dapat dicegah atau dibatalkan, dimana pencegahan dan 

pembatalan tersebut adalah hak dari orang-orang yang dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila para pihak yang diberi hak oleh 

Undang-undang untuk mengajukan pencegahan dan pembatalan perkawinan tidak 

menggunakan haknya itu, maka perkawinan tersebut tetap dapat berlangsung dan sah. 

Dengan kata lain perkawinan yang dilakukan dengan mengabaikan syarat-syarat dan 

larangan perkawinan seperti diuraikan diatas akan tetap sah apabila telah dilakukan 

menurut hukum agama dan kepercayaan, kecuali ada keputusan

pencabutan/penghapusan pencegahan perkawinan atau ada keputusan pembatalan

perkawinan.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur 

mengenai sahnya perkawinan, yang dalam penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) tersebut 

dinyatakan: “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”,85 seperti halnya

perkawinan Ngerorod apabila tidak dicegah atau dibatalkan maka perkawinan Ngerorod 

tersebut

tetap sah karena perkawinan Ngerorod yang dilangsungkan tersebut sudah dilaksanakan 

menurut hukum Hindu. Walaupun perkawinan Ngerorod .sudah dianggap sah dengan 

dilakukan menurut Hukum Agama Hindu, perkawiwan tetap harus dilakukan pencatatan 

di Kantor Catatan Sipil tempat kediaman suami istri. Dengan pencatatan perkawinan itu, 

maka peristiwa perkawinan itu akan menjadi jelas dan sah menurut hukum baik bagi

83 Undang-undang Perkawinan, Op.cit.. Penjelasan Pasal 22.
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yang bersangkutan, bagi orang lain ataupun masyarakat. Selain itu kepada mereka 

diberikan bukti otentik berupa akta perkawinan yang merupakan bukti telah 

dilakukannya perkawinan dari Negara.

E. Kasus

1. Kasus 1.

Kasus pertama ini adalah perkawinan Ngerorod yang dilakukan oleh seorang 

perempuan yang bernama Ni Made Nariati (Nariati) yang berusia 20 tahun dengan 

seorang laki-laki yang bernama I Wayan Gede Winarta (Winarta) yang berusia 20 tahun. 

Dalam hal ini keduanya belum berusia 21 tahun.

Winarta bersama Nariati melarikan diri ke Banjar Kaja, Desa Panjer. Hal

tersebut dilakukan dikarenakan orangtua Nariati menolak lamaran dari Winarta dan

karenanya Nariati dan Winarta bersepakat untuk “kawin lari bersama” atau melakukan 

Perkawinan “Ngerorod’.

Setelah tiba ditempat mengkeb, orangtua Winarta kemudian mendatangi Kelian 

Adat, Banjar Kaja, Desa Panjer saat itu perihal rencana perkawinan Ngerorod  anaknya 

itu. Kelian Adat setelah menerima laporan kemudian melakukan pengecekan kerumah 

Winarta untuk mendapat pengakuan langsung dari para calon mempelai yaitu Winarta 

dan Nariati mengenai kebenaran keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan 

dengan mengisi formulir surat pernyataan mereka (Lampiran III. 1)

Setelah menemui calon mempelai, salah satu utusan dari Desa Adat Panjer 

mendatangi kediaman keluarga calon mempelai perempuan yang ada di Dusun Semaon, 

Desa Puhu, Payangan, Gianyar. Hal itu merupakan salah satu proses yang harus
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dilakukan dalam perkawinan Ngerorod yaitu “Ngeluku”. Namun ternyata orangtua 

Nariati menolak perkawinan itu dengan alasan tidak setuju dengan calon menantunya. 

Selain itu orangtua Nariati menganggap perkawinan tersebut bermasalah karena usia 

Nariati belum genap 21 tahun (20 tahun) yang seharusnya untuk menikah harus 

mendapat ijin dari orangtuanya.

Tanpa persetujuan keluarga mempelai perempuan, prosesi perkawinan secara 

adat dan agama tetap dilangsungkan. Mengetahui hal tersebut, orangtua dari Nariati 

berupaya mencegah perkawinan yang dilangsungkan anaknya dengan mendatangi 

Bendesa Adat Desa Adat Panjer. Namun menurut Pemuka Adat, perkawinan yang 

dilangsungkan antara Winarta dan Nariati adalah sah secara adat karena tidak ada unsur 

paksaan dan didasari saling mencintai, apalagi menurut adat mereka sudah dianggap 

cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan, sehingga tidak ada alasan dari 

orangtua Nariati mengangap perkawinan yang dilakukan Winarta dan Nariati tidak sah.

2. Kasus 2

Kasus kedua ini adalah perkawinan Ngerorod yang dilakukan oleh seorang 

perempuan yang bernama Ni Made Alit Candra Rani Putri (Rani) yang berusia 19 tahun 

dengan seorang laki-laki yang bernama I Nengah Kusumajaya (Nengah) yang berusia 22 

tahun. Dalam hal ini usia calon mempelai perempuan belum 21 tahun.

Nengah bersama Rani melarikan diri ke Banjar Batungsel Kaja, Desa 

Batungsel. Hal tersebut dilakukan dikarenakan orangtua Rani belum mengijinkan 

anaknya untuk berpacaran apalagi untuk menikah dan karenanya Rani dan Nengah 

bersepakat untuk “kawin lari bersama” atau melakukan Perkawinan “Ngerorod\
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Walaupun sempat menentang, akhirnya orangtua Nengah menyetujui untuk menikahi 

mereka. Orangtua Nengah kemudian mendatangi Bendesa Adat Batungsel saat itu, yaitu 

I Ketut Sukaiya perihal rencana perkawinan Ngerorod anaknya itu. Bendesa Adat 

setelah menerima laporan kemudian melakukan pengecekan kerumah Nengah untuk 

mendapat pengakuan langsung dari para calon mempelai yaitu Nengah dan Rani 

mengenai kebenaran keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan dengan 

mencatat langsung pernyataan mereka.

Setelah menemui calon mempelai, salah satu utusan dari Prajuru Adat Desa 

Batungsel mendatangi kediaman keluarga calon mempelai perempuan yang juga ada di 

Desa Batungsel yaitu di Banjar Batungsel Kangin untuk selanjutnya diberitahu ke 

orangtua calon mempelai perempuan yang tinggal di Denpasar. Hal itu merupakan salah 

satu proses yang harus dilakukan dalam perkawinan Ngerorod yaitu “Ngeluku ” yang 

didesa Batungsel disebut dengan istilah “Nganteg”. Namun ternyata orangtua Rani yaitu 

I Gede Ketut Ranayana menolak perkawinan itu dengan alasan anaknya belum cukup 

umur untuk menikah, masih bersekolah, dan tidak pernah mengetahui ada hubungan 

antara Rani dan Nengah. Selain itu Ketut Ranayana menganggap perkawinan tersebut 

bermasalah karena usia Rani belum genap 21 tahun (19 tahun) yang seharusnya untuk 

menikah harus mendapat ijin dari orangtuanya.

Tanpa persetujuan keluarga mempelai perempuan, prosesi perkawinan secara 

adat dan agama tetap dilangsungkan. Mengetahui hal tersebut, ayah dari Rani yaitu I 

Gede Ketut Ranayana berupaya mencegah perkawinan yang dilangsungkan anaknya 

dengan melaporkan kejadian tersebut ke polisi (POLRES) dengan tuduhan melarikan 

anak gadis dibawah umur tanpa ijin orangtua.
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Namun secara adat, perkawinan yang dilangsungkan antara Rani dan Nengah 

adalah sah secara adat karena tidak ada unsur paksaan dan didasari saling mencintai, 

apalagi menurut adat mereka sudah dianggap cukup dewasa untuk melangsungkan 

perkawinan. Bendesa Adat kemudian mencoba menyelesaikan kemelut antara keluarga 

tersebut, karena beliau melihat tidak ada unsur yang menyalahi aturan secara adat untuk 

melarang pernikahan kedua calon mempelai. Setelah dilakukan pembicaraan, akhirnya I 

Gede Ketut Ranayana mau menyetujui pernikahan anaknya dan mencabut laporan 

pengaduan atas calon menantunya dari pihak yang berwajib.

3. Kasus 3

Kasus ketiga ini adalah perkawinan Ngerorod yang dilakukan oleh seorang 

perempuan yang bernama Made Anjani (Anjani) yang berusia 20 tahun dengan seorang 

laki-laki yang bemama Ketut Sarmana (Sarmana) yang berusia 37 tahun. Dalam hal ini 

calon mempelai perempuan berum berusia 21 tahun.

Suatu hari Sarmana membawa Anjani ke Banjar Sakra Kangin, Desa Tanah 

Embut, Bangli. Hal tersebut dilakukan dikarenakan orangtua Anjani menolak lamaran 

dari Sarmana dan karenanya Anjani dan Sarmana bersepakat untuk “kawin lari bersama” 

atau melakukan Perkawinan “Ngerorod’.

Tindakan Sarmana melakukan perkawinan Ngerorod dengan Anjani telah 

disetujui oleh keluarganya. Orangtua Sarmana kemudian mendatangi Kelian Banjar 

Sakra Kangin, Desa Tanah Embut, Bangli saat itu perihal rencana perkawinan Ngerorod 

anaknya itu. Kelian Banjar setelah menerima laporan kemudian melakukan pengecekan 

kerumah Sarmana untuk mendapat pengakuan langsung dari para calon mempelai yaitu
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Sarmana dan Anjani mengenai kebenaran keinginan mereka untuk melangsungkan 

perkawinan dengan membuat surat pernyataan yang mereka tandatangani.

Setelah menemui calon mempelai, salah satu utusan dari Banjar Sakra Kangin, 

Desa Tanah Embut (Prajuru Adat) mendatangi kediaman keluarga calon mempelai 

perempuan yang ada di Banjar Kaja, Desa Tanah Embut. Hal itu merupakan salah satu 

proses yang harus dilakukan dalam perkawinan Ngerorod yaitu “Ngeluku ”. Namun 

ternyata orangtua Anjani menolak perkawinan itu dengan alasan tidak setuju dengan 

alasan anaknya masih dibawah umur dan calon menantunya yang seorang duda yang 

sudah pernah menikah. Selain itu orangtua Anjani menganggap perkawinan tersebut 

bermasalah karena setahu mereka, Sarmana tidak pernah bercerai.

Tanpa persetujuan keluarga mempelai perempuan, prosesi perkawinan secara 

adat dan agama tetap dilangsungkan. Mengetahui hal tersebut, orangtua dari Anjani 

berupaya mencegah perkawinan yang dilangsungkan anaknya dengan 

mempermasalahkan status Sarmana yang sudah pernah menikah dan belum bercerai. 

Namun menurut Adat, perkawinan yang dilangsungkan antara Anjani dan Sarmana 

adalah sah secara adat karena tidak ada unsur paksaan dan didasari saling mencintai, 

apalagi menurut adat mereka sudah dianggap cukup dewasa untuk melangsungkan 

perkawinan, dan mengikuti prosedur perkawinan Ngerorod di Desa tersebut, sehingga 

tidak ada alasan dari orangtua Anjani menganggap perkawinan Ngerorod  yang 

dilakukan Sarmana dan Anjani tidak sah.

Namun pada akhirnya, perkawinan tersebut menjadi bermasalah, karena 

ketiadaan akta perceraian dari perkawinan pertama Sarmana yang mengakibatkan 

perkawinan keduanya tidak dapat didaftarkan.
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4. Kasus 4

Kasus keempat ini adalah perkawinan Ngerorod yang terjadi di Desa Adat 

Panjer (Denpasar Selatan) yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Ni 

Komang Sri Handayani (Sri) yang beragama Hindu berusia 15 tahun dengan seorang 

laki-laki yang bernama Mulyadi yang beragama Islam yang berumur 21 tahun. Dalam 

hal ini calon mempelai perempuan masih dibawah 21 tahun.

Sri dan Mulyadi bersepakat untuk “kawin lari bersama” atau melakukan 

Perkawinan “Ngerorod’ secara adat Bali. Hal tersebut dilakukan dikarenakan mereka 

tahu betul orangtua Sri tidak akan mengijinkan anaknya untuk menikah karena Sri masih 

berusia 15 tahun dan masih sekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Mulyadi menjemput Sri untuk melakukan kawin lari bersama dan pergi 

kekediaman keluarga Mulyadi ke Dusun kecincang Islam, Karangasem, yang kemudian 

diikuti dengan pelaporan keluarga Mulyadi ke Ketua Rukun Tetangga (RT) 005, 

kediaman keluarga Sri, agar menyampaikan keinginan Mulyadi untuk menikahi Sri 

kepada orangtua Sri di Desa Adat Panjer. Kemudian setelah berkordinasi dengan Klian 

Adat Banjar di desa Adat Panjer kediaman orangtua Sri, Klian Adat berpendapat, bisa 

saja dilakukan perkawinan Ngerorod antara para pihak, asalkan para pihak memenuhi 

syarat-syarat adat yang salah satunya adalah dalam satu agama dan didasari kesepakatan 

kedua calon mempelai. Setelah dijelaskan kepada pihak keluarga Mulyadi, Klian Adat 

menemui orangtua Sri yang bernama Ketut Lanus untuk menyampaikan hal tersebut.

Mengetahui hal tersebut, Ketut Lanus melaporkan kejadian tersebut ke 

POLRES DENPASAR dengan harapan dapat mencegah dilakukannya perkawinan 

antara anaknya Sri dan Mulyadi. Akhirnya Sri dikembalikan oleh keluarga Mulyadi
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melalui POLRES DENPASAR dan Mulyadi sendiri ditahan dalam rangka pemeriksaan 

laporan orangtua Sri. Akhirnya kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar 

dan dalam putusannya, Mulyadi dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena 

terbukti melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 332 

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melarikan anak gadis yang belum

cukup umur tanpa ijin orang tuanya.

F. ANALISA KASUS PERKAWINAN N G ERO RO D YANG TIDAK M EM EN U H I 

SYARAT TERTENTU MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

1. Analisa Kasus 1

Pada kasus pertama perkawinan Ngerorod antara Nariati dengan Winarta,

menurut Hukum Adat Bali khususnya Hukum Adat Desa Panjer yang dituangkan dalam 

awig-awig Desa Adat Panjer (Lampiran ffl.2), perkawinan tersebut sudah bisa dianggap 

memenuhi syarat umum perkawinan di Desa Adat tersebut. Ketentuan yang mengatur 

tentang ketentuan umum perkawinan ada di Bab V mengenai perkawinan, pada Pasal 61, 

62 awig-awig yang bunyinya:

Sarga V
SUKERTA TATA PAWONGAN 

Palet 1 
INDIK PAWIWAHAN 

Pawos 61
(1) Pawiwahan inggih punika patemoning purusa predana, malarapan

(2 , S t a —
utawi SentanaNyeburin

(3) Pidabdab sang pacang mawiwaha patut.
a. Sampun manggeh daha teruna
b. Sangkaning pada rena (tan kapaksa)
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c. Kawisudayang prade pangambile tios agama miwah kapatiwangi
( 4 ) Pamargin pawiwahane mangda taler nganutin Undang-Undang Perkawinan 

saking sang ngawiwenang86

Pawos 62
(1) Pawiwahan sane kapatutang ring Desa Adat Panjer sekadi ring sor:

a. Pawiwahan sane m anut ring upacara agama Hindu
b. Ilikita punika kamadelang antuk kelurahan tur katumusang ring sang 

amawa rat
(2) Parabian sane tan manut kadi ring ajeng sinanggeh tan patut (tan sah)87

Ketentuan pawos 61, 62 tersebut kurang lebih memuat pengertian perkawinan 

secara umum di Desa Adat Panjer yaitu:

•  Pengertian Perkawinan sebagai pertemuan laki-laki dan perempuan sebagai 

purusa dan predana yang diikat melalui upacara adat secara sekala dan 

niskala.

• Jenis perkawinan yang diakui di Desa Adat Panjer yaitu jenis perkawinan 

Pepadikan/Ngidih, Ngerorod/Ngelayat, Nyeburin utawi Sentana Nyeburin.

•  Syarat calon mempelai seperti: sudah dewasa, sama-sama ingin 

melangsungkan pernikahan (tidak terpaksa), menikah dalam agama yang 

sama yaitu Agama Hindu.

•  Selain itu ketentuan dalam awig-awig diatas ini juga memperhatikan 

ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.

86 Awig-awig Desa Adat Panjer, Pawos 61.

87 Ibid.. Pawos 62.
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Dilihat dari syarat-syarat yang diatur dalam pawos 61, 62 diatas, perkawinan 

antara calon mempelai sudah memenuhi syarat sebagaimana perkawinan menurut 

Agama Hindu dan Undang-undang Perkawinan, seperti: adanya syarat telah melalui 

upacara Menek Kelih/Ngeraja Sewala yang mana dalam kasus pertama ini calon 

mempelai secara adat memang dianggap sudah dewasa karena sudah melalui tahap 

dewasa untuk ukuran masyarakat Adat Bali dan agama Hindu, selain itu syarat dari 

dalam satu agama yaitu agama Hindu telah dipenuhi oleh calon mempelai, yang mana 

Nariati dan Winarta memang menganut agama yang sama yaitu Agama Hindu, selain itu 

syarat menikah tanpa paksaan telah mereka penuhi karena mereka melakukan 

perkawinan Ngerorod atas kesepakatan bersama, serta syarat-syarat lainnya.

Sedangkan untuk jenis perkawinan Ngerorodnya, perkawinan antara calon 

mempelai telah memenuhi ketentuan awig-awig yang berlaku di Desa Adat Panjer 

sebagaimana diatur dalam Pawos 63 yang berbunyi.

Pawos 63
(1) Yan mapikuren majalaran antuk Ngerorod utawi ngelayat kapatutang

saking lanang:
a. Panglukuan, ngewentenang dutta majatiang ring kapatutan sang istri
b. Ngluku kamargiang sagelisnyane sasampune sang istri keni kaambil 

tur nuju kala wengi, sakirang-kirangnya 24 (pat likur) jam
c. Ngluku patut kalaksanayang antuk sakirang-kirangnya 2 (kalih) diri 

tur makta suluh pinaka cirri
d. Sajaba wenten kakewuhan panglukuan dados kamargiang majalaran 

antuk surat (sewala patra) kaater oleh Kelian Dinas sareng utusan.88

88 Ibid.. Pawos 63.
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Ketentuan pawos 63 tersebut kurang lebih memuat mengenai pelaksanaan 

Ngerorod di Desa Adat Panjer yaitu Perkawinan Ngerorod yang diakui di Desa Adat 

Panjer adalah Perkawinan Ngerorod yang dilakukan oleh pihak laki-laki, selain itu 

disebutkan bahwa setelah dilakukan pengerorodan, pihak laki-laki harus melakukan 

“Ngluku ” kepihak keluarga wanita selambat-lambatnya 1 x 24 (dua puluh empat) jam 

setelah dilakukan pengerorodan, dengan diwakili oleh minimal 2 (dua) orang dari pihak 

keluarga didampingi oleh Kelian Dinas.

Selain syarat dalam awig-awig tersebut, menurut Bendesa Adat Desa Adat 

Panjer yaitu Dr. I Nyoman Budiana, SH., Msi dalam pelaksanaan perkawinan 

Ngerorod di Desa Adat Panjer ada norma-norma umum yang harus dilaksanakan dalam 

perkawinan Ngerorod, antara lain:

• Pihak keluarga yang menerima pengerorodan, saat itu juga harus melapor 

kepada kelian adat

• Kelian Adat dengan segera akan mendatangi kedua calon mempelai di 

tempat “pengkeban" (biasanya dirumah pihak ketiga) untuk menanyakan 

kebenaran keinginan melakukan pengerorodan, sekaligus mengecek syarat- 

syarat perkawinan sesuai ketentuan di Desa itu.

•  Apabila syarat-sayarat telah dipenuhi calon mempelai akan mendapat 

persetujuan pelaksanaan pengerorodan dari Kelian Adat, dan diminta untuk 

mengisi formulir pernyataan suka sama suka yang ditandatangani oleh para 

pihak dan Kelian Adat. Sedangkan apabila tidak sesuai dengan adat maka

i

.!
i
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calon mempelai akan mendapat penolakan disertai penjelasan dari K elian 

Adat.

• Kelian Adat dengan segera kurang dari 1 x 24 (dua puluh em pat) jam  akan 

mengutus seseorang atau datang sendiri bersama dengan wakil dari p ihak  

keluarga laki-laki untuk menemui keluarga calon mem pelai perem puan 

untuk memberitahukan perihal pengerorodan anak gadis m ereka atau yang 

biasa disebut “Ngluku ” atau “M epejati”

• Apabila Ngluku ditolak oleh keluarga pihak calon m em pelai perem puan, 

maka perkawinan tetap dilakukan tanpa persetujuan keluarga m em pelai 

perempuan dan tetap sah menurut adat Desa Adat Panjer

• Apabia Ngluku diterima, maka akan diikuti dengan pelaksanaan “N getu t ” 

yaitu tindakan pihak keluarga mempelai perempuan m endatangi calon 

mempelai perempuan untuk menanyakan sekali lagi kebenaran keinginan 

anak gadisnya untuk melakukan pengerorodan. Apabila sudah m aka upacara

89perkawinan bisa dilakukan.

Dalam kasus, pihak Winarta telah melakukan pengerorodan  sesuai aturan yang 

berlaku di Desa Adat Panjer yang mana setelah dibawa lari ke B anjar K aja, D esa A dat 

Panjer, keluarga pihak laki-laki yang melakukan pengerorodan  secara langsung 

melakukan pemberitahuan kepada Kelian Adat perihal pengerorodan , kem udian  K elian 

Mono, Banjar Kaja melakukan pengecekan kerumah tem pat “m engkeb  ” untuk

89 Wawancara dengan Dr. I Nyoman Budiana, SH., Msi.
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menanyakan apakah benar pengerorodan dilakukan atas dasar keinginan sendiri tanpa 

paksaaan kepada Nariati selaku calon mempelai perempuan. Kemudian diikuti dengan 

“Ngluku” yaitu mendatangi pihak keluarga perempuan untuk memberitahukan 

pengerorodan yang dilakukan oleh perwakilan/utusan dari Banjar Kaja Panjer bersama 

wakil keluarga Winarta yang dilakukan keesokan harinya tidak lebih dari 1 x 24 (dua 

puluh empat) jam. Namun ternyata pihak keluarga mempelai perempuan tetap menolak 

menyetujui perkawinan Nariati dan Winarta Namun hal itu tidak mempengaruhi 

jalannya perkawinan, karena tanpa restu orangtua pihak Nariati, perkawinan tetap dapat 

dilaksanakan. Semua syarat telah dipenuhi secara adat sehingga perkawinan Ngerorod 

antara Winarta dan Nariati adalah sah menurut Hukum Adat di Desa Adat Panjer dan 

Agama Hindu.

Sedangkan apabila dilihat dari beberapa syarat perkawinan menurut Undang- 

undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa syarat yang telah 

terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi dalam perkawinan Ngerorod antara Nariati dan 

Winarta.

Untuk secara usia, kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan 

sebagaimana ketentuan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan yang diatur dalam 

Pasal 7 ayat(l) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah 

memenuhi aturan. Masing-masing calon mempelai sudah cukup umur untuk 

melangsungkan. Syarat usia bagi perempuan minimal 16 tahun sudah dipenuhi Nariati 

yang berusia 20 tahun, sedangkan syarat usia bagi laki-laki minimal 19 tahun sudah 

dipenuhi Winarta yang berusia 20 tahun.
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Untuk syarat adanya kesepakatan antara «alon mempelai sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 6 ayat (1) U n d a n g - u n d a n g  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

sudah dipenuhi oleh calon mempelai, yang mana kehendak perkawinan Ngerorod yang 

ingin mereka lakukan adalah mumi keinginan mereka tanpa ada paksaaan dari salah satu 

pihak ataupun pihak lain, hal ini juga terbukti dari surat pernyataan suka sama suka yang

dibuat oleh kedua calon mempelai. (Lampiran III. 1)

Untuk syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai keharusan adanya ijin 

orangtua atau wali apabila ealon mempelai belum berumur 21 tahun, diperlukan oleh 

kedua calon mempelai. Calon mempelai laki-laki Winarta sudah mendapat ijin dengan 

bersedianya pihak keluarga laki-laki melaksanakan perkawinan Ngerorod  yang 

dikehendaki anaknya, sedangkan untuk calon mempelai perempuan harus mendapatkan 

ijin dari orangtuanya. Dalam hal ini ketiadaan ijin dari orang tua Nariatilah yang 

kemudian menimbulkan masalah pada rencana perkawinan mereka. Orang tua Nariati 

merasa perkawinan anaknya tidak dapat dilaksanakan karena anaknya masih belum 

berusia 21 tahun untuk dapat melakukan perkawinan sendiri, tanpa mendapat ijin kawin

terlebih dahulu dari dirinya sebagai orangtua.

Persoalan lain yang timbul dari perkawinan Ngerorod adalah masalah syarat

formil pemberitahuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada kasus petkawinan Ngerorod sudah tentu tidak 

dapat dijalankan, karena untuk perkawinan saja calon mempelai harus melakukan secara 

sembunyi-sembunyi, jadi bagaimana mungkin bisa melakukan pemberitahuan 10 

(sepuluh) hari sebelum perkawinan ke Bendesa Adat. Oleh karenanya khusus untuk
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kasus pengerorodan ini syarat pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan 

dikesampingkan oleh Bendesa Adat sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Peikawinan 

Umat Hindu (biasa disingkat P4 Umat Hindu) dengan alasan jenis perkawinannya adalah 

pengerorodan disertai surat keterangan mengenai hal tersebut, sehingga saat proses 

pengurusan pencatatan, hal ini tidak menjadi masalah.

Yang terakhir adalah mengenai hak dari orangtua untuk melakukan pencegahan 

perkawinan sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kasus diatas, orangtua Nariati memang berhak 

mengajukan pencegahan perkawinan atas perkawinan putrinya dikarenakan alasan tidak 

adanya ijin kawin dari dirinya selaku orang tua yang merupakan syarat materiil dari 

perkawinan. Seharusnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencegahan dilakukan dengan 

mengajukan permohonan pencegahan di Pengadilan tempat akan dilangsungkannya 

perkawinan yaitu di Pengadilan Negeri Denpasar. Sedangkan dalam kasus, pencegahan 

perkawinan oleh orangtua Nariati dilakukan dengan meminta Bendesa Adat di kediaman 

pihak laki-laki untuk tidak melaksanakan perkawinan anaknya memang bisa disebut 

upaya mencegah perkawinan, namun bukanlah pencegahan yang dimaksudkan dalam 

Hukum Perkawinan.

Dalam kasus, ketiadaan ijin kawin tidak menjadi masalah, karena dalam hal ini 

jenis perkawinannya adalah Ngerorod, yang mana dengan surat keterangan dari Bendesa 

Adat yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah karena calon mempelai wanita 

dianggap sudah dewasa menurut Adat dan Agama, perkawinan tersebut dapat dicatakan. 

Hal ini memang sejalan dengan bunyi Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Eksistensi perkawinan..., Iga Sri W. Gangga DWS, FH UI, 2008



1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang syarat- 

syarat perkawinan termasuk dengan perlunya ijin kawin sebagaiman diatur dalam Pasal 

6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku sepanjang 

agama dan kepercayaan menentukan lain. Hal ini berarti selama agama dan kepercayaan 

menentukan lain, ketentuan mengenai syarat-syarat dalam Pasal 6 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikesampingkan termasuk tentang 

perlunya ijin kawin dari orangtua dan ini berlaku khusus jenis perkawinan Ngerorod.

2. Analisa Kasus 2

Pada kasus kedua perkawinan Ngerorod antara Ram dengan Nengah, menurut

Hukum Adat Bali khususnya Hukum Adat Desa Batungsel, perkawinan tersebut sudah

bisa dianggap memenuhi syarat umum perkawinan di Desa Ada, Batungsei yang

A. . Ratiinssel (Lampiran IV.4) tersebut. Ketentuan dituangkan dalam awig-awig Desa Adat B g

„«jraiuinan ada di basian D, Bab XIX tentang yang mengatur tentang ketentuan umum per

Perkawinan, Pasal 39 awig-awig yang berbunyi.

Palet XIX 
i n d i k  PAWIWAHAN 

Pawos 39
PASTIKA ALAKI RABI/P AWIWAHAN

Indik pastika alaki rabi/pawiwahan ring Desa Adat puniki kamanggehang 
daging Agama Hindu lan Undang-undang Perkawinan.
Sinalih tunggil krama kapastikayang ayah alakirabi yan sampun m anut ring 
daging Undang-undang ring ajeng saha ka-Widhi Widana manut Adat lan
Agama Hindu.
Pangesahan pawiwahan antuk upakara Widhi Widana mangda kasaksi olih 
Prajuru, turin patut tawur jinah pasaksian sang kwehnya manut para re m. 
Yening wenten i krama marabian ring anak magama tiosan ring Agama 
Hindu mangdene kapuputang upakaran ipun kadasarin antuk pasilih asih

(D

(2)

(3)

(4)
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soang-soang kula warga sane ngawakin, tur kaanutang ring Undang-undang 
Perkawinan ring ajeng.

(5) Pawiwahan tan kemanggehang sah:
a. tan nganutin Agama lan Undang-undang ring ajeng.
b. sinanggih tunggil nenten nyarengin natab upacara pasakapan.
c. Nenten wenten saksi mi wah ilikita.
d. Upacara kamargiang madasar papaksaan, kacetik (panipuan), lan 

kakeliruan (kahilapan).90

Ketentuan pawos 39 tersebut kurang lebih memuat pengertian perkawinan 

secara umum di Desa Batungsel yaitu:

• Perkawinan di Desa adat Batungsel merupakan pertemuan antara laki-laki

dan perempuan untuk membentuk keluaiga yang tetap merujuk pada agama 

Hindu dan peraturan perundangan.

• Pengesahan Perkawinan dalam upacara Widhi Widana harus disaksikan

oleh Prajuru dalam Agama yang sama yaitu Agama Hindu.

• Perkawinan tidak sah apabila:

a. Tidak sesuai dengan Agama dan Hukum yang berlaku;

b. Salah satu tahapan upacara perkawinan tidak dilakukan;
c. Tidak ada saksi Perkawinan;

d. Perkawinan dilakukan atas dasar paksaan, penipuan, dan
kekhilafan.

Dilihat dari syarat-syarat yang diatur dalam pawos 39 diatas, perkawinan antara 

calon mempelai sudah memenuhi syarat sebagaimana perkawinan menurut Agama 

Hindu dan Undang-undang Perkawinan, seperti adanya syarat telah dewasa, yang mana 

dalam kasus kedua calon mempelai secara adat memang dianggap sudah dewasa karena

90 Awig-awig Desa Adat Batungsel, Pawos 39.
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sudah melalui tahap dewasa untuk ukuran masyarakat Adat Bali dan agama Hindu, 

selain itu syarat dari dalam satu agama yaitu agama Hindu telah dipenuhi oleh calon 

mempelai, yang mana Rani dan Nengah memang menganut agama yang sama yaitu 

Agama Hindu, selain itu syarat menikah tanpa paksaan telah mereka penuhi karena 

mereka melakukan perkawinan Ngerorod atas kesepakatan bersama, serta syarat-syarat 

lainnya.

Sedangkan untuk perkawinan Ngerorodnya, perkawinan antara calon mempelai 

telah memenuhi ketentuan awig-awig yang berlaku di Desa Adat Batungsel sebagaimana 

diatur dalam Pawos 40 yang berbunyi:

Pawos 40 
n g e r o r o d /n g e r a n g k a t

(1) Krama sane nampi wong Ngerorod. patut pramangkin masadok ring

(2) f p S S e l t o T n j a r  adat patut digelis netes Ngerorod, maka 
buatang maritiksayang, manut utawi tan manut nng dresta.

(3) Bilih stmpun pamargine nepek nng dresta, sang Ngerorod m.wah sane 
namplnin polih pamikukuh pasayuban Banjar makad, prajurune.

(4) Prade pamargine tan manut ring dresta, prajurune digelis melangang, sang 
kinirakia katetehing; kawehin pasayuban ring sor jeron klihane.

(5) Kelihan banjare patut digelis ngutsahayang manut w.rang sang 
katetebasan punika, prade doh genah lmgg,hyane nng dure Banjar/Desa, 
utsahane katur ring sang rumaos (pemenntah).

(«) Sang mamiseko sesampune kaparrtetes, yanmg .pun warga banjar patut
kadanda manut pararem. , .

m  Krama sane patut katetes saha katureksa manut rmg prakert.nnyane, yan
saruron r i n g  corah/nyarengin misekayang, wenang kadanda, ageng al.t 
manut pamutus Prajuru saha katepekang ring pararem.

91 Ibid.. Pawos 40.
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Ketentuan pawos 40 tersebut kurang lebih memuat pengaturan pelaksanaan 

Ngerorod di Desa Batungsel yaitu:

• Warga yang mengetahui atau menerima akan dilakukannya pengerorodan, 

wajib dengan segera melapor kepada Klian Banjar.

• Klian Banjar dengan segera mendatangi kedua calon mempelai untuk 

menanyakan kebenaran keinginan melakukan pengerorodan, sekaligus 

mengecek syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan (dresta) di Desa itu.

• Apabila sudah sesuai dengan dresta di Desa Batungsel maka calon 

mempelai akan mendapat persetujuan pelaksanaan pengerorodan dari 

prajuru adat, sedangkan apabila tidak sesuai dengan dresta maka calon 

mempelai akan mendapat penolakan disertai penjelasan dari prajum adat 

dan kelian adat.

• Kelian banjar dengan segera akan menyelesaikan permasalahan calon 

mempelai dengan mengutus seseorang untuk menemui keluarga calon 

mempelai perempuan untuk memberitahukan perihal pengerorodan anak 

gadis mereka (nganteg).

Dalam kasus, pihak Nengah telah melakukan pengerorodan sesuai aturan yang 

berlaku di Desa Batungsel yang mana setelah dibawa lari ke Banjar Batungsel Kaja, 

keluarga pihak laki-laki yang melakukan pengerorodan secara langsung melakukan 

pemberitahuan kepada Prajuru Adat (Klian Adat/Bendea adat) perihal pengerorodan, 

kemudian prajuru Adat melakukan pengecekan kerumah tempat “mengkeb" untuk
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menanyakan apakah benar pengerorodan dilakukan atas dasar keinginan sendiri tanpa 

paksaaan kepada Rani selaku calon mempelai perempuan. Kemudian diikuti dengan 

“Nganteg” yaitu mendatangi pihak keluarga perempuan untuk memberitahukan 

pengerorodan. Semua syarat telah dipenuhi secara adat, dan sebagaimana menurut 

Bendesa Adat Batungsei, perkawinan Ngerorod antara Rani dengan Nengah adalah sah

menurut Hukum Adat di Desa Batungsei dan agama Hindu.

Sedangkan apabila dilihat dari beberapa syarat perkawinan menurut Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa syarat yang telah 

terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi dalam perkawinan Ngerorod antara antara Rani

dengan Nengah.

Untuk secara usia, kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan 

sebagaimana ketentuan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan yang diatur dalam 

Pasal 7 ayat(l) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah 

memenuhi aturan. Masing-masing calon mempelai sudah cukup um ur untuk 

melangsungkan. Syarat usia bagi perempuan minimal 16 tahun sudah dipenuhi Rani 

yang berusia 19 tahun, sedangkan syarat usia bagi laki-laki minimal 19 tahun sudah

dipenuhi Nengah yang berusia 22 tahun.

Untuk syarat adanya kesepakatan antara calon mempelai sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, sudah dipenuhi oleh calon mempelai, yang mana kehendak perkawinan 

Ngerorod yang ingin mereka lakukan adalah mumi keinginan mereka tanpa ada 

paksaaan dari salah satu pihak ataupun pihak lain.
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Untuk syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai keharusan adanya ijin 

orangtua atau wali apabila calon mempelai belum berumur 21 tahun, tidak diperlukan 

oleh calon mempelai laki-laki Nengah karena ia sudah berusia lebih dari 21 tahun, 

sedangkan untuk calon mempelai perempuan yang masih berusia dibawah 21 tahun yaitu

19 tahun, harus mendapatkan ijin dari orangtuanya. Dalam hal ini ketiadaan ijin dari 

orang tua Ranilah yang kemudian menimbulkan masalah pada rencana perkawinan 

mereka. Orang tua Rani yaitu I Gede Ketut Ranayana merasa perkawinan anaknya tidak 

dapat dilaksanakan karena anaknya masih belum berusia 21 tahun untuk dapat 

melakukan perkawinan sendiri, tanpa mendapat ijin kawin terlebih dahulu dari dirinya 

sebagai orangtua.

Persoalan lain yang timbul dari perkawinan Ngerorod adalah masalah syarat 

formil pemberitahuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada kasus perkawinan Ngerorod sudah tentu tidak 

dapat dijalankan, karena untuk perkawinan saja calon mempelai harus melakukan secara 

sembunyi-sembunyi, jadi bagaimana mungkin bisa melakukan pemberitahuan 10 

(sepuluh) hari sebelum perkawinan ke Bendesa Adat. Oleh karenanya khusus untuk 

kasus pengerorodan ini syarat pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan 

dikesampingkan oleh Bendesa Adat sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan 

Umat Hindu (biasa disingkat P4 Umat Hindu) dengan alasan jenis perkawinannya adalah 

pengerorodan disertai Surat Keterangan mengenai hal tersebut, sehingga saat proses 

pengurusan pencatatan, hal ini tidak menjadi masalah.

Eksistensi perkawinan..., Iga Sri W. Gangga DWS, FH UI, 2008



Yang terakhir adalah mengenai hak dari orangtua untuk m elakukan pencegahan 

perkawinan sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) U ndang-undang N om or

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kasus diatas, I Gede K etut R anayana m em ang 

berhak mengajukan pencegahan perkawinan atas perkawinan putrinya d ikarenakan  

alasan tidak adanya ijin kawin dari dirinya selaku orang tua yang m erupakan syarat 

materiil dari perkawinan. Seharusnya, sebagaimana yang diatur dalam  Pasal 17 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencegahan d ilakukan 

dengan mengajukan permohonan pencegahan di Pengadilan tem pat akan 

dilangsungkannya perkawinan yaitu di Pengadilan Negeri Tabanan. N am un dalam  

kasus, pencegahan perkawinan oleh I Gede Ketut Ranayana dilakukan dengan 

melaporkan calon menantunya kepihak yang berwajib (polisi) atas tuduhan m elarikan  

anak gadis dibawah umur, bukanlah pencegahan perkawinan yang dim aksudkan dalam  

Hukum Perkawinan namun laporan pengaduan umumnya. (Lam piran \V .\)

Berkaitan dengan pencabutan pengaduan dari kantor polisi oleh I G ede K etut 

\)ukan]ah pencabutan pencegahan sebagaimana yang dim aksud dalam  Pasal 

18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nam un m erupakan 

tindakan menarik laporan (Lampiran IV.3) umumnya di kantor polisi, karena seharusnya 

pencabutan pencegahan hanya dapat diajukan melalui Pengadilan N egeri atau m elalui 

akta otentik notaris yang diikuti dengan pelaporan ke Pengadilan. Hal ini m ungkin  

dikarenakan kurang pahamnya I Gede Ketut Ranayana mengenai apa yang d im aksud  

dengan pencegahan perkawinan atau ketidaktahuan adanya cara hukum  pencegahan  

perkawinan melalui putusan pengadilan.
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Dalam kasus kedua ini akhirnya orangtua Rani menyetujui perkawinan yang 

telah dilakukan oleh anaknya dengan mencabut pengaduan atas menantunya kepada 

pihak yang berwajib. Selain itu, Nengah dan Rani dapat mendaftarkan perkawinannya 

dengan mudah tanpa kendala, karena sudah adanya ijin kawin dari orangtua Rani.

3. Analisa Kasus 3

Pada kasus ketiga perkawinan Ngerorod antara Anjani dengan Sarmana, 

menurut Hukum Adat Bali khususnya Hukum Adat Desa Tanah Embut, perkawinan 

tersebut sudah bisa dianggap memenuhi syarat umum perkawinan di Desa Adat tersebut 

sebagaimana yang dituangkan dalam awig-av/ig Desa Adat Tanah Embut (Lampiran V). 

Ketentuan yang mengatur tentang ketentuan umum perkawinan ada di Bab V, Palet 1 

tentang Perkawinan, Pasal 51 awig-awig yang menyebutkan:

Palet 1 
INDIK PAWIWAHAN 

Pawos 51

(1) Pawiwahan inggih punika patemoning purusa predana, malrapan 
panunggalan suka cita kadulurin upasaksi sakala niskala.

(2) Palaksana pawiawahan luire Pepadikan, Ngerorod/Ngerangkat,
Nyeburin/Nyentana.

(3) Pidabdab sang pacang mawiwaha patut:
a. Sampun manggeh daha teruna.
b. Sangkaning pada rena (tan kapaksa).
c. Manut kecaping agama (tan gamia gamana).
d. Kawisudayang (sudi Wadani) prade pangambile tios agama miwah 

kapatiwangi.
(4) Pamargin pawiwahane mangda taler nganutin Undang-Undang Perkawinan 

saking sang ngawewenang.

92 Awig-awig Desa Adat Tanah Embut, Pawos 51.
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Ketentuan pawos 51 tersebut kurang lebih memuat pengertian perkawinan 

secara umum di Desa Adat Tanah Embut seperti:

• Pengertian perkawinan yaitu pertemuan laki-laki dan perempuan sebagai 

purusa dan predana yang diikat melalui upacara adat secara sekala  dan 

niskala.

• Jenis perkawinan yang diakui di Desa Adat Tanah Embut yaitu jenis 

perkawinan Pepadikan, Ngerorod/Ngerangkat dan Nyeburin.

• Syarat calon mempelai seperti sudah dewasa, sama-sama ingin 

melangsungkan pernikahan (tidak terpaksa), jenis perkawinan tidak 

dilarang agama dan harus menikah dalam agama yang sama yaitu Agama 

Hindu.

Dilihat dari syarat-syarat yang diatur dalam pawos 51 diatas, perkawinan antara 

calon mempelai sudah memenuhi syarat sebagaimana perkawinan menurut Agama 

Hindu dan Undang-undang Perkawinan, seperti adanya syarat telah dewasa yang mana 

dalam kasus kedua calon mempelai secara adat memang dianggap sudah dewasa karena 

sudah melalui tahap dewasa untuk ukuran masyarakat Adat Bali dan agama Hindu, 

selain itu syarat dari dalam satu agama yaitu agama Hindu telah dipenuhi oleh calon 

mempelai, yang mana Anjani dan Sarmana memang menganut agama yang sam a yaitu 

Agama Hindu, selain itu syarat menikah tanpa paksaan telah mereka penuhi karena 

mereka melakukan perkawinan Ngerorod atas kesepakatan bersama, serta syarat-syarat 

lainnya.
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Sedangkan untuk pelaksanaan peikawinan Ngerorodnya, awig-awig Desa Adat 

Tanah Embut tidak terlalu rinci mengaturnya. Namun perkawinan antara calon 

mempelai telah memenuhi ketentuan awig-awig yang berlaku di Desa Adat Tanah 

Embut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (c) yang berbunyi:

Pawos 53
Tata caraning perabian patut sekadi ring sor:
c. Prade Ngerorod utawi merangkat patut:

1. Reraman lanange ngewentenang pamilaku antuk duta sakirangnya 2 
(kalih) diri

2. Pagenahan antene tan kengin ring pakuron sang lanang sedereng 
mabyakala93

Ketentuan Pasal 53 tersebut kurang lebih memuat mengenai pelaksanaan 

Ngerorod di Desa Adat Tanah Embut yaitu setelah dilakukan pegrorodan, pihak laki-laki 

harus melakukan “Ngluku ” kepihak keluarga perempuan, dengan diwakili oleh minimal

2 (dua) orang.

Selain syarat dalam awig-awig tersebut, menurut Pemangku94 Adat di Desa 

Adat Tanah Embut, dalam pelaksanaan perkawinan Ngerorod berlaku juga norma- 

norma umum perkawinan pengerorodan seperti:

•  Pengerorodan dialakukan oleh pihak laki-laki dengan membawa

mempelai perempuan ketempat pengkeban yang biasanya ada dikediaman 

pihak ketiga.

93 Ibid.. Pawos 53.

Pemangku adalah pendeta/orang suci menurut agama Hindu yang biasa memimpin upacara 
agama Hindu. v v
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Bagi Pihak keluarga yang menerima pengerorodan, saat itu juga harus 

melapor kepada kelian adat perihal Pengerorodan.

Kelian Adat dengan segera akan mendatangi kedua calon mempelai di 

tempat “pengkeban" untuk menanyakan kebenaran keinginan melakukan 

pengerorodan, sekaligus mengecek syarat-syarat perkawinan sesuai 

ketentuan di Desa itu.

Apabila syarat-syarat telah dipenuhi calon mempelai akan mendapat 

persetujuan pelaksanaan pengerorodan dari Kelian Adat. Sedangkan 

apabila tidak sesuai dengan adat maka calon mempelai akan mendapat 

penolakan disertai penjelasan dari Kelian Adat.

Kelian Adat dengan segera akan mengutus seseorang atau datang sendiri 

untuk menemui keluarga calon mempelai perempuan untuk 

memberitahukan perihal pengerorodan anak gadis mereka atau yang 

biasa disebut "Ngluku ”

Apabia Ngluku diterima, maka akan diikuti dengan pelaksanaan “N getu t” 

yaitu tindakan pihak keluarga mempelai perempuan mendatangi calon 

mempelai perempuan untuk menanyakan sekali lagi kebenaran keinginan 

anak gadisnya untuk melakukan pengerorodan. Apabila sudah maka 

upacara perkawinan bisa dilakukan.

Setelah itu pihak keluarga laki-laki akan memberitahukan tentang 

upacara perkawinan yang akan dilangsungkan pada pihak keluarga 

wanita. Tindakan tersebut disebut dengan “Masuwake
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• Jika pihak keluarga wanita tidak keberatan, maka pihak keluarga wanita 

akan datang kekediaman keluarga laki-laki dan mengutarakan persetujuan 

pihak keluarga wanita atas perkawinan tersebut.

• Banjar di kediaman laki-laki setelah menerima pernyataan kehendak dari 

pihak keluarga wanita akan mengumumkan perihal rencana perkawinan 

antara kedua calon mempelai.

• Terakhir adalah upacara “Mejauman” dimana dilakukan upacara 

perkawinan sampai selesai dilakukan upacara “Mebyakaon ” dan 

“Mepejati” kedua mempelai sah sebagai suami istri.95

Dalam kasus, pihak Sarmana telah melakukan pengerorodan sesuai aturan yang 

berlaku di Desa Adat Tanah Embut yang mana setelah dibawa lari ke Banjar Sakra 

Kangin, Desa Tanah Embut, keluarga pihak laki-laki yang melakukan pengerorodan 

secara langsung melakukan pemberitahuan kepada Kelian Adat perihal pengerorodan, 

kemudian Kelian Adat melakukan pengecekan kerumah tempat “mengkeb” untuk 

menanyakan apakah benar pengerorodan dilakukan atas dasar keinginan sendiri tanpa 

paksaaan kepada Anjani selaku calon mempelai perempuan. Kemudian diikuti dengan 

"Ngluku" yaitu mendatangi pihak keluarga perempuan untuk memberitahukan 

pengerorodan yang dilakukan oleh perwakilan/utusan dari Banjar Sakra Kangin, Desa 

Tanah Embut bersama wakil keluarga Sarmana. Namun temyata pihak keluarga 

mempelai perempuan tetap menolak menyetujui perkawinan Anjani dan Sarmana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemangku Ketut Suarjana, Pemangku di Desa Tanah 
Embut, pada tanggal 10 Januari 2008.
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Namun hal itu tidak mempengaruhi jalannya perkawinan, karena tanpa restu orangtua 

pihak Anjani, perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Perihal status Sarmana yang belum 

bercerai tidak ada yang mempermasalahkan, karena semua krama Desa Adat Tanah 

Embut mengetahui bahwa antara Sarmana dan istri pertamanya telah berpisah. Semua 

syarat telah dipenuhi secara adat, sehingga perkawinan Ngerorod antara Sarmana dan 

Anjani dianggap sah menurut Hukum Adat di Desa Adat Tanah Embut dan agama 

Hindu.

Sedangkan apabila dilihat dari beberapa syarat perkawinan menurut Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa syarat yang telah 

terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi dalam perkawinan Ngerorod  antara antara 

Anjani dan Sarmana.

Untuk secara usia, kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan 

sebagaimana ketentuan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan yang diatur dalam 

Pasal 7 ayat(l) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah 

memenuhi aturan. Masing-masing calon mempelai sudah cukup um ur untuk 

melangsungkan. Syarat usia bagi perempuan minimal 16 tahun sudah dipenuhi Anjani 

yang berusia 20 tahun, sedangkan syarat usia bagi laki-laki minimal 19 tahun sudah 

dipenuhi Sarmana yang berusia 37 tahun.

Untuk syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai keharusan adanya ijin 

orangtua atau wali apabila calon mempelai belum berumur 21 tahun, tidak diperlukan 

oleh calon mempelai laki-laki Sarmana karena ia sudah berusia lebih dari 21 tahun, 

sedangkan untuk calon mempelai perempuan yang masih berusia dibawah 21 tahun yaitu
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20 tahun, harus mendapatkan ijin dari orangtuanya. Dalam hal ini ketiadaan ijin dari 

orang tua Anjanilah yang kemudian menimbulkan masalah pada rencana peikawinan 

mereka. Orang tua Anjani merasa perkawinan anaknya tidak dapat dilaksanakan karena 

anaknya masih belum berusia 21 tahun untuk dapat melakukan perkawinan sendiri, 

tanpa mendapat ijin kawin terlebih dahulu dari dirinya sebagai orangtua.

Untuk syarat adanya kesepakatan antara calon mempelai sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, sudah dipenuhi oleh calon mempelai, yang mana kehendak perkawinan 

Ngerorod yang ingin mereka lakukan adalah mumi keinginan mereka tanpa ada 

paksaaan dari salah satu pihak ataupun pihak lain.

Persoalan lain yang timbul dari perkawinan Ngerorod adalah masalah syarat 

formil pemberitahuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada kasus perkawinan Ngerorod sudah tentu tidak 

dapat dijalankan, karena untuk perkawinan saja calon mempelai harus melakukan secara 

sembunyi-sembunyi, jadi bagaimana mungkin bisa melakukan pemberitahuan 10 

(sepuluh) hari sebelum perkawinan ke Bendesa Adat. Oleh karenanya khusus untuk 

kasus pengerorodan ini syarat pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan 

dikesampingkan oleh Bendesa Adat sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan 

Umat Hindu (biasa disingkat P4 Umat Hindu) dengan alasan jenis perkawinannya adalah 

pengerorodan.

Mengenai hak dari orangtua untuk melakukan pencegahan perkawinan 

sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Dalam kasus diatas, orangtua Anjani memang berhak
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mengajukan pencegahan perkawinan atas perkawinan putrinya dikarenakan alasan 

anaknya masih membutuhkan ijinnya untuk menikah serta karena calon suami yang 

dipilih anaknya diketahui belum bercerai. Seharusnya, sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

pencegahan dilakukan dengan mengajukan permohonan pencegahan di Pengadilan 

tempat akan dilangsungkannya perkawinan yaitu di Pengadilan Negeri Bangli. Namun 

dalam kasus, pencegahan perkawinan oleh orangtua Anjani dilakukan dengan meminta 

Bendesa Adat di kediaman pihak laki-laki untuk tidak melaksanakan perkawinan 

anaknya. Hal tersebut memang bisa disebut pencegahan perkawinan, namun bukanlah 

pencegahan yang dimaksudkan dalam Hukum Perkawinan.

Selain itu secara hukum, perkawinan antara Sarmana dan istri pertamanya 

belum pemah berakhir, walaupun mereka sudah hidup terpisah, bukan berarti 

perkawinan mereka berakhir, karena sebagaimana Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya 

perkawinan hanyalah hal-hal yang ditentukan dalam Pasal ini:

BAB Vffl
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38
Peikawinan dapat putus karena:
a. Kematian;
b. perceraian dan;
c. atas keputusan Pengadilan.96

96 Undang-undang Perkawinan, Op.cit., Pasal 38.
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Dalam kasus sudah jelas antara Sarmana dan istri pertamanya memang belum pernah 

dilakukan perceraian baik secara hukum atau agama, secara hukum seharusnya 

perceraian antara mereka diurus terlebih dahulu sampai dengan mendapatkan akta 

perceraian, yang mengenai tata caranya diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana harus diajukan melalui pengadilan.

Begitu juga dengan awig-awig pada Desa Adat Tanah Embut yang mengatur 

mengenai berakhirnya perkawinan yaitu:

Palet 2 
Indik Panyapian 

Pawos 54
(1) Pawiwahan praside kawusang malarapan antuk palas perabian utawi

kapademan.
(2) Wusan mapikuren riantukan sinalih tungil seda mapiteges balu, mekadi balu 

lanang utawi istri.
(3) Palas parabian, inggih utawi sangkaning mawiwit wicara.
(4) Sang ayat palasa merabian patut atur supeksa pailikitan riyin ring sang

rumawos (Pengadilan Negeri) wastu tinas apadang pamutuse kabawos 
nyapian wawu prajuru nyiarang kewentenannya ring desa saha keni 
pamidanda manut pararem.

Ketentuan pawos 54 tersebut kurang lebih memuat pengertian perpisahan perkawinan di 

Desa Adat Tanah Embut yaitu: ketentuan bagaimana apabila teijadi perceraian, 

kewajiban pihak yang ingin bercerai dengan melakukan pengurusan ke pihak yang 

berwenang (Pengadilan Negeri), dan dilanjutkan dengan pemberitahuan ke Prajuru Adat 

di Desa untuk dilakukan upacara mepamit”9® dan pengumuman tentang perceraian

97 Awig-awig Desa Adat Tanah Embut, Qp.cit Pawos 51.

Upacara mepamit adalah rangkaian upacara dalam rangka perceraian yang dilakukan oleh 
kedua mempelai yang menandai keluarnya pihak wanita sebagai predana dari keluarga laki-laki sebagai 
tanda berakhirnya perkawinan antara mereka.
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pasangan yang bersangkutan sampai dengan pembayaran kewajiban denda pada Desa 

Adat.

Berkaitan dengan hal tesebut, akhirnya permohonan pendaftaran perkawinan 

untuk perkawinan Ngerorod antara Sarmana dan Anjani ditolak dengan alasan belum 

adanya perceraian dengan istri pertama yang masih hidup. Untuk mengatasi hal tesebut, 

akhirnya Sarmana dan Anjani menunda pendaftaran perkawinan mereka dan Sarmana 

bersama istri pertamanya mengurus perceraian mereka sampai dengan urusan agama dan 

adat, sampai akhirnya Sarmana dan Anjani dapat mendaftarkan perkawinan mereka dan 

mendapat akta perkawinan.

4. Analisa Kasus 4

Pada kasus keempat perkawinan Ngerorod antara Sri dengan seorang laki-laki 

yang bemama Mulyadi, menurut Hukum Adat Bali khususnya Hukum Adat Desa 

Panjer, perkawinan Ngerorod tersebut belum bisa dianggap memenuhi syarat dan tdak 

dapat dilaksanakan, karena dalam awig-awig Desa Adat Panjer terdapat ketentuan yang 

mengatur tentang ketentuan umum pericawinan ada di Bab V, bagian I mengenai 

perkawinan, pada Pasal 61,62 awig-awig yang bunyinya:

Sarga V
SUKERTA TATA PAWONGAN 

Palet 1 
INDIK PAWIWAHAN 

Pawos 61
(1) Pawiwahan inggih punika patemoning purusa predana, malrapan 

panunggalan suka cita kadulurin upasaksi sakala niskala.
(2) Palaksana pawiawahan luire Pepadikan/Ngidih, Ngerorod/Nge layat, 

Nyeburin utawi Nyentana.
(3) Pidabdab sang pacang mawiwaha patut:
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a. S ampun manggeh daha teruna
b. Sangkaning pada rena (tan kapaksa)
c. Kawisudayang prade pangambile tios agama miwah kapatiwangi

(4) Pamargin pawiwahane mangda taler nganutin Undang-Undang Perkawinan 
saking sang ngawiwenang99

Pawos 62
(1) Pawiwahan sane kapatutang ring Desa Adat Panjer sekadi ring sor:

a. Pawiwahan sane m anut ring upacara agama Hindu
b. Ilikita punika kamadelang antuk kelurahan tur katumusang ring sang 

amawa rat
(2) Parabian sane tan manut kadi ring ajeng sinanggeh tan patut (tan sah)100

Ketentuan pawos 61, 62 tersebut kurang lebih memuat pengertian perkawinan 

secara umum di Desa Adat Panjer yaitu:

• Pengertian perkawinan adalah pertemuan laki-laki dan perempuan sebagai 

purusa dan predana yang diikat melalui upacara adat secara sekala dan 

niskala.

• Jenis perkawinan yang diakui di Desa Adat Panjer yaitu jenis perkawinan 

Pepadikan, Ngerorod, dan Nyeburin.

• Syarat calon mempelai seperti: sudah dewasa, sama-sama ingin 

melangsungkan pernikahan (tidak terpaksa), dan harus menikah dalam 

agama yang sama yaitu Agama Hindu.

• Selain itu ketentuan dalam awig-awig diatas ini juga memperhatikan 

ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.

99 Awig-awig Desa Adat Panjer, Op.cit.. Pawos 61.

100 Awig-awig Desa Adat Panjer, Op.cit.. Pawos 62.
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Perkawinan Ngerorod antara Sri dengan Mulyadi seperti adanya kesepakatan 

antara calon mempelai untuk menikah karena cinta sama cinta memang terpenuhi, 

sedangkan syarat telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan untuk Sri yang 

masih benisia 15 tahun karena sudah menek kelih, maka sudah dapat dianggap dewasa 

(daha) telah memenuhi ketentuan awig-awig pawos 61 (3) namun harus diperhatikan 

juga ketentuan Pasal 61 (4) yang menyebutkan harus tetap memperhatikan ketentuan 

dalam Undang-undang Perkawinan, jadi walaupun secara fisik sudah dewasa, namun 

harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang mana umur Sri memang 

belum cukup untuk melangsungkan perkawinan sehingga memerlukan dispensasi untuk 

melangsungkan perkawinan.

Masalah agama yang berbeda, kedua belah pihak memang bersepakat mau 

menikah menurut agama Hindu atau Islam ataupun tetap menganut agama masing- 

masing asalkan disetujui perkawinannya. Jadi menurut adat yang berlaku di Desa Adat 

Panjer, perkawinan Ngerorod yang dikehendaki oleh Sri dengan Mulyadi tidak dapat 

dilakukan menurut ketentuan Desa Adat Panjer. Selain karena masalah usia, masalah 

perbedaan agama, dikarenakan juga mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan 

Ngerorod di Desa Adat Panjer. Sebab perkawinan Ngerorod yang diatur di awig-awig 

Desa Adat Panjer adalah apabila pihak laki-laki (/anang) yang melakukan pengerorodart 

dengan melarikan anak gadis pihak dari daerah yang sama atau daerah lain, sedangkan 

dalam kasus yang melakukan pengerorodart dari pihak laki-laki bukanlah dari Desa 

Adat Panjer. Apabila perkawinan dilakukan secara Hindu, maka perkawinan harus 

dilakukan dalam lingkungan keluarga pihak perempuan yaitu di Desa Adat Panjer, 

namun pada kenyataan yang dibawa lari adalah pihak perempuan, sehingga tindakan
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pengerorodan tersebut tidak dapat dilakukan menurut ketentuan Desa Adat Panjer 

karena memang tidak ada pengaturan tentang pengerorodan yang dilakukan oleh pihak 

wanita, sebab dalam awig-awig Desa Adat Panjer pawos 63, pengerorodan yang diakui 

adalah pengerorodan yang dilakukan oleh laki-laki di Desa Adat Panjer.

Sedangkan kalau pihak wanita yang masuk agama Islam sebagaimana calon 

mempelai laki-laki yang beragama Islam, walaupun cara perkawinan yang mereka 

lakukan adalah perkawinan Ngerorod, calon mempelai laki-laki yaitu Mulyadi, tidak 

dapat dikenakan ketentuan-ketentuan perkawinan Ngerorod yang berlaku di Adat Bali, 

karena dalam Hukum Islam, tidak dikenal adanya bentuk perkawinan Ngerorod. Sebab 

menurut Hukum Islam, Perkawinan adalah:

Akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. 
Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab 
(serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan 2 
orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikan maka perkawinan tidak 
sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang 
diriwayatkan Ahmat yang menyatakan, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 
dua saksi yang adil”101

Apabila mereka memilih melakukan perkawinan tanpa merubah masing-masing 

agama yaitu pihak mempelai laki-laki tetap memeluk agama Islam dan pihak mempelai 

wanita tetap memeluk agama Hindu, hal tersebut tentu tidak dapat diterima oleh 

masing-masing agama, baik agama Hindu, dan agama Islam, karena perkawinan mereka 

menjadi dianggap tidak sah menurut agama.

101 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990),
hal. 11.
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apabila dilihat dari beberapa syarat perkawinan menurut Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa syarat yang telah 

terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi dalam perkawinan Ngerorod antara antara Sri

dengan Mulyadi.

Untuk syarat adanya kesepakatan antara calon mempelai sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

sudah dipenuhi oleh calon mempelai, yang mana kehendak perkawinan Ngerorod yang 

Ingin mereka lakukan adalah mumi keinginan mereka tanpa ada paksaaan dari salah satu

pihak ataupun pihak lain.

Untuk syarat agama, apabila mereka bersepakat menikah dengan dengan tetap

memeluk agama masing-masing maka perkawinan mereka bisa dianggap tidak sah,

karena perkawinan yang diakui dan dianggap sah menurut Hukum Perkawinan di

Indonesia adalah perkawinan dalam satu agama.

Untuk syarat usia, calon mempelai laki-laki sebagaimana ketentuan umur untuk

dapat melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat ( l )  Undang undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah memenuhi aturan. Sedangkan syarat 

usia bagi perempuan minimal 16 tahun belum terpenuhi, karena Sri masih berusia 15 

tahun.

Untuk syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang 

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai keharusan adanya ijin 

orangtua atau wali apabila calon mempelai belum berumur 21 tahun, tidak diperlukan 

oleh calon mempelai laki-laki Mulyadi karena ia sudah berusia lebih dari 21 tahun, 

sedangkan untuk calon mempelai perempuan yang masih berusia dibawah 21 tahun yaitu
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15 tahun, untuk menikah saja harus mendapat dispensasi dari Pengadilan atau pejabat 

lain yang ditunjuk, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam kasus ini, ketiadaan ijin dari orang tua dan usia Srilah yang kemudian 

menimbulkan masalah pada rencana perkawinan mereka. Orang tua Sri yaitu Ketut 

Lanus merasa perkawinan anaknya tidak dapat dilaksanakan karena anaknya masih 

belum berusia 21 tahun untuk dapat melakukan perkawinan sendiri, tanpa mendapat ijin 

kawin terlebih dahulu dari dirinya sebagai orangtua.

Yang terakhir adalah mengenai hak dari orangtua untuk melakukan pencegahan 

perkawinan sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kasus diatas, I Ketut Lanus memang berhak 

mengajukan pencegahan perkawinan atas perkawinan putrinya dikarenakan alasan tidak 

adanya ijin kawin dari dirinya selaku orang tua yang merupakan syarat materiil dari 

perkawinan.

Seharusnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencegahan dilakukan dengan mengajukan 

permohonan pencegahan di Pengadilan tempat akan dilangsungkannya perkawinan yaitu 

di Pengadilan Negeri Denpasar. Namun dalam kasus, pencegahan perkawinan oleh 

Ketut Lanus dilakukan dengan melaporkan calon menantunya kepihak yang berwajib 

(polisi) atas tuduhan melarikan anak gadis dibawah umur, bukanlah pencegahan 

perkawinan yang dimaksudkan dalam Hukum Perkawinan.

Dikarenakan tidak adanya pencabutan pengaduan pada pihak yang berwajib, 

akhirnya kasus Mulyadi dilimpahkan ke kejaksaan dan dilanjutkan ke persidangan di
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Pengadilan Negeri Denpasar, dengan putusan bersalah melakukan kejahatan yang 

dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP yaitu melarikan anak perempuan yang belum 

cukup umur tanpa ijin orangtuanya dengan hukuman pidana penjara.102 (Lampiran VI.3)

5. Analisa Kasus Secara Umum

Dari empat kasus diatas perkawinan-perkawinan Ngerorod yang dilakukan 

dengan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dapat berakibat 

berbagai macam hal. Dalam kasus pertama dan kedua, walaupun pekawinan Ngerorod  

dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu tidak adanya 

ijin kawin dari orangtua calon mempelai perempuan yang masih berumur dibawah 21 

tahun, perkawinan Ngerorod pada kasus pertama dan kedua dianggap sah menurut 

Hukum Adat Bali dan Agama Hindu.

Perbedaannya dapat kita lihat yang mana pada kasus pertam a, orangtua dari 

pihak perempuan sampai dengan saat terakhir tetap tidak memberikan persetujuan atas 

perkawinan anaknya, berbeda dengan kasus kedua yang mana akhirnya orangtua dari 

mempelai perempuan akhirnya menyetujui perkawinan anaknya. Hal ini memberikan 

pengaruh pada saat pencatatan/pendaftaran perkawinan.

Pada kasus pertama, awalnya mempelai mendapat ganjalan karena ketiadaan 

ijin kawin atas anak perempuan yang masih dibawah umur dari orangtuanya, sehingga 

tidak dapat mencatatkan perkawinan mereka. Akhirnya berdasarkan ketentuan dari Pasal 

6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan

102 Putusan Pengadilan Negeri nomor 207/ Pid.B/1997/PN.DPS.
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bahwa ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan termasuk dengan perlunya 

ijin kawin berlaku sepanjang agama dan kepercayaan menentukan lain, maka 

perkawinan antara para pihak yang dilakukan dengan cara Ngeroroid dapat dicatatkan. 

Ketentuan tersebut berarti selama agama dan kepercayaan menentukan lain, ketentuan 

mengenai syarat-syarat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dapat dikesampingkan termasuk tentang perlunya ijin kawin dari orangtua. 

Dalam hal ini Agama Hindu dan Hukum Adat memang mengakui keberadaan 

Perkawinan Adat Ngerorod sehingga untuk syarat usia yang mensyaratkan seseorang 

untuk menikah harus telah dewasa, telah dipenuhi oleh calon mempelai perempuan. 

Disini kemudian Bendesa Adat memberikan surat keterangan mengenai ketiadaan ijin 

kawin karena jenis perkawinan yang digunakan adalah perkawinan Ngerorod. 

Berdasarkan hal tersebut, pada kasus pertama, perkawinan tetap dapat dicatatkan dan 

menjadi sah baik menurut Hukum Adat, Agama Hindu ataupun menurut Hukum 

Perkawinan Nasional.

Pada kasus kedua, awalnya mempelai mendapat ganjalan karena ketiadaan ijin 

kawin atas anak perempuan yang masih dibawah umur dari orangtuanya, sehingga tidak 

dapat mencatatkan perkawinan mereka. Namun kemudian karena orangtua mempelai 

perempuan yang dibawah umur akhirnya memberi ijin, maka pencatatan perkawinan 

dapat dilangsungkan tanpa kendala.

Dari kasus pertama dan kedua dapat dilihat bahwa suatu perkawinan dalam 

bentuk Ngerorod, apabila syarat-syarat umum perkawinan dalam Hukum Adat dan 

Agama Hindu telah terpenuhi, perkawinan dianggap sah menurut Hukum Adat dan 

Agama Hindu. Disini dapat diketahui, bahwa khusus untuk perkawinan Ngerorod, ada
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atau tidaknya restu dari orangtua, tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu 

perkawinan. Hal itu disebabkan masalah utama dari dipilihnya perkawinan Ngerorod 

adalah dikarenakan tidak ada ijin dari orangtua atau keluarga. Jadi apabila hal tersebut 

dihadapkan dengan Hukum Perkawinan Nasional yang mensyaratkan ijin orangtua untuk 

pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, sudah tentu perkawinan Ngerorod 

tidak dapat berjalan. Menumt Dr. I  Nyoman Budiana, SH., Msi, hal tersebut 

dikarenakan, bentuk perkawinan Ngerorod merupakan salah satu bentuk perkawinan 

untuk menghormati kehendak dari pihak-pihak yang sudah dewasa untuk dapat 

melangsungkan perkawinan, walaupun tanpa restu keluarga. Jenis perkawinan ini 

memang ada dan diakui asalkan memenuhi syarat-syarat umum dari pengerorodan .l03

Tidak terpenuhinya syarat menurut Hukum Perkawinan ini memang dapat 

mempengaruhi keabsahan perkawinan, terutama dalam rangka pendaftaran perkawinan 

di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan Akta Perkawinan, sebab apabila para pihak 

(mempelai) mencoba mendaftarkan perkawinan sebelum bisa memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan oleh peraturan, kantor Catatan Sipil sudah pasti akan menolak 

pencatatan perkawinan, hal tersebut dikarenakan, pihak Catatan Sipil pasti akan melihat 

dan meneliti dokumen-dokumen terkait seperti usia calon mempelai perempuan dan juga 

ketiadaan ijin kawin dari orang tua.

Pada kasus ketiga, menurut Agama dan Hukum Adat, perkawinan calon 

mempelai sudah dianggap memenuhi syarat-syarat umum perkawinan Ngerorod  dan 

dianggap sah. Kendala timbul saat dilakukannya pencatatan perkawinan yang mana

103 Wawancara dengan Dr. I Nyoman Budiana, SH., Msi., Op.cit.
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diketahui ternyata pihak laki-laki belum bercerai dengan istri pertamanya sehingga 

m enjadi kendala dalam pencatatan perkawinan. Seperti yang diketahui, berdasar Pasal 

38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan 

dianggap putus apabila ada kematian, perceraian atau ada putusan pengadilan. Dalam 

kasus walaupun mempelai laki-laki dan istri pertamanya hidup terpisah, mereka belum 

dianggap bercerai. Alasan lain ditolaknya pencatatan perkawinan karena Hukum 

Perkawinan di Indonesia berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menganut asas monogomi sehingga tidak memungkinkan 

seserorang dalam waktu yang sama memiliki 2 (dua) istri diluar pengecualian yang 

diberikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akhirnya untuk 

mengatasi masalah ini, pihak mempelai laki-laki mengurus perceraiannya terlebih 

dahulu dan kemudian baru bisa mendaftarkan perkawinannya.

Pada kasus keem pat dapat dilihat bahwa perkawinan Ngerorod yang dianggap 

tidak memenuhi  ketentuan Hukum Adat, Agama Hindu dan Hukum Perkawinan dapat 

berakibat tidak dapat dilaksanakannya suatu perkawinan. Kasus tersebut menunjukkan 

bahw a perkawinan Ngerorod yang dikenal pada masyarakat Bali haruslah sesuai dengan 

aturan hukum adat yang berlaku. Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam adat 

yang berlaku dapat membuat perkawinan Ngerorod tidak sah atau bahkan tidak diakui 

m enurut Hukum Adat. Selain itu, dari kasus kedua ini dapat dilihat bahwa perkawinan 

yang dilakukan secara Ngerorod, dapat berakibat di bidang Hukum Pidana. Pada kasus 

ini, walaupun perkawinan Ngerorod dilakukan atas kesepakatan kedua calon mempelai 

yaitu Sri dan Mulyadi, karena pihak wanita masih dibawah umur, pihak laki-laki dapat 

dianggap dapat melarikan anak gadis dibawah umur tanpa ijin orangtua.
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Pada keempat kasus tersebut, terdapat kesamaan yaitu keadaan calon mempelai 

perempuan yang rata-rata masih dibawah umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, 

yang mana hal tersebut membuat orangtua mereka tidak menyetujui perkawinan yang 

hendak dilakukan anaknya. Ketidaksetujuan itu diketahui saat pelaksanaan Ngeluku 

yang dilakukan wakil keluarga pihak lelaki dan wakil Prajuru Adat yang kemudian 

ditolak oleh pihak keluarga perempuan. Ketidaksetujuan para orangtua kemudian dikuti 

dengan upaya-upaya menghalangi dan mencegah perkawinan yang hendak dilaksanakan 

oleh anaknya. Pada kasus kedua dan keempat, pencegahan dilakukan dengan 

melaporkan pihak yang melakukan pengerorodart (calon suami) kepihak yang berwajib 

d angan tuduhan melarikan anak gadis dibawah umur tanpa ijin dari orangtuanya. 

Berbeda dengan kasus pertama dan ketiga yang pencegahan oleh orangtua pihak 

perempuan dilakukan dengan mendatangi Prajuru Adat dikediaman calon mempelai 

laki-laki untuk tidak melanjutkan prosesi perkawinan anaknya. Upaya-upaya tersebut 

memang bisa disebut dengan upaya mencegah perkawinan, namun bukanlah pencegahan 

perkawinan yang dimaksud dalam Hukum Perkawinan Nasional, karena seharusnya 

pencegahan oleh yang keberatan diajukan melalui pengadilan sebagaimana yang diatur 

oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya. Apabila pencegahan disetujui maka 

akan dikeluarkan “Penetapan Pencegahan Perkawinan”, yang mana sebelum pencegahan 

ini dihapus atau dicabut, maka perkawinan tidak boleh dilaksanakan. Berbeda dengan 

pencegahan yang dilakukan oleh para pihak pada kasus diatas yang walaupun telah 

dilakukan upaya mencegah, perkawinan dapat tetap dilangsungkan.

Hal ini senada dengan pendapat Ari Kusmarini, SH., selaku Kepala Seksi 

Perkawinan dan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerinah
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Kota Denpasar yang menyebutkan: “Satu-satunya pencegahan perkawinan yang diakui 

oleh pegawai pencatat, hanyalah pencegahan berdasar Penetapan Pengadilan, yang mana 

setelah berkas Penetapan Pencegahan Pengadilan diterima oleh pihak Catatan Sipil, 

maka pegawai pencatat tidak akan melaksanakan perkawinan yang dimaksud, sampai 

ada pencabutan atau penghapusan pencegahan. Hal ini dikarenakan ada kewajiban dari 

pegawai pencatat untuk menolak dan ada sanksi hukumnya apabila pegawai pencatat 

melanggarnya.” 104

Persoalan lain yang timbul dari perkawinan Ngerorod adalah masalah syarat 

formil pemberitahuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada kasus perkawinan Ngerorod sudah tentu tidak 

dapat dijalankan, karena untuk perkawinan saja calon mempelai harus melakukan secara 

sembunyi-sembunyi, jadi bagaimana mungkin bisa melakukan pemberitahuan 10 

(sepuluh) hari sebelum perkawinan ke Bendesa Adat. Oleh karenanya khusus untuk 

kasus pengerorodan ini syarat pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan 

dikesampingkan oleh Bendesa Adat sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan 

Umat Hindu (biasa disingkat P4 Umat Hindu) dengan alasan jenis perkawinannya adalah 

pengerorodan disertai surat keterangan mengenai hal tersebut, sehingga saat proses 

pengurusan pencatatan, hal ini tidak menjadi masalah. Ari Kusamarini, SH. 

menyebutkan Syarat pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dalam 

rangka pengumuman merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh calon

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ari Kusmarini, SH., Kepala Seksi Perkawinan dan 
Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerinah Kota Denpasar, pada tanggal 15 
November 2007. (untuk selanjutnya disebut wawancara dengan Ari Kusmarini, SH.)
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mempelai, yang hanya dapat dikesampingkan atas ijin Camat atas nama Bupati, namun 

untuk jenis perkawinan tertentu, syarat ini bisa dikesampingkan” .105

Dari kasus-kasus tersebut diatas, dapat dilihat, bahwa pengaturan mengenai 

perkawinan pada umumnya dan perkawinan Ngerorod diatur ditiap Desa Adat baik 

dalam bentuk tertulis berupa awig-awig ataupun dalam bentuk kebiasaan (adat). Hal ini 

menandakan perkawinan Ngerorod memiliki arti penting sehingga harus diatur lebih 

khusus, yang mana selain sebagai bentuk pengakuan terhadap bentuk perkawinan 

Ngerorod oleh Desa Adat, juga sebagai sarana memberikan petunjuk bagaimanakah 

pelaksanaan Ngerorod yang diakui dan dianggap benar. Hal ini dapat dilihat pada kasus 

pertama, kedua dan ketiga, yang mana perkawinan Ngerorod yang telah dilaksanakan 

menurut ketentuan Hukum Adat dan Agama Hindu, dapat dilaksanakan dan dianggap 

sah, bahkan dapat ditindak lanjuti dengan pencatatan perkawinan. Selain itu dapat dilihat 

pada kasus keempat yang mana Prajuru Adat dengan tegas menolak melakukan 

pelaksanaan perkawinan Ngerorod dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan hukum 

adat di Desa Adat Panjer.

Dari empat kasus yang telah dijabarkan diatas dapat dilihat, bahwa perkawinan 

Ngerorod yang tidak memenuhi syarat menurut Hukum Perkawinan dapat berakibat 

beberapa hal yaitu:

1) Perkawinan Ngerorod dapat dicegah apabila perkawinan belum 

dilaksanakan.
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-  Merupakan akibat hukum yang dapat timbul berdasarkan Hukum 

Perkawinan Nasional.

2) Perkawinan Ngerorod dapat dibatalkan apabila perkawinan telah 

dilaksanakan.

-  Merupakan akibat hukum yang dapat timbul berdasarkan Hukum 

Perkawinan Nasional.

3) Perkawinan tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan tidak bisa 

mendapatkan Akta Perkawinan.

-  Merupakan akibat hukum yang dapat timbul berdasarkan kasus pertama 

dan ketiga.

4) Perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Hukum 

Adat, Agama Hindu dan Hukum Perkawinan Nasional.

-  Merupakan akibat hukum yang dapat timbul berdasarkan kasus keempat.

5) Pihak laki-laki yang melakukan perkawinan Ngerorod dapat dikenakan 

ketentuan pidana, khususnya Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana yaitu melarikan anak gadis yang belum cukup umur tanpa 

ijin orangtuanya.

-  Merupakan akibat hukum yang dapat timbul berdasarkan kasus keempat.
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BAB m 
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keberadaan perkawinan Ngerorod menurut Hukum Adat di Bali

Dari kasus-kasus tersebut diatas, dapat dilihat, bahwa pengaturan mengenai 

perkawinan pada umumnya dan peikawinan Ngerorod diatur ditiap Desa Adat baik 

dalam bentuk tertulis berupa awig-awig ataupun dalam bentuk kebiasaan (adat). Hal ini 

menandakan perkawinan Ngerorod memiliki arti penting sehingga harus diatur lebih 

khusus, yang mana selain sebagai bentuk pengakuan terhadap bentuk perkawinan 

Ngerorod oleh Desa Adat, juga sebagai sarana memberikan petunjuk bagaimanakah 

pelaksanaan Ngerorod yang diakui dan dianggap benar.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa perkawinan Ngerorod masih ada dalam 

masyarakat adat Bali dan diakui keberadaannya selama perkawinan Ngerorod tersebut 

dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu dan 

Hukum Perkawinan. Namun tidak semua jenis perkawinan Ngerorod dapat dijalankan, 

kadangkala apabila secara adat suatu perkawinan yang dilakukan dengan cara Ngerorod 

dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum adat, prajuru adatpun 

dapat menolak pelaksanaan perkawinan Ngerorodj yang mana dapat dilihat dari kasus
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keempat. Jadi tidak semua jenis perkawinan Ngerorod diakui dan dianggap sah menurut 

Hukum Adat di Bali.

2. Keberadaan perkawinan Ngerorod menurut Hukum Perkawinan Nasional

Perkawinan Ngerorod merupakan bentuk perkawinan adat yang dipertanyakan 

keberadaannya apabila dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Bentuk perkawinan ini sama sekali tidak dikenal dalam Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi masih dikenal luas dan tetap 

diakui eksistensinya dalam masyarakat Adat Bali, khususnya yang beragama Hindu

Perkawinan Ngerorod yang dilangsungkan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya, berakibat perkawinan Ngerorod yang dilangsungkan 

tersebut menjadi sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan 

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan 

bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan kasus-kasus yang disebutkan diatas terlihat bahwa perkawinan 

Ngerorod apabila dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan masih ada dalam masyarakat adat Bali dan diakui keberadaannya oleh 

Negara selama perkawinan Ngerorod tersebut dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan 

Hukum Adat, Hukum Agama Hindu dan Hukum Perkawinan.

Jadi perkawinan Ngerorod dianggap sah apabila Hukum Adat dan Agama 

Hindu perkawinan sudah menganggap sah, sedangkan dilihat dari Hukum Perkawinan
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Nasional, otomatis perkawinan tersebut dianggap sah, hanya saja kadangkala terjadi 

hambatan saat pencatatan perkawinan. Hal tersebut didasari dari ketentuan:

a. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

b. Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

c. Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Akibat hukum yang timbul pada perkawinan Ngerorod yang tidak memenuhi 

syarat tertentu menurut Hukum Perkawinan

Berdasarkan Hukum Perkawinan Nasional di Indonesia serta dari empat kasus 

yang telah dijabarkan diatas dapat dilihat, bahwa perkawinan Ngerorod yang tidak 

memenuhi syarat menurut Hukum Perkawinan dapat berakibat beberapa hal yaitu:

a) Perkawinan Ngerorod dapat dicegah apabila perkawinan belum 

dilaksanakan.

b) Perkawinan Ngerorod dapat dibatalkan apabila perkawinan telah 

dilaksanakan.

c) Perkawinan tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan tidak bisa 

mendapatkan Akta Perkawinan.

d) Perkawinan Ngerorod tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai 

dengan Hukum Adat, Agama Hindu dan Hukum Perkawinan Nasional

e) Pihak laki-laki yang melakukan perkawinan Ngerorod dengan perempuan 

yang masih dibawah umur, dapat dikenakan ketentuan pidana, khususnya 

Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu melarikan 

anak gadis yang belum cukup umur tanpa ijin orangtuanya.
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1. Saat ini banyak calon mempelai yang melangsungkan perkawinan dengan 

kurang mengindahkan ketentuan dalam perundang-undangan khususnya 

mengenai Hukum Perkawinan Nasional. Hendaknya calon mempelai mengikuti 

semua aturan agar tidak mendapat kendala dikemudian hari. Saat ini sangat 

diperlukan peran serta pemerintah untuk memberikan penyuluhan di bidang 

perkawinan agar masyarakat paham dan mengetahui bagaimanakah prosedur 

perkawinan yang benar dan sesuai peraturan yang dapat dilakukan melalui para 

prajuru adat di tiap Desa Adat disetiap daerah di Bali.

2. Sebaiknya pihak-pihak yang melakukan perkawinan, ataupun perceraian, 

dengan segera mencatatkan tindakannya agar tercatat dikantor catatan sipil dan 

tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan mendapatkan akta perkawinan 

atau akta perceraian sebagai bukti otentik, karena sampai saat ini masih banyak 

pihak-pihak yang setelah melakukan perkawinan secara agama atau adat, tidak 

dengan segera mendaftarkan perkawinan dan perceraiannya di kantor catatan 

sipil.

3. Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang masih 

dibawah umur, ada baiknya ijin kawin diberikan dalam bentuk tertulis, baik 

secara dibawah tangan atau akta otentik dihadapan notaris agar memudahkan 

dalam administrasi pencatatan perkawinan.

4. Dalam hal terjadi perkawinan, baik perkawinan Ngerorod ataupun jenis lainnya, 

pihak-pihak yang ingin melakukan pencegahan atau pembatalan perkawinan, 

mengikuti prosedur pencegahan dan pembatalan perkawinan yang benar yaitu
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melalui permohonan ke pengadilan, sampai dengan memperoleh penetapan 

pengadilan. Karena sampai saat ini banyak pihak yang keliru dalam memahami 

arti pencegahan dan pembatalan perkawinan.

5. Sebaiknya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah membuat suatu aturan 

yang jelas mengenai keberadaan perkawinan Ngerorod, agar pihak-pihak yang 

melakukan perkawinan Ngerorod tidak mendapat kendala saat melakukan 

pencatatan perkawinan seperti syarat pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum 

perkawinan ataupun mengenai syarat adanya ijin kawin dalam hal pihak yang 

melakukan perkawinan Ngerorod masih berusia dibawah umur.
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I I  1 . 2  : A w i g - a w i g  D e sa  A d a t  P a n j e r

LAMPIRAN IV (Kasus 2)
I V . 1 : P e r n y a t a a n  l a p o r a n  p e n g a d u a n
I V .  2 : L a p o r a n  p e n g a d u a n
I V . 3 : P e r n y a t a a n  p e n c a b u t a n  l a p o r a n  p e n g a d u a n
I V .  4 : A w i g - a w i g  D e s a  A d a t  B a t u n g s e l

LAMPIRAN V (Kasus 3)
V : A w i g - a w i g  D e s a  A d a t  T a n a h  Embut

LAMPIRAN VT (Kasus 4)
V I  * 1 • B e r i t a  a c a r a  p e m e r i k s a a n  k a s u s  ( I - V I )
V I .  2 : S u r a t  t u n t u t a n  j a k s a
VI  . 3 • P u t u s a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i
V I .  4 : A w i g - a w i g  D e sa  A d a t  P a n j e r
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LEMBAR PELAYANAN AKTA PERKAWINAN

L
LAMPIRAN X . 1

i. PERSYARATAN

Surat Kawin dari Gereja, Wihara dan Kawin Adat (sesuai dengan yang dianut). 
Mengajukan Permohonan, mengisi Formulir Catalan Sipil.
Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran kedua mempelai / Surat Kenal Lahir bagi 
yang tidak memiliki AktaKelahiran.
Surat ijin Orang Tua /  Wali bagi yang belum berumur dua puluh satu Tahun 
( bagi calon pria yang belum mencapai umur sembilan belas tahun dan bagi 
calon wanita yang belum mencapai umur enam belas tahun perlu adanya 
dispensasi dari pengadilan / Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan 
Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974).

5. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin dari Kepala Desa / Lurah setempat.
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Perceraian, jika yang bersangkutan sudah 

pernah kawin.
7. Untuk perkawinan yang kedua dan seterusnya dilengkapi dengan ketetapan 

pengadilan negeri setempat tentang ijin perkawinan.
8. Surat Pernyataan bersama oleh mempelai bermeterai Rp. 6.000,-yang menyatakan 

pencatatan perkawinan, dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan 
manapun.
Dua orang saksi yang sudah berusia dua puluh satu Tahun kratas.
Foto Copy KK, KTP bagi mempelai dan kedua orang saksi.
Pas Foto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
Ijin Komandan bagi Anggota TNI dan POLRI.
Bagi WNI Keturunan agar melengkapi:

- Foto Copy Surat Keputusan ganti nama (bila sudah ganti nama).
Akta Kelahiran Anaknya yang akan diakui dan disahkan oleh mereka bila 
mempunyai anak sebelum perkawinan.

14. Bagi WNA agar melengkapi:

- Foto Copy Pasport yang disahkan dari kedutaan
- STMD dari Kepolisian.
- Ijin Konsulat/Kedutaan.

iformasi Petugas Pelayanan:

Terima Tanggal 
Atas Nama 
Kewarga Negaraan 
Agama 
Persyaratan 
Nomor Akta
Staatsblad Perkawinan dilangsungkan 
Perkawinan dilangsungkan

Instruksi / Paraf Kasubsi

WNI / WNI Keturunan / WNA
Hindu / Budha / Kristen / Katholik / Protestan
Lengkap/Kurang

Tanggal :
Tempat :
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SURAT KETERANGAN KAWIN NIKAH

Yang bertanda tangan sibawah ini Bendesa Adat/Kelian Desa Adat.............................
Desa/ Kelurahan........................... Kecamatan..............................Daerah Tk. I I ,
menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
1. Nama

2. Tempat/Tgl. Lahir 

Pekeijaan 
Alamat
Status

3. Nama

Tempat/Tgl. Lahir
Pekeijaan
Alamat
Status

Purusa/Predana.

Purusa/Predana.

telah melangsungkan upacara perkawinan/pewiwahan secara Agama Hindu pada hari...........................
tanggal...............................bertempat...................... ......jalan.................................yang dipuput
oleh................................. dari...............................................................*.....................................

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Rohaniawan yang muput
Denpasar,.... ................................
Bendesa Adat / Kelian Desa Adat.

•• •

Mempelai
Saksi

Kelian Banjar/ Adat....

Kepala Dusun / Lingkungan

Mengetahui : 
LURAH / KEPALA DESA.........
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DESA ADAT: 
KELURAHAN/DESA 

DAFTAR 
UNTUK 

PENGUMUMAN 
NOMOR:

H ari.................................................tanggal.........................................................
tahun.................................... saya........... "ZZ!”"Z!"!!!!!!ZZZZZ :
................................................Bendesa Adat ( P4 Umat Hindu ) ............ZZZZZZZZZZ
mengumumkan di Desa Adat........................................Kelurahan ... ..................
.............................. bahwa pada hari............................................ tanggal ZZZZZZZZZ
^am ....................................Wita tempat di Desa / Kelurahan................................ bermaksud /
hendak /  telah melangsungkan perkawinan:
................................................................ Umur................................................................ tahun
Agama / Kepercayaan........................... Pekeijaan...........................  ......................... tempat/
Kediaman....................................................................................dahulu belum/pernah kawin

Anak laki-laki d a ri:......................................... ... ........................................................ ^
Kediaman...............................................................
 ........ ..................................umur............................... tahun, Agama/Kepercayaan Hindu
Pekerjaan.................................... tempat kediaman..................................................................

dan

.................................Umur................................................... tahunAgama / Kepercayaan................. . .
kediaman ........ ..................ZZZZ.'...... pekerJaan.......................................temPat
...................................................... Desa 1 Kelurahan..................................................... dahulu
.............................................................. pernah kawin.Anak Perempuan d an ....................................................................................................
agama /  kepercayaan.................................Pekerjaan
Tempat /  kediaman..............................  ....................................................... .....

Pekerjaan...............  .............. tahUn’ agama/kePercayaan................................ ...... ...............
...............................................Tempat Kediaman..........  .............

Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya timda tangani!

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
Umat HINDU/BUDHA
Desa Adat.........................................
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Nomor

Lampiran

Perihal

K E P A D A :
Yth. Kepala Dinas Kependudukan 

Dan Catatan Sipil Pemerintah 
Pemberitahuan Perkawinan. Kota Denpasar

di -
D e n p a s a r

Yang bertanda tangan dibawah ini .......................................................................tempat dan
tanggal dan lahir..........................................................................................................................
(Umur..................... tahun). Agama...........................................................................................
Pekerjaan......................................................................................................................... tempat
Kediaman...................................................................................................................................
dahulunya belum / sudah pemah kawin dengan.
Anak laki - laki dari Suami Istri.....................
Tempat kediaman...................... ...................

dan

. tempat / kediaman.............

..............................dengan
.. tempat dan tanggal lahir 
.(  U m u r  t a h u n  )

Agama........................................................
Pekerjaan.......... ........................................
tempat kediaman.........................................
dahulunya belum sudah pemah kawin dengan.
Anak Perempuan dari Suami Istri.................
..................... ......... tempat kediaman........
....................................... dan.....................
Tempat kediaman........................................
Memberitahukan dengan hormat kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 
Pemerintah Kota Denpasar bahwa kami akan melangsungkan Perkawinan dan mohon agar 
tentang pemberitahuan ini dicatat serta diadakan pengumuman sepenuhnya.

Denpasar,......................... ;.....

Mempelai

l . ( )
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- 2 -
Model I

FORMULIR UNTUK PENCATATAN PERKAWINAN

TATA CARA PERKAWINAN DILANGSUNGKAN
PADATANGGAL : ...................................................
H A R I  : .......................................................
P U K U L Wita.

Nomor Urut Pertanyaan Jawaban

I. CALON MEMPELAI LAKI-LAKI :
1. Na ma
2. Warga Negara
3. Tempat/ tanggal lahir
4. A g a m a
5. P e k e r j a a n
6. Al a ma t
7. Sudah / belum pernah kawin
8. Nama istri terdahulu
9. Anak yang akan disyahkan dalam

II. AYAH CALON MEMPELAI LAKI-LAKI
1. N a m a
2. U m u r :
3. A g a m a
4. P e k.e r j a a n
5. A l a m a t

II. IBU CALON MEMPELAI LAKI-LAKI
1. N a m a :
2. U rn u r :
3. A g a m a :
4. P e k e r j a a n  :
5. A 1 a m a t :

IV. CALON MEMPELAI PEREMPUAN
1. N a m a : '
2. Warga Negara :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. A g a m a :
5. P e k e r j a a n
6. Alamat Sekarang
7. Alamat dahulu :
8. Sudah / belum pernah kawin :
9. Nama bekas suami dahulu • *1 •

Perkawinan
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V. AYAH DARI CALON MEMPELAI PEREMPUAN
1. N a m a :
2. U m u r :
3. Agama / Kepercayaan
4. Pekerjaan / pangkat
5. Tempat tinggal/kediaman

m
VI. IBU DARI CALON MEMPELAI PEREMPUAN

1. N a m a :
2. U m u r :
3. Againa / Kepercayaan
4. Pekeijaan / pangkat :
5. Tempat tinggal/kediaman :

VII. SAKSI PERTAMA
1. Na ma
2. Umur
3. Agama / Kepercayaan
4. Pekerjaan /  pangkat
5. Tempat tinggal /  kediaman

VIII. SAKSI KEDUA
1. Nama
2. Umur
3. Agama / Kepercayaan
4. Pekerjaan / pangkat
5. Tempat tinggal / kediaman

nda tangan saksi-saksi: Denpasar, ................ ...............................................
Calon mempelai / kuasa yang berkepentingan

.) (.

MENGETAHUI 
LJRAH/KEPALA DESA....

Pasfoto mempelai

( )
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SURAT PERNYATAAN 
KAWIN SUKA SAMA SUKA

1. N a m a  : ..............................................................................................

Tempat &tgl. lahir ................. ........................  ............................... .......

A g a m a  : ............................. ................................................................

Peketjaan : ..................................................................................... v « r —

A l a m a t  : .................................................................... ..................... ;....

Selanjutnya disebut Pihak I (Pertama)

2. N a m a  : ..............................................................................................

Tempat & tgl. lahir : ....................................................................................... ......

A g a m a  : ..............................................................................................

Pekeijaan ..............................................................................................

A l a m a t  .............................  ........................................

Selanjutnya disebut Pihak II (Kedua)

Pihak 1 (Pertama) dengan Pihak II (Kedua) melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu
pada hari................. Tanggal............................bertempat di.............................................................
............................................ atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Meterai Rp. 6.000,-

Pihakl Pihak H
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PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN
DESA/KELURAHAN ........
DUSUN / LINGKUNGAN ........

SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH KAWIN/NIKAH/DUDA/ JANDA
Nomor >..............................................................

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dusun / Lingkungan
Desa / Kelurahan.......................................................Kecamatan.........
menerangkan bahwa:

1. N a m a
2. Jenis Kelamin
3. Tempat/Tgl. Lahir
4. Warga Negara
5. A g a ma
6. Pekerjaan
7. Pendidikan
8. KK Nomor
9. KTP Nomor
10. Al a ma t

Bahwa memang benar orang tersebut diatas sebelum melangsungkan perkawinan dengan
............................................................................................................................................................... pada
tanggal...................................................................................... ....................................yang bersangkutan
berstatus........................................... .............................................................................................................

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui: 

Kepala Desa / Kelurahan Kepala Dusun / Lingkungan,
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PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN
DESA/KELURAHAN ........
DUSUN/LINGKUNGAN ........

SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH KAWIN/NIKAH/DUDA/ JANDA
Nomor : ............................................................

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dusun / Lingkungan,
Desa / Kelurahan........................................................ Kecamatan........
menerangkan bahwa:

1. N a m a
2. Jenis Kelamin
3. Tempat/Tgl. Lahir
4. Warga Negara
5. A g a m a
6. Pekerjaan
7. Pendidikan
8. KK Nomor
9. KTP Nomor
10. A l a m a t  .

Bahwa memang benar orang tersebut diatas sebelum melangsungkan perkawinan dengan

tanggal.......................................................................................................................yang bersangkutan
berstatus............. ..........................................  ......................

pada

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui: 

Kepala Desa / Kelurahan Kepala Dusun / Lingkungan,

•

L
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CSK

P E N C A T A T A N  S I P I L  
... W. AJR.G A .ME.GABA. .1 IHD.ONESLA..

K U T I P A N

A K T A  P E R K A W I N A N

n o

D ari daftar pencatatan perkawinan m enurut S tb l..........N o m o r . .751.....................

di temyata bahwa pada tanggal ................................

t a hun.. dua. r jbu l i n ia..............................................................

telah tercatat perkawinan antara : ............................................................................................

I W A Y A N  W I R I A N A jS E .  "
dan

n N I M A D E  O K A  D E W I S U P I Y A N I ,  S E .  "
yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka a g a m a ............ t ? . . A ! ................

Jro Mangku Sudha sembilan belas
yang b e rn am a ............................................................. pada ta n g g a l .........................................

..............................................

Denpasar dan I W A YA N V/! R IA N A, SF„ b e r k e dud u k a n s e b a g a i . PIJ RU S A .

Kutipan ini sesuai dengan keadaan  pad a  hari ini.

.?'.!}.Lls± r......., ta n g g a l......... f.?.»” . .............
tahun dua ribu lima

J
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.V 
u

L SH. MH.
RIS DI J A K A R T A

I//

I J I N  KAWIN 

Nomor :

LAMPIRAN 1 . 3

-  P a d a  h a r i  i n i ,  K a m is ,  t a n g g a l  d u a  p u l u h  en am  M e i  -

d u a  r i b u  l i r n a  ( 2 6 - 5 - 2 0 0 5 ) .  ----------------------------.-----------------------

-  J a m  1 0 . 0 0  WIB ( s e p u l u h  Waktu I n d o n e s i a  B a r a t ) . ------

H u k u m ,  M a g i s t e r  Hukum, N o t a r i s  d i  J a k a r t a ,  d e n g a n  —  

d i h a d i r i  p a r a  s a k s i  y ang  s a y a ,  N o t a r i s ,  k e n a l  d a n  -—

a k a n  d i s e b u t  p a d a  b a g i a n  a k h i r  a k t a  i n i : -------------- ---------

"  T u a n  H B H H B .  l a h i r  d i  J a k a r t a ,  p a d a  . t a n g g a l -  

d u a  p u l u h  Mei s e r i b u  s e m b i l a n  r a t u s  l i m a .  —  

p u l u h  d u a  ( 2 0 - 5 - 1 9 5 2 ) ,  W arga  N e g a r a  I n d o n e s i a ,

b e r t e m p a t  t i n g g a l  d i  J a k a r t a  U t a r a ,  — .------------

J a l a n  O S S H B U B S  nom° r  5 2 ,  R ukun  T e t a n g g a  - -

0 0 8 ,  R ukun  Warga 0 0 1 ,  K e l u r a h a n  S u n t e r '  A g u n g . , .r. 

K e c a m a t a n  P e n j a r i n g a n ,  p e m e g a n g  K a r . tu  

T a n d a  P e n d u d u k  nomor

-  M e n u r u t  k e t e r a n g a n n y a  b e r t i n d a k  s e b a g a i  w a l i  ~ 

y a n g  m e n j a l a n k a n  k e k u a s a a n  o r a n g t u a  y a n g

h i d u p  t e r l a m a .  ---------------------------------------------------

-  P e n g h a d a p  t e r s e b u t  d i a t a s  m e n e r a n g k a n  d e n g a n  i n i  *" 

m e m b e r i k a n  i j i n  k e p a d a  a n a k  p e r e m p u a n  p e n g h a d a p : 

y a n g  b e r n a m a  Nona . l a h i r  d i  J a k a r t a ,

t a n g g a l  l i m a  J u n i  s e r i b u  s e m b i l a n  r a t u s  d e l a p a n ^ - * ' - “  

p u l u h  t u j u h  ( 5 - 6 - 1 9 8 7 " )  > Warga  N e g a r a  I n d o n e s i a ,  

p e l a j a r ,  b e r t e m p a t  t i n g g a l  sama'  d e n g a n  o r a n g . t u a n y $ ,  

t e r s e b u t  d i a t a s  p e m eg a n g  K a r t u  T a n d a  P e n d u d u k  n o m o r -

d e n o a n  T u a n  > l a h i r  d i  J a k a r t a ,  ~

p a d a  t a n g g a l  e m p a t  b e l a s  S e p t e m b e r  s e r i b u  s e m b i l a n  “

1

Eksistensi perkawinan..., Iga Sri W. Gangga DWS, FH UI, 2008



ratus delapan puluh (14-9-1980), Warga Negara -------

Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta-

Timur , jalan 1/8, Rukun Tetangga 0 0 8 , ---

Rukun LJarga 005, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan ;—  

Duven Sawit, Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor ---

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. - 

 DEMIKIAN AKTA I N I ------;-------------- -

-  D i b u a t  s e b a g a i  m i n u t a  d a n  d i l a n g s u n g k a n  d i  ----------------

Jakarta pada hari, tanggal dan jam tersebut pada -—  

kepala akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya ■ ■ ■ ----

dan Tuan f l H B H H H H I  > kedua-duanya karyawan

kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai ---

s a k s i - s a k s i . ------------------------------------------------

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ---

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini 

ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan 

saya, Notaris. --------------------------------------- -

- Dilangsungkan dengan tanpa p e r u b a h a n . --------■----- '

-  M i n u t a  a k t a  ini t e l a h  ditandatangani d e n g a n -------------

s e m p u r n a . ------------------------------------ -----------------

C :\ D A T A_52\i k-jul
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A.
DTARIS DI JAKARTA [

LAMPIRAN 1 . 4

PENGHAPUSAN PENCEGAHAN PERKAWINAN 

Nomor :

Pada hari ini, Jumat, tanggal tuj'uh April d u a -----

ribu (7-4-2000). --------------------------------------------

Jam 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit -----

Waktu Indonesia Barat). -----------------------------------

- Berhadapan dengan saya, S a r j a n a  —

H u k u m M a g i s t e r  Hukum, Notaris di Jakarta, d e n g a n  —  

dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal d a n  —  

akan disebut pada bagian akhir akta ini: --------------

- Tuan lahir di Bandung, p a d a  -

tanggal empat belas Agustus seribu sem b i l a n  -- 

ratus lima puluh dua (14-8-1952), Warga N e g a r a  

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, 

Jalan « M H I  nomor 100, Rukun Tetangga —

008, Rukun Warga 001, Kelurahan Meruya ---------

Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kar t u  - 

Tanda Penduduk nomor

- Penghadap tersebut diatas terlebih dahulu 

menerangkan bahwa secara sah penghadap telah

mencegah perkawinan yang direncanakan anak -----------

perempuan penghadap yang bernama Nona 

dengan T u a n ^ B B ^ ,  sebagaimana akta nomor

tertanggal enam Maret dua ribu (6-3-2000), yang -----

dibuat dihadapan saya, Notar.ds di J a k a r t a . -----------

Bahwa sekarang penghadap ingin mencabut atau ------

menghapuskan pencegahan tersebut diatas untuk -------

memenuhi ketentuan pasal 70 Kitab Undang-undang -----

Hukum P e r d a t a .  ----------------------------------------------------------------------------

z— Bahwa__berhubung dengan apa yang telah diuraikan —
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J i . i t . iL - ;  p o n ¿11 ki o' ¿1 p m o i io r jn g lu i  n do  nsjj n i n i  mo n g h a p u s  ka n 

p o . i c e g a h a n  d a r i  p e r k a w i n a n  y a n g  a k a n  d i l a n g s u n g k a n  -  

a n t a r a  a n a k  p e r e m p u a n  p e n g h a d a p  Nona ^ 9 B 9 H H 9 S H H R  ~ 

r ^ c s a n  T u a n  QSBS t e r s e b u t .  ---------------------------------------------------

-  ^ a r a  m e n g h a d a p  t e l a h  d i k e n a l  o l e h  s a y a ,  N o t a r i s .  -

------------------------------ DEMIKIAN AKTA INI  --------------------------------

-  D i b u a t  s e b a g a i  m i n u t a  d a n  d i l a n g s u n g k a n  d i  --------------

J a k a r t a  p a d a  h a r i ,  t a n g g a l  d a n  jam t e r s e b u t  p a d a  -----

k e p a l a  akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya ---

d a n  T u a n  B— — \ . k e d u a - d u a n y a  k a r y a w a n

k a n t o r  N o t a r i s ,  y a n g  s a y a ,  N o t a r i s  k e n a l  s e b a g a i  -----

s a k s i - s a k s i . --------------------------------------------------

-  S e g e r a  s e t e l a h  a k t a  i n i  s a y a ,  N o t a r i s ,  b a c a k a n  -----

k e p a d a  p a r a  p e n g h a d a p  d a n  s a k s i - s a k s i ,  maka a k t a  i n i  

d i  t a n d a - t a n g a n i  o l e h  p a r a  p e n g h a d a p ,  s a k s i - s a k s i  d a n  

s d y a  , N o t a r i s .

- :>i l a n g s u n g k a n  d e n g a n  t a n p a  p e r u b a h a n .  ------------------------

-  M i n u t a  a k t  a i n i  t e l a h  d i t a n d a t a n g a n i  d e n g a n -----------

s e r n p u r  n a  . ------------------------------------------------------------------------------------- --
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c\è • '.¿•-'JnfV.ni- t c n t r . n ¿ j  Cr. t.-- '..-.n .Vi-..-ii y. -n W - i : i c n . - l
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an  No. J .  H. D. 1 / 1 / 6  -  t a n g g a l  1C« Js'opeinber 1975 y ¿.*i t  u « icnso  
y o g y a n y a  u n t u k  umat Hindu b a i k  yang ada  eli ¿ir.ll .v.aupun 
y a n g  d i  l u a r  D e l i  a g a r  siericatatk.-.'n n.irkr.vinc-v: ya  c* a SC a'.'- t o  r  
C a t a t s n  S i p i l .

. S e l a n j u t n y a  dalai.i s u r a t  2 i r  j o n  Kuku.?. d e, n Peruri d a n g - u  n d an£  
ar. t e r s e b u t  d i s e r a h k a n  penun.iuken pag,,»*.»«i  p e n c a t a t  'o.?r 
v/i n an b e r d a s a r k a n  STB. 1 9 3 3 -?v :io iJTB .1936 l i o . ¿0 7  6
£ y a t  1  .yang  b e r b u n y i  .sbb. :

( 1 ) De h o o f  den van gev. ' i j s to li  jk  b e s t u u v  e v 0 1  n e ? -
godi>tvcer,j.ani;.C'ri; d o r  C.!i r i  c t e r; - ■ 1 n do n <•* h“i  c n r, o f f i.
c i e r e n  van h o t  «,o£c-r doc, h cis:  «.kv.ren c’e r  bo.?r& 
pon , a ¿-.m/i .ivvon ; Iiowog«! l i. I;,-;. o p« i.-k > n 
varihuwoli  j k o c c  t o n .
At.v.y penun j ' j ' ; . ' 1: k«; twi-.n t  • c-i. j.--.
i ' t '.ii'.. .¡1 :;i. ¡irii.ili ii J.ii'j. k./J .'iir'.au i’j.ii'.Hi •' ¡3'.:
d lu», dap c t  fiten»;.c juKan u 1 00 t r:~ .'¿ior:- r..
^’od^ndo/Pondci t a  r' (;i:l 
ur-.tuk cU.'!.'')(!kv.t t1'. . ' . t  •'
k an -vex'k^v.'xnan ,.1 . ■ .. c . ,  c 1 -
g u s  S‘Jbas«'.i p e n c a t a t  .< - . « u.
A d a l a h - :noruy-,:kr:i' w  ' 1.’ ; \ r . ‘ .
an r.-.k:/"t i'-\. n.-li , v . 1 ■ ,m,i. "r.uv.i j ; lir:
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i n g s i  ro!;.anir*. '.r .n c’.r.l« h r  a P o d e n  «. c .c . luh  s c
br.ü<?.i p e j . b . v t  y r.T.r. -’i i n  / o l r k ^ r . r s c i ' . n  ;5.cr> o e k i t -

l i g u a  yebr¿;<ü. > c*. ne  r.gc sc .k.: r. o. cuín y .  perk«:»; i:u-.n .
T i  ñc.;: <¡.r.n jug.-. - ’ T’c .V r .d c  t c r r * .
b u t  -.e'or.f.cV.1. c; ;¡ : b c . 'p1-.:'. = >-■' '>■ l; '' vi: i  n r . r . , o h j. r. ¿  ¿r c-

rar.s i  h d i .l'Aï,’ \>orlv . ¿-.deny i. . i .'•: '-.-n n t c . r r .  t u c ^ o
l-’cï n  <■!.- . i I. . - m i  >. . . . n i i i t  l i n k  i m

i . i .  i u i u ,  «î v : i:.‘. ;. i ■ >. !.i: ;•.■.■ M ', -  . .1 : i n

¿ e t ' i - f r i  i‘i c s tr..-. y -:v '; . í • . ir . ,  r  .

k.. ¡ - i e n u r u  t  k c  U.-r.  t u . - . n  p.-, L 1 0  . v / ¿  t  ;) N o . ' ." /  c . - n u n  1 9 ' 0

i : i ¿ n c r .  L i ’. l ; . - ü  u r . l i  d u  r . c i . .  i r.-c; 1 . • _  r. U v . t e  c-:  i t .  p c - rk í ? . - -

v ; i n ¿ ' . n  . • . . o n u r u t  n : r  r-.;. ó .  s i  n ¡v  : . u ! : - . r :  j , : r . v . a n y ; j  c ' c n  k c p e r -

c  r . y c  c . n n  v \ .  i  g u , v - í £ r r : v - . i l - _ - k : i ¿ . . u . k i - . n  d i h . - . - . ' f  p ;.~.n 

vv.r. i  : k . n  d . : . r i  o  3 ' k  ’-'•1 ' ■1C s r . k c i  .

I n i  b a r r . r t i  bj*.h'. r d r t  y ;  r¡(- b r  i  r.i : u t c i i t i ' i ' í-  U\ t>; c .? r ?  

p e rk r '.- J .n .- :i .:<ih rtr.pc-.t c’. i  f c e r u s k r n  ..-.«v. Ik e .n  br.kvir.

V . ' t ' U t l l  f.' i 1 . -.'.i! 11.”,!. i: )>0)' l(  l l . l !  ’ • - \;r I I V' l i C.  I L .v ' .h i

d i  t e r . i p r t  i  t u  d:i. s e r  l e  i  2 o
H r.l  .ir, i  p o r .U :  d i r .  ju lu - .n  d i  s i n  i  b e r h u b u n g  , : c n u r u t  Hukum 
A d a t  e', .v t»,- l i  wr.k t u / s & r  t  d i  1 .~.n r; s u  n f,k r r .  ny c. p s rk s * » ; in f .h  ••

_ t e r g a n t u n g  -ke-prdr .  "Al .? c . y u n i n g  se-M i  ißt:« k ç r e -
n e n y r  ~.kc:r. t e r c l « p r . I  rierkr. i . -inv.n d.\lr.s-. j u i ? l ~ h  •/:•«£. - u -
Icup- b i l̂yc.í*. i v / oC'*'t '■* -v p ̂  c . -11 ■ ■ < ( - 1 •. ¡z v ] ̂  ̂ ■ »/ -
m¿:. JOL a f i . i p i n g  i t u  .i o nu r u  t  l;u!'u:;i ,.>Sk' t  '.'i o.t i l  b.-..h\.-c.

er.i  pjL’̂ t  __c.Si 1 ri ni=. !•: c  n  n  y  ¿  f ; r  v!;  - ■ ¡ ¡ v  v. c r. t  o  t  r . i o n c - r .  t u k - - . n

e t c -, t u s  h v t k u r . i  ^eseorení»; .
a  c: i 'o  n;*, i  t u  : v : r : . : v i r i i n  c-i ?u -ü k j ..v i\-.:< : ,i '.o  le . l u  r o r c c ) ?  O i-

t c n ip c . t  p i j ' . s k  r>u,v.r;ii r  L :s r)r. r  c, . i i ç . o  tu  r u  p. .’.n J. i/.!’ i

.1 ; 'k i  ( l ' i ' n i : . ,  " ) ■, ..•• . •: . . i i i t i
7 • * ’ • • . I I* M  i 1 . I t • U  \\\ H . '  !*. • . f

C , c . r c ;  n  c '  i  1 1 .• J . i  .

5 .  P c - j i ^ o r . í . i u ;  n . v a r i  r„- d r  : i . -ujn 'n  i lan j:- .r  . :c-.l:'.li;i
j u r u n y o  t. e •-*:.•• ci c p c dc-nye. p . ; r l : r * - -n . -n  dsrr i ik i  r.r. ;:ulc*. t e r -
hc.O.op ; ; . d y  r ; : o r c e ,. - : . - i c R  .tc-n;-.-1. üi. ;.cr l v - k i ’.R bo vl.uburt'; ,c
c l iM ' . y c .  f : - : - . - 'b î - b i :n , - v ;  h . ; -u  d . ; r .  w l - r , r . ; b ; - ? .  .-.C!'/ ^ k e '

yrnf-,' t  e  i  ; .  . u l  r-. ! ; ; -, l-, ü/ , ; - r: ; . n i u u  r. -Jrç.; t  i

h  \ 1 ,• n 5  c-.'t n ; : - d,  r¡ h e ' : .  - - : .b e n  •• * v *;î •. ¿ o 1 .• ! : n - -

çuîV';,a .-.;i j e r c s r î . L c r , .
I r3i*.‘\ c i  L n c .  i ¿ í i i b r . ^ ^  -"f. 'c-1.  ̂ ■•■•■ ■ ; ■ ' ' . ' ‘ i •■'.¿•'r  • r*s -

G c . n  p - _ )  C Ü .-. w.l  i ' l l  t i ' i .  .1 J . . . b ê . ' , '  j'.C1-:  ̂ .1. t  U

s ^ n ^ . c t  . r r  ... ; ,r u ,. ,;vc: r;-
nr.  h oie d.-.i j j . b r  n « • *■> * • •_ c> ;•>../ .■
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6 , B e r d c . s r . rk s n  k e t e n t u a n  p . -c r i  5 ? .F .  rîc».9  ‘ : h un 1 9 ? 5 y r .n ¿ 
manfj'hc,ncl;.'.ki r.ár.:\y¿ ‘pei.ibsri.ti-.r.ur.n kci. m;- 11.-k n o -
lc.ngsun©kr.n p--*rkc.r*in.?n koprd:: : : ? r . c r t r . t  :.-n j  ' n  r,
k c  WT.U tu  ‘sekurc' .nc-K'jrrngny r IV Y.: r:. j : .  .■ o o i 1 . p . T -
Uc.wa.nrtn dilc.nfcsungkcn m .-.k o p e r  i  u  uir. jufcrn s*b.?. j :ri  s u n -
t u  ¡:.ony c.t.-.rn b.v.liï.T, i,i.:<nuni I. Iim.uu .*iv t t..1, .'/..1.1 ' li i t e n n 1.
cdr.ny.' . 1  c . -br.gr. pcrkrwiiir.r. y en u í:i£.ob'.it ‘W^eroro t i - '  r  t n :  

i e r n n t; k c t 11 { su:-, tu bontuk  p*“ cii.'.i ¿•.nr i / l o n  ¡.i e /
j i u l r . i  sudf.h s . t l i n g  c i n t r  n u n o i n t  ' i  tersp« üc*: er.¿;o, 
tr .hur .n  t e r l e b i h  d rhu lu  cic-ri o / ; ’!::'. ti:? ¡.icrc-k.” c’.! I / k u k m  
set« t- pf:rwulr.i*.n dc.ri p o i - r <  r j n ••-.¡-iv,. );
B e n t u k  potk.v' ';int.n y,-n¿ .••oc’c..;.'.ki j.t» ; . ¡ u /. o lc -h  
s e b s g ic i t t  b e s o r  m c s  y r. rak c t  ‘.■»ingge, a c v t  s  e k. . ' r ¿.n £ s o
bv.g£-i s u a t u  konyr.tr.i-in o i  i:¡; r. d r. 'o «*■; t. ¿-u- p c- ; i, r  n r  n
enCf .rf .  ;nel;-.;-.5c.r yr.ng dilc.kukr.n o loh  :i c :i.:
lem ju..ilc.hr¡yr. yong Ucr.i l  .

?. Hcrj'/fi n¿.?. t  beberapr.  perso::l¿'.R y.i;;., d i  r. j  u n  dir. tr. : . '  y c.n¿: 
b c. n y cik ¡ner g a i  tkc.n 1  c r.: b r. p r. • 1  e ir. iu. ¿ r ;.dc-.t „:.t,~.s d r  n r. t  u r  an  
« t u r a n  hukum r,dé;t  s e n d i r i  ;n¿*.kí: rnr.kr. te rhode.p  bc-bcr-v.pr. 
c o n t o h  f o r m u l i r  y rng  d i l ¿ -:¡«pirksü .o.:-d r  S v r  l t  ¡ i s j j u tu s r .n  
M e n te r i .  Dr.lrj.i Kegc-ri No.<?21 s  t rh u n  197? k i  r.r. r. y r. p e r l u  
d i  r. tí r J-*. r. n beberep r .  tr.r.ibr.h;'.n gun r  1  eb i  h r¡:;n.j£lí:.¿k.: a s t a 
t u s  hukum secsorc .ng  dr.ls.fl hubunc-rn psi'kr.v/inr.n t e r s e b u t .

Gun;: 5*.i*sngie.i Kekcsongr.n Jiukutn d"lr¡-! p e l a k s a n a a n  
Undr.n/7,-0nr’.:.n/j Perkc'vi'n.tn Mr,k: O ubcrm ir  K o p / l /  !'n\erc\h -  
T i n g k r . t  I . ' i r l i  dengan. nv. r;>. tny ó trn.'.vO'l :V? SspU?..; b e r i  97  5 
Wo. Kosi-f.. 1 1 / c / 5 p l / l 9 7 5  t e l e i i  ¡»criisc.jukj.n u..;ul, r; pc ic .ksç .  
nr.an Un:«ang--uhdcng :Jo . l  t  .-.k u n l?7¿i d ¡'-.¿i V.o . 9 t e k u n
1 9 7 5  u n t u k  13. 1 'v, i!indu  d.si iUu'h; k v. v/d v Tas.- : len tv; .  i  ( 
t e r i  Kohc.kimnn, n e n t e r i  Ac <.r.i;r ) v r  n« b o rb u n y i  >-i;i2; k c t  - 
r.yr, c.dili-.h a e b c f r i  b.;ri> u t :

a .  An' T  b ¡'i'i. Uiiirl. Ifindu •/ ; ri/. - . ' v ; . . . - r> o--,; r  r r  h Br.
11 dr n ju g a  J t Hindu ycn¡: •: c r c d r h... ■■ 3. 1.1 . b e r.
t  c J; !u.n to r - K c .n to r  Poncctr .  t P'.'r'.: r
K i .n t c r  t s r c c b u - t  diu':..-.i-'."k, n .'.o.? > f: r-;r> U  r.p Do f. r. ; t .-u
. i> e t i  d r. k - t i  0. .-k n y ¡¡'.r-' L.i... \> r.r.--. ... i . i .  v-■ . i', .t : i 
m ui igk inkan  c'.cíany,:- pe cug«: s  pc.-.ib m t u scci .- .p d e s a .

'b .  Ag e r  ?enun ji'krr: . / :. t <•. i... a-.i’..; j u -
o e n d o c «-1 i'¿:X'is.'dli • y.'-.'.ç ¡.c; ".v. d i
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c. n ::o tugr^c-victufi.-.i ■ U' .'i.obu t v . n . dic'••»¡■kc* t  o l e h  'poiSCTin 
tr.li rtc.n tr.tr. c e r a  'i>eJ«;<&&nr.r.n tu«;.;«'" l u d e s n y a  dibirn  -
b i n ^  dc.n s \  olci -  d i r j e n  i :.ndy d.?.n liudrc. s o r
t  c b e k o r j c  r.c..:ir d e n ; j r i  ! \ v i : 5v\i:!u: MncU: .Oh.; r«  **. ;'u a-r t .

c . ¿ c t r  r-'enfirdi l . -»* ' ‘.»j;.- ir i  ru-l r'.i.!.-'S". -
i", .v ¿i.1 J; v. :rcorri .v.)  I v t  r. p- )i.: Li! . .r. Lt'.rr-i: d.-..! I
b.Cjr.r »’ i’, k U!'.; c'diit y , .r. f., h L c u L i . .

d . ‘• r l - -h r . l  yrr.j; .Vicr-ih u-hur-u: u.s t» k ».•:;. :: : :;ndi’ o,- ...'l i
g r . r  cU ii t ;l:-;:.lur v,«.; c • c’i  j-j. o 1 '•'i r-Jc-ri Cj.i"; y i i r .d ii
doa  :Ai d r . r . L . v u  c> .1. = h l:v..\cri. ¡iU;h .Oc-.'rv.h/i'ru ;.ii'. :.i l.)c. - 
er. ' .h I 1

e . Sopan b«J.u;:i kelu.?.1* y. e r :  t u r  .v.’, , 'cnc'  r..;*. t  u;;,
t ’j! ;  u t  i!?..:du, i-.fjcr c c cc. ro yori;v tucrls  b s r l . "k u  b t g i  
u c .'i c. t. K m du  clr.pct d i n y a t a k a n  3yr.h, dan d.:\lc.r,r i i c l  iAenga- 
t a s . i  Uol'wsong.-n buku.-. dr 1 .‘.¡»¿¿’.n deii^an ::><■•!*. c c  t  a t  -
c.n p e . rh e w in s r . , ki*:.ii t e l ; h  ..M’n:>'nib:i.l t i n d i k a n - t i n d a k a n  . 
s  s  b i \s a  i  b ■ ? ku t  :

1.  H e-o® t  r.»'.-: c i', s e l u r u h  C.-...ar. t ....: i d i  Proyo.nsi  »a c r  ¿»h 
Tr.. i  i>c3'i. i.obr^c i. :: .igavs i  . .encata. t  ;-'erkc;v.»iiu*.n u n tu k  

J’i  r. c»: f* r'n Suri:;..; di  i-TO.v.ntd IV.c-r: h t k .
J L ' c l i .

.i . i'o r  i*.m 1  i  r  - • f o r a u l i  r  vak'-. d i p e r l u k a n  dalr...  ’•lubui.^c.n i  
n i  ka.vii • i fod i ik t .n  J.e;^.:.n mongc.mbil b a n d in g  f o r m u l i r  
f  o r  ..u' i  i  r  p.:da K - n t o r  C a t a t a n - S i p i l  dan f o r - ; . u i i r - f o r  
. u l i r  K .T .  R.

3> kir .} a - - b i a y a  y e n z  dibebrn lu-.n  d r l e w  hubungannya  dsngc.n
• . p e n c r . t r . tft» p e r k a w i n a n  i n i ,  ka..;i t en tu k r .n  t e r s e n d i r i  

d e n ^ ^ n  nie::£&ii«biX b a n d i n g  b i . / y r  yenir d l t o n t u k a n  o ‘i oh 
k;; i) to  i ’ (<i U. t,'..n 'i i. • •'! j i1. ;i ¡.j 'V a
i' r  1 ¿’: u : J n C- i  n h a l  t:.- r a r; b u t di. r:;;:.;. b C: llii.i lo'pc.' t 
d i  scrcnl, .: ' !;  _i c. . \ n  y. c ¡.n. c r !'ir: .y.;'r.;r l»Tir. b o r  n r; c.

c,, f.c, c  r t:«.,-;-. )k: :j.^ .• y:>\£ di | ;-criu-. .u,-k.*n do
r, c-vn i t u  y c i i t  i  »:u v d-i u , -  t  ::.i. r d i ^ y  -  (’;L ;.(k^vr:  ;:.-n 

t c  -  Pf: ! i c r t r t . r . r .  i /K  .■  ̂i.o r ;'c-r.c; t . - ‘Cw*.n- Pc rk av i  n-r .
b c  5 i  u.;;r t  H i n d u  .

b .  P i ; t u g . ; f t  i>; d r .  h u r u i '  r  t c :  c .rc*c.*.:t d : . . . - ;  : ? / , ■ « o la ) -  P  e r a  e  

r i n c e h  ( a  c* b . v - . ; ,  j. r v ; ; , , . r i  ) c  t .-  r, u a i ' . l  V t -

r i s c d l u ' :  H i n t l i '  .0' c » " u . v . n  d r n  . . - . s l c - l r u k m  t u ^ r a -  

r . y j .  b o r e k - o c i r : - . ; .  n  »:•*. •. ; </. \  t ; : . u n  . 1 9 7 / .
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c'«r.n P.P. Mo. 9 t shun 1975 sorte deseen » :-ihe ti.-;.- r ; 
p.tds r.dr t setewprV. ymf; r,nr ¿-.ih 0 r- "t ■ ! en y r tr.r.nr.y .•
br.lk erhrdnp hubureen pork-winm .r-u '.ur- v̂ i'coreli-n .

c . 3  î . c.ii tido.l; bo^ubr.li prin&ij .  c1. . j p. do. i r.i ' o r . f u  -
l i r  c.çc.r dipor;:sr:r.;*;kan ..¡ene,:;b;\: b e l : o r f c c - t e r . t u . ? n k hu  
s u s .

S e l r . n  jutny«*. untuU h c . l -hi.l y-ri/; l a o i h  t o r p e r x ü c i  r.ki-'.r. d i  
l e p o r k e n  o le l i  Ter.;.i yc.np: k.v.ii hedepke.n kôpV.dc. S ; ' p n k . •

ï)<2«'.ikic.n an  tul*. . K.rnk p : tl.v.n p s rh r t j . c r i  r>{»r.k , g une.
mcri J c - . d i r »  br.han* ba>u:n ¡j :t Ii n :: n ivc...vidir.ii U e.r.ii
ni oh on  k ü b e r  de r i  Bc.pd< . -

GUB.vüi.’ütî :(S:P,:.Lâ J)££RAH 
TIKGKAV I Z :\ L I 

t . t . d .

A  A Â A  A  A.n.;s &
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PSNG.UA’.ÍAÜ GUBSKMÜfl KEPALA DAÂiïAî: THiClC/Vi' 
I  L’ALI KEP/. ">h Fa J; A UU P ATI îï-'-i- .'JE 13 A
LI rEW';' '■•.KG ?£LÀKSANAAN UM DAKG--UVI.OAWG PER-

j k a w ik a h  bag i u m a t  kîïjdü da. :íl’d;'..«, d i  s a l i
1975.j T Aï, GG AL : ?9 H  F T E M D E «

■««'•nraiTOii w j  ■ w n «

c1..-r  r . i .1 d.; i-. : .• Ii.:»n, t.* .• m  L.- ,r; r;- i': u l; i. i'!«;--

yv?.lr. D icrt.h  u; .n r,: C¿-.m¿'.t s e l u r u h  i V . l i .
O e i v . v n  a : : n , * i r c  » ¡o . i c U  r i r .k  S: r  .•it.Viintn o r . u o . c . r c '

ko Oünp ."Ci‘.r i n i  .'.rv.nr p o r i  u u n tu k  iv.:.i;i;l b s r i k c n  j y l s . « -
c.n t e n t a n g  p e l  rico;?.n : . “ n lí n ele: n¿:-Jnd.'-.n/, i;o . l  t e h u n  1 'jV k  t o n  
tr.rifs p s r l c x ' i  n;- n b ö s e r t r  ;■.<:• r,.-, t m v n  nol..: . v . n n y ye?, t u  ••
*'er;‘t u r c n  Pcúi o r  inc-.h  1*0 : ■) t^.iiun

Do v.’c.g»'. in j .  cl j. * I n cio n o s i  a  bi’vlï. ' ïu ’borbi'.i.:.^! hukur.'. p e r
b « s i  bórbc.í ' .ai p o l o n . - r n  v.w.rge. re. b s r b c g a i  

De c rr>h y « : i t u  :

- Kï.u:. orc-Rg orenjj, Indonesio .-.sli y ; n i; berÿ.3« -Islc.r. berlß
ku Huku'..i t ” spsii-vi àsnc.i'.n Un-; ~ g •-U n p.£ Ko: t ë "
hu n  5-95^.

3  ¿'.fi' o r a n g - o r a » / ;  I n d o n o / r i r .  p.rsli l p . i n n y r .  b e r l c k u  Kukum /; 
dj-.t.

- orr.n¿-.orr.r.2 Indonésie» soïi yrns bare.;,? Uristen - 
b t r l r k u  L u v o l y k s  O r d o n c n e i  C h r i s t e n  I n d o n e s i a  {S-1933  
î-.o . 7 h ) .
L<...£3. ort.,n,: i i , . iü r A s in g  ' ; h i n «  den \:¿íti;,c K o l e r a  In c io n e s i s
Us t u  ru  n en  Chine, d m  o n  -..h-. Eropj r-ort.;-. . . ¿ r« «  ne£¡’.r?. I n 
d o n e s i a  k'-*t u r u ñ e n  Jarope, bo.'.l.ri:u í- . i trb  Ujrdinfc-Knclmg IIu 
kur.i Pv-.vdr.tr- .  :

o re «.uï-vu1■ c!.*-t -
n e r e K f .  Un t u  k ür :  y  d  « • n  k c * * r & q c ^ , u  d f . l * , 9 J iu k u , . :  i ^ k u *

í»o.'-;onr..~ v . - . - r vn  I ,v.v>n v.- i o. d; ; til,..:. *•>. K ;-.uh-
!• ■.‘..1CT.LÜ U h  k  i ¡.-.li i L l l ,  Ü«\ !¡ t  . i n j .  L ; . I ¿ I ¡

b o r h c  S i l  k i t . ?  i . i l . i k l  b V ; - • i. No . I. t.:!’II :i 19?/|
.-’-J. «' t u  i ' : m  i'cs i . | <  o c  ri i ¿ , t . r : y b e n :  i ' - o r . -: r \ . n .  P c m f i n f i l a i i -

;.o : 9 tr.i'.un i v ? 5  yc*.'îg r'.-r-r-íí» b 'o r lck u  ^ f feit t i  p c r n g g c l
I  u : t  t o b - . i i  i ' >  - i ,  y  .-.i  t u  ' i ; i ;  i  .1 -* - . r i  ijo;-;-: : ' r r : r  .

. i c a s  > w-V, t e r c c  n cum c\c: 1 e..i i/n .io n g .- v n im ß  id c S n  :

i ,  i i i j u a n  p e r k c w i n c n  : : c¡ r 1 c I > ¡•.¡e.^bcnt’jk  K e lUs . r i jo  y . j t g  b e r -  
b c h í . g i t .  c  : n  ! . c ! í c 1  1 . r-c i * t . r . n y ¿ u . i s c i ; i  o c r l v .  a c l i n g

• i i e ^ b r n t u  u n  u i k  roenc r-^ r i .  ít}?c; i .-’h t-*; r.?..?n ' • j . i - . ' t t u r l  t k  n ma 
r é c i t ; ! .

en bf J»i
vi í  j: u c. --U y;
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2 , S u a t u  i torkeiw incn  d i n y a t a k a n  sah  lu).o c:i r i -:'_i! : ri m e n u r u t
Kukuri  m^cin^i-mc.i' ii ii;  !■ dan Uolr/:i'c.v..v;:'.;.:in,v;..

i
D i t t a u p i i i C  I t u  t i a p - t i a p  p.-?/kiWi;u.n ha. u: ‘¿¿ ' tk  ;n o -
l e h  r'efiiAvci P e n c a t a t  rcrka\n.ri :ui  •. r\tuk k o.'.w:', i:- n d i b u a t 
k a n  cik t e ,

3 . Unv.arit ;- ~nriang i n i  ¡.len^a.'iut a t a i  .>onOui..:i . .¡¿n>-.j apab i l . -a
d i k e h e . i d s k i  o l e h  van.j: l‘?i r-.vr^.iu’t^ r i . !.i „ukuri  c«an
aga;.K y .UU j  borur«nckut;jn  ¡r.oM._.:i. j . \ n  ¿.¡.-o v 011 «..»i i  -'»a-
b e r i s t r : 1. l o b i l i  dc .r i  siiui-^n.;.. u n tu k  i t u  c - j r i e b i h
d a h u l u  h a r u s  d i p e n u h i  s y a . ' . ' a t - s y a r a t  ' e r t e n L ' ;  c?«» 11 «nipu- 
tu;jk<-.n ul«.'h l-oniiJuUla.' i.

, Padc. p r i n s i p n y a  c a l o n  sua..o i  ¡ se r i  h a r u s l a h  as.¿t.k j i w a  
r a g a n y a  sehinjj£<s d a p a t  ' d i o a p a i  k e k a l n y a  p a r k e v i n a n  
d a n  m e n d a p a t  k e t u r u n a n  y i. n r, b a i k .

5 , D i a n u t  p r i n s i p  u n t u k  m em persukar  t*?i’ jvr.'frin.y-a. .pore  e r a i a n  
U n t u k  s u a t u  p e r c e r a i n n  d i p e r l u k a n  s y a r a t - s y a r a t  t e r t o n  

. t u  d a n  h a r u s  d i l a k u k a n  d i d e p a n  s i d a n g  P e n g a d i l a n .
B a g i  ur.iot b e r a g a m a  d i l u a r  Hindu dan /Judha, m a s a l a h  pen 
c a t a t a n  porkov / inar .  sudah  s e c a r a  r o t i n e  d i l a k u k a n  dan  - 
J u g a  d i t e t a p k a n n y a  Undang-Undang V’firkavn.nan b e r a r t i  bu 
k a n n y a  m e r u p a k a n  h a i  b a r u .
K h u s u s  b a g i  u ruat be ragam a : i  n elu dan V3udha i - ' cncsc* t : .n  - 
P e r k a u i i v n  a d a l a h  r.itjrupakai. s u a t u  iic.l y a n sama s e k a l i  
b a r u .  Deri;-.an d i u n d a n g k a n n y a - Jnde.ng~"Jndan^ i'lc, 1 t a h u n  
1 9 ? k c’cn P e r a t u r a n  P e m e r i n t a h  )':o: 9 t a h u n  1975 ,  t e t a p i  

d i d a l a m n y o  belum t e r k a n d u n g  tc?ntan£ pen ;.r.i u r  a n t a t  r. - 
p e l a k s a n a a n  y a n ^  aenyang .ku t  u,-’o t  .y a n;;, be ragam a H in d u  
dan  B u d h a ,
B e r h u b u n g  dengan  sampoi s a a t  i n i  b e lu n  ad an y a  P e r a t u r  
an  y s n c  m e n g a t u r  tc-.ta c a r a  dan p e n c a t a t a n  Perl;  a v/i n r  n - 
maupun a d m i n i s t r a s i n y a  b a g i  !j.;iat H:V;icU'. r’, a n . ' ;ydha, k am i  
■nen&ambil  k e b i j a k s a n a a n  dan s e b e r a  cli l ,k.so'n;;ken t e r s e 
b u t  y i . i t i :  u e b a ^ j .  b e r i k u t  :

■ i s t s  c a r a  perkav/iri&ii yi’.'i& s.-- .;pa:i i  i n i  d i a  - 
nvst dan  d i l a k u k a n  oU-h U-v-t ..¡.n(’u n .¡•.'.¿¡i,' £-<:su;a 
a s r ^ a n  k e t e n t u a n  Ag..:m-a/a<i- t  m - . i , v  !•'M n ;.: , t e t a p  o e r  
l a k u  s a h .
.!a 1 .1 n*', t i d a k  !w;-vi u .1 «'• 1 ;> 1 .• ' V ’ • ; ■ -
'?!in<;?u dan  /Judha s; r 1 i  <■■;■'. :i m. i  t e i • u 0 •
d e n ^ r n  t a a t ,
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6.3ot&Xc-h cx\r<»t p c .rU ?  v .-:fc ¿'h C c. »u; t  sel:?,
ku i’c sa v w i P«*ncc. wi.t i';, r!: u:it\:k i. .Vj.udu oc.n
Rudhtt, I l. I u. dikolviaïki-.n Akte ; seb^ijc.i Con
to h  ( .11. I a ) .

n er ifcen a i  A k tc  P s r c c r t f i u . ' i ,  ;.'0 .bih r ;  nnye -.i-r.¿..••n Ak
t e  '»5»»i*.;?îïfinr.n y r . i t u  r.o to l  -h •. _• <s d i c c . t n t  vo 
n i s  «.U*.r Pengi-. 'l ili .n  ^ c ^ .o r i  n; t . .  vU an r.>.:rcci’v.ir.r.
t e r s e b u t  l;.;Ju d ik e lu ; ; rk i ' .n  Ak t  e  ç o o;-. c o n to h  ( ï  V?. "1.

I I I .  :

Seti;-: c o e rk a w in « n  F e r  c c rc  i  a n c.ko.n d i b s
ta n k ? ,  p. den  n .-•¡u a  t  u o i?, y î\ A i k a n i s t  ¿“. ' S i , y : n. .j haru?-: c\i
p i k u l  oJ. el- v sn  . bf. r s u n ^ ’u 11  -r.n ,
Ac\sp5.i:i 'oes;i’. rn y a  b i a y a  akan- k c.;.:! l e t u p k e n  k« ..’.rnic n .

IV , ?  e p. u t  u p

»•l&l-hr.l y .'• ) i l e b i h  .i c n d t' t i  1  cn-.-i in'.l i n i
b s i k  ten tc .n* ; t  î: t  a c ~ r ^  p:> ic r : t  a t ; -n n y a  . c';,u n i s  t  i n c i 
n y a  «r. k  f-r. d i j e i e s k u n  l e b i h  i c n j u t  o l s h  i’o jc .b« -t-p?  
ytr.rifr b o r  s  r. n ;;k u t  c. n .

DÂi-iv.i.iii r.r; i t u  .>-cia ©ont in.,. kur.ii bui;;:- c-.;:pû-.Uni y *'¡¡5
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Dei.'ikirn'J. r.ii r.:h .’ r. '

t a  p e r i u ’.l.icin con per.}; e r  t i c i i  . * c ; . ......
hxn£;i,C: r.pv. j  ;.:on jacsi iuju;>n l o r l .
Wo , 3. t a h u n  1 9 7 ^  b o  s e r  t a  per«:  v. u r o n  P - i . i o r  

3 9 7 5  <■’ t  'p;'-1 d i e  r. i .

S e k io n  ,

Ai'l . k .^PALA '■ i i . 'ü '/ .T  I
tí A I. j.

S e k r e t a r i s  -.7 j. I  a y s .h /  Da s r  a i i ï i r . £  -  
k ~  t  1 ,
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Yang berlanda (angan di bawah in i :

1. N am a : l W AYAN G EDE W INARTA

1 em p a t  / tanggal  lahir : DENPASAR, 28 l*EBRUARI 1982

A g a m a  : HINDU

Pek er ja an  : SWASTA

A la m a i  .  : JI.N. T U K A D  M ELA N G IT  NO 20 DENPASAR

UR/LINK KAJA KEL.  PANJER. DENSEL

S e la n ju tn y a  d iseb u t PIH A K  I (Pertam a)

2. N a m a  : NI MADE NARIATI

l em p a t / langgal lah ir : GIA N Y A R, 10 JULI 1982

A g a m a  : HINDU

P e k e r ja a n  : SW A STA

A la m a t : DSN/BR SEM A O N  D ESA  PUHU

PAYAN GAN G IA N Y A R

S eU in iu tnva d iseb u t PIH A K  II (Kedua)

D en g an  ini m e n y a ta k an  bahw a saya Pihak I (Pertam a) dengan Pihak II (Kedua) telah sepakat 

un tuk  m e la n g su n g k a n  p erk aw in an  secara A gam a H indu atas dasar suka sam a suka atau cinta 

sam a  c in ta  ta n p a  ad a  u n su r paksaan  dari pihak manapun.

D e m ik ia n  s u ra t  p e rn y a taan  ini kam i buat dengan sebenarnya untuk disam paikan kepada orang 
itin /  k e lu a rg a  P ihak  II (K edua).

Yang M em buat Pernyataan 

Pihak I (Pertam a)

l / #
( I W A Y A N  G E D E  W IN A R T A )

l’ih ik II i Kedua)

( .M M A D I -: |N A K I  A I I )

Mengetahui
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5. Sakaluw inng upakara inucap ring ajeng m angda k am arg ian g  sa k a n tu n  rahi- 

na.

(5) SajeronLng panycp ian  yan krama desa adat pacang ngam argiang kadi karya  inucap , 

m an g d a  p o lih  panugTaha liybi sakingprajum desa adat.

(6) P eca lan g  desa (petugas pengamanan) wenang nureksain yan w e n te n  sane m n m u ru g  

1 ka trep tian  panyepian punika.

(7) S ane jan ten  sam pun iwang mangda kabaw os antuk prajuru desa  ad a t, tu r  k a p a tu t m an g d a 

naw u r p inanda.

! SARGA V.

SUKERTA TATA PAWONGAN 

P a l e t  1.

Indik P a w i w a h a n  

Paw os 61.

’l )  P aw iw ahan inggih punika patem oning purusa predana, m alarapan p an u n g g a lan  s u k a  cita 

kadulurin  upasaksi sakala niskala.

’2) Palaksana paw iw ahan luire:

1. Pepadikan /  Ngedih.

2. N grorod / nglayat.

3. N yeburin utawi sentana nyeburin (risam pun nganutin  u p aca ra  p a m e ra sa n ) .

[3) P idabdab sang pacang mawiwaha patut:

1. Sampun manggeh daha-teruna.

2. Sangkaning pada rena (tan kapaksa).

3. Kawisudayang prade pangambile tios agam a m iw ah kap a tiw an g i.

(4) Pam argin paw iw ahane mangda taler nganutin U ndang-undang P erk aw in an  sa k in g  sang 

ngaw iw enang.

Aw ig-aw ig Desa Adat Panjer L c p ita n  27
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Pawos 62. |
(1) Pawiwahan sane kapatutang ring Pesa Adat Panjer sakadi ring sor:

1. Pawiwahan manut upacara Agama Hindu, patut kadulurin antuk ilikita 

pawiwahan tur kasaksiang niskala antuk pandita utawi balian sonteng mi* 

wab <:aka!;_.e antuk Prajuru Desa lan Dinas.

2. Ilikita punika kamadelang antuk Kelurahan tur katumusang ring sang 

amawa rat.

(2) Parabian sane tan manut kadi ring ajei , sinanggeh tan patut (tan sah).

j Pawos 63*1
(1) Yan mapikuren majalaran antuk ngrorod utawi nglayat kapatutang saking lanang:

1. Panglukuan, ngwentenang dutta majatiang ring kapatutan sang istri.

2. Ngluku kamargiang sagelisnyane sasampune sang istri keni kaambil tur nu- 

ju ka'.a wengi, sakirang-kirangnya 24 (pat likur) jam.

3. Ngluku patut kalaksanayang antuk sakirang-kirangnya 2 (kalih) diri tur 

makta suluh pinaka ciri.

4. Sajaba wenten kakewuhan panglukuan dados kamargiang majalaran antuk 
surat (sewala patra) kaater’ oleh Kelian Dinas sareng utusan.

. , (2) Mapikuren dados taler kalaksanayang antuk mamadik / ngedih kamargiang manut kadi 

tata cara tur sima dresta sane sampun katah mamargi.

(3) Siwosan kadi cara ring ajeng, taler dados mapikuren antuk nyeburin utawi sentana risam- 

pun nganutin upakara pamerasan.

I • \ Pawos 64.

°elaksanaan pawiwahan tan patut kamargiang sakadi ring sor.

;i) Salah jejuangan kalih salah timpal, manut kocap sastra agama luire:

1. Lanang istri papemahan meme atawi rerama.
«

2. Lanang lawan istri (nyama) tunggal meme tunggal bapa.

3. Lanang lawan istri tunggal bapa lian meme.
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4. Bapa kalawan pianak.

5. Pianak kalawan meme, miwah patemoa sane siwosan tur sumaih sakadi ring 

ajeng kawastanin gamia gemana. Jadma punika wenang kadenda ngupakara 

desa sa'.adi pamarisuda kaletahan.

(2) Tan kapatutang ngamarg' ng patemon kalawan buron / sato, ika ngaran salah krama. 

Jadma punika wenang kadanc mangda ngupara desa makadi pamarisuda kaletehan.

(3) Yan wenten sinalih tunggil krama desa adat Panjer kadapetan / katangeh ngamargiang 

patemon kalawan anak istri utawi anak lanang siwosan ring istri utawi suaminyane patut 

kadanda ngupakara desa.

Pawos 65.

(1) Anak muani sane nyeburin sentana luh tan dados malih ngrereh rabi yan tan poliii kabe-
{

basan saking m&tuane miwah kurenan ipune.

(2) Yan sampun polih kabebasan punika, pianak sane medal saking kurenan ipun wawu 

(kaping kalih) patut polih padum saking padruwen I Sentana sajawaning wenten 

pasubaya.
•« '
(3) Anak muani sane nyeburin santana luh, tur sampun ngwentenang pianak prade padem 

j matua miwah kurenannyane sane kaceburin punika tan dados ngrereh kurenan malih yan

tan polih kabebasan saking pianaknyane deha teruna utawi pakulawargan purusa prade 

pianake kantun alit-alit.

(4) Yan sampun polih kabebasan punika I Pianak sane saking kurenannya wawu taler patut 

polih padum waris saking padruwen sentana sajawing wenten pasubaya.

i(5) Anak muani nyeburin sentana luh, prade padem matua miwah kurenannyane sane kacebu

rin punika, tur tan maduwe pianak, anak muani punika kengin ngrereh kurenan malih.

(6) Pianak saking kurenannyane sane wawu patut polih padum waris saking padruwen sen

tana sane kaceburin.
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* »• PULIS1AW NGGAK* R'̂ UBLIK INOONUSIA MODEJ. ■ B
DAEPJM DALI KEJi/IATAM ) ---  “

_ RcSORT TAHANAN______  f'Cl.AMOGA/lA/J) YA/JC" OlLAPORKA’V
‘7 .  "  '  L A J/ I -  L A I NrcvO .'liärriA . • r.j

LAPORAN POLISI
NO. PCI. LAP / 63 t V II / VOOt / PO'-RfeS TB.M

•i
'i

P¿ KlST.yVA VAN O  TI-.VJi 1>J

1. W»>£j h* jadian
2. T*mpot k »Jadian
3. A j»4 w  ¡tol

i S I -  3

Or.l CEDE KET UT P.ANAYANA. LaKUj'U. 53 taftun. PN.?. ICftOU. B«P. IndonyJlJ. A.'5'iiít 
Jin. ZambaiU li n<> 21 XO«rnpasar Tolp »127311 .______ ________________

i. ¿ a g a im z .ts  : * : ; * a i  
•

b. __
»iNCAt-- PIO¿J4A. i.F"A J

(SW ve l.llri»
Sumir / Tic j* Sl’hei .

Pada Sfcft»Lingga'02 Ji'll 2000 aiJa ]a<n?t.30wHa.
jjln. Ratna no Dtnpa.iar.
i i
Melarikan enak tanpa st.jln orang bia (P«lap)rJ.
a. Ptlafcu : I NENG AH KUS UMAJA YA. La »L ski. H!n3u. Bali. IndcncsU. Alamat B r

Satungsel Kaja, Ds. Batciiff j«l. K*C. Pupusn. Keb. Tcbanjn
o. Kctbar. : Nl MADE ALfT CANDRA HANI PUTRI. Pvn-nipuan. 13 Tahun.

Mahasfyvil.'HInclu, Bali, Alamat Jin. Zamt.'ud II no »I X Otnpasar T«lp.
422211.

P«l3ku telan mtlarlkankan Korban (Anak P t lapor) dan ka-. .V) Ijfl vanpa ftrstn.jijt'l oting 
tua Korban (Pelapor). ,J
Ol Poir«y Taoanan patf» h.-iriKamis tanggal 19 Juli2001 |am 16.00 Wlte.
HAMA PAN ALAMAT SAKSI-SAKSI .

Or. i CliDC- KSTUT RAN̂YAf-IA (Pdljporj, Lekl-LaW. S J Tahun. PNS. iifndv. 6 *11. 
Indonestu, Alamat Jin. ZamUud II no 21 X D«npaca.-,Te>!p.422211.

fc;irany BuUI Pada hari Seni« tanggal 02 Juli 2001 s u kir a Jam 21.30 wtfcj Kor6andaU.;ng dari Malang 
J oan turun dl Terminal Ubung. Kemudian ¡Oroen Cljt̂ nput o;»n_P*tol4i dan m«r>ga;akn/a 

ko J t-. Rainuno - Denpasar. Sitalah liu Pelaku menqaĴ K Kurban ke 6r. Botungcol 
K»Ja. Oi. Butungaol, Kec. Pupusn. K#b. Tabanaq untuk melaksanakan pwlaxtnan 
t >cara knv.ln Iuri. ,C,'ang tua Korban (Ptkpor) tidak mtnyoujjl/ merostul p<>.'k»Aii<an 
l6rsibut karena Korban belum cukup u/rw' dan sodanj mengikuti pendidikan. Atas 
kejadian tersebut kemudian erang tua Korban (Pelapor) mtiapoikan kejafllen iertebut ka 

___ _ Pol.-1 3 Tatanai untuk mendapatkan ptnantionan lebih I8ft)i1._____ ___________
Po!t'3cr I p.ngaifurr i-nbo.iarfan $«muj kolorangonn/a blatas dan kornudlan >ki:l membubuni tanda Unjan supartl 

/Iifc3«V6.'l Ini.
¡ Yany W.lapor

^  ¡ / '7 $  0
Dr I OEOE KFTtnr RANA'/ANA

" I -
m r» AKAN YANg TBL/̂ W t ¡LAKUKAN: '
I. 1.14 n «rimo Lapor »r:. 
i. U »mboa t Uapwa n F-MUrl.
9. V«ncH»t seV.tKsal:̂

m m•< » i Y V'* '--y\TVL-. j—♦ # At*Ss¿/

^ N Ü f  m H U i :
C Í K Í I .I S U J I  R E S O R T  TAHAtlAJI

n m r n

T a b3n .n i ,  Iti Ju li 2001 
% a n j7 W tiT ib 'j.il  L a p o r a ii

UKIGPOL NRP 7010327-4
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SARGA -  D

T R L P T i a i i / G  FAV/ONGAK

PAj.-ET X I X  
i - i D I K  PAV/B/AIIAil

| | |% jO S, 3 9 «  . r A o l l i L A  AxiAKl  R A B I  «j

I n d ' i k  i ' - a s t i k a  a l a l c i r a b i / ' o o v / i v / a h a n , 

r i n g  D e s a  A d a t  p u n i l c i  k n t n a n g g e h a n g  

D a g i n g  U n d a n g - U n d a n g  P o r k a v / i n a n  13_e 

g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a  l l o . l  T a h u n  

1 ^ 7 4  m i w a h  P P  H o . 9  T a h u n  1 9 7 5 .

* 2 $ .  S i n e l i h  t u n g g i l  K ra ia a  k a p a s t i k a y a n g  
a y a h  a l a k i r a b i  y a n  a a m p u n  m a n u t

r i n g  d a g i n g  u n d a n g - u n d a n g  r i n g  a j e n g

a a h a  k a - . ' M a h i  V / i d a n a  m a n u t  a d a t  l a  n

A g a s i a  H i n d u .

P a u s  e * ; ,  h  e  n p a w i w a h a n  a n t u k  u p a k a r a  

W i d / i i  V / i d a n a  v . a n g d a  k a a a k o i  o l i h  

P r a j u r u ,  t u r i n  p a t u t  t a w u r  j i n a h  

• o a o a k o i a n  s a n c  I c w e h n y a  m a n u t  p a r a -  

r e m .

'Z n n i n g  w e n t e n  i  K r a m a  m a r a b i a n  r i n g  

a n a k  magarna t i o s a n  r i n g  A g a m a  H i n 

d u  • u a n g d e t i e  k a p u o u t a n g  u p a k a r a n  

i p u n  k a a s s a r i n  a n t u k  p a s i l i h  a s i h  

s o a n g - s o a n g  k u  l a  w a r g a  survei n g a v / a -  

k i n ,  t u r  k a a n u t a n g  r i n g  U n d a n g - u n 

d a n g  P e r k a w i n a n  r i n g  ¿ i j o n . ’.;;.

5<J. P a w i w a h a n  t a n  k a m o n g g e h a r . g  a a h  :
a .  T a n  n g e n u t i n  U n d a n g - u n d a n g  r i n g

a ; i e n g .

n -

$  $■ *
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b. ¿ ¿ .n a l ih  tur.’/r^ il  nen te n  n y s z - e n / z i n  

n a tn b  u p acara  pasek apan .

d'̂  U p acara  kaniargiong madaoar papak  
s a a n ,  K a c e t ik  (patiipuan) la n  ke
k e l i r u a n  ( k a l i i l a p a n ) .

t u t  pra¿r»angkin masadok r i n g  P r a j u -  
r u / K e l i ' i s n  B a n ja r .

2 ) .  I  P ro ju ru /:C e I i ija n  B an jar  Adat pa
t u t  c ¡ i , \ e l i u  n e t e s  sang n g r o r o d , ma. 
lea ím?3 tan.'i u a r i t iy a k s a y a n g ,  rnanut 
u tav:i t - n  -.;ar¡ut r i n g  c r e s t a .

-Í3§. B i l i h .  sampun pam argine nepelc r in g  
ü r e í í t a ,  uvrorod  -niwah sane
na ‘.¡r;is; i: ,  u o l i h  paraikukuh poaayuban  
M anjar r.akadi Prajurune«

•4$. P race  p e : :3 r g in e  ta n  manut r i n g  d r e s  

t a ,  P r e ju r u n e  d i . j c l i s  m eladang,  
sa n g  k i n i r a k i r a  k a t e t c h in g ; ! .  awehin  
p a sa y u b a n  r i n g  j r o n  k e l ih a n e .

5 $ .  K e l ih o n  'Oonjare p a tu t  d i g e l i s  ngu_t 
sa h a y a n g  ¡nanut w iran g  san g  k a t e t e -  
b asa n  p u n ik a ,  prade dolí genah l i n £  
g i l in y a n e  r i n g  dure B a n ja r /D e a a ,u t~  
oahane k a tu r  r i n g  aang rumnoe(Pem£ 
r i n t a h ) .
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f«— y  : —

£ £ . :;.a :.i£ jeko  a s s a m p u n e  k a p a r i t e -
t e E ,  y a n iu g  ip u n  w a rg a  B a n j a r  p e 

t a :  k o d a  rida m enu« p a r a r e r c ;  n s n g i n  

¿ a ti  ip u r; wong d u r t  P a n j e r  p a t u t  
icctunda»;,^ s a k i n g  v /a w id a n g a n  Ban - 
j a r /  w e sa  A d a t .

7 ) .  Kram a s a a e  p a t . i t  K a te  t  e s  s a h a  k a -  
- u r e k o a  d ia n u t r i n g  p r a k e r t i n n y a n e  , 
yo n  3 a r i i r o n  r i n g  c o r a h / n y a r e n g i n  
.•a ia e k a y o n g , w en an g  k a d a n d a ,  a g e n g  
a l i t  m a tiu t p a m u tu a  P r a j u r u  s a h a  
k a te p e lc a r ig  r : '.n g  Ka r a r e m .

P a o s  4 1 .  i\TETE¿ J
1 )> S a n g  m asc 'S erG p  p a c a n g  n e t e s  p a -  

n g r o r o d a n  p a t u t  m a s a d o k  t u r '  n u n a s  
, p a n u n tu n  r in /?  P r a j u r u .  I  P r a j u r u

p a t u t  n u rc lc s a  san ,?  n e t e s a n g  s o o e -  
r e p  p u t i i k a ,  j a t i  t a n  j a t i n e  p a t u t  
p e r n a h  w i r a n g  r i n g  3 a n g  n g r o r o d  .

2);y Y an l i n g g i h n y a n e  j a t i - j a t i  p e r n a h  

w i r a n g ,  K e iih a v :  3 a n j a r e / P r a j u r u n e  
p a t u t  d i i e l i s  n j a x e r  s a n g  m a s e s e -  

« r e  p p u n ik a  kaurviali g e n a h  e a n g  a g r o

r od.

J s n g  m a s e s e r e p  p a t u t  t i n u t  r i n g  -  
ü a p i t u d u h  p r a j u r u n e  n g e n i n i n  p e 
n e t e s  p a n g r o r o d a n  i v / i r e  :

a .  l í g e r a n j in g  k a u m ah  i n ú c a p  t a n  
l s n g k u n g  r i n g  2 ( d u a n g )  d i r i  .

b .  T a n  lc e n g in  ra a k ta  s a n j a t a / g a g a -  

w en c a k a  l v / i r e .

c .  T an  k e n g i n  m abaw oe k a l i h  r ^ a t i n g .  
k a ’n  p u r u s a  ( n u n g k a n g ) .
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KAM F.DALANG OLIH : 
KRAMA DESA ADAT TANAH EMBUT
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■ j ( 3  J P a b e r a t a n  i n u c a p  k a m a r g i a n g  s a j : e n g  senvftng n s a n t o s  b c - n o a n g n e  
s e m e n g  r a r i s  k a s u a r a y & n g  k u l k u i  p i n r t k a  r : h n a  s e m b a k  .

[| ( 4  ) S a n g  inamurug k e c a p i n g  ajenj-.; j : e n i  pam .dc-inua p c - r a r i m
. d e s a  a d a t  k e m a r g ia n g  a n t u k  p e te - i  i k < i a  n n  c. <-■ rs n

( 5 )  R iw u s  r a h i h a  N y e p i  b & n ja n e n e  m aka c i h n a  ; : e n g a w A :  l e a k  a i v a r s a
p a t u t  s o a n g  •• soa rig  wa r g a  Dc-s-j sara i  n i  S K i i i i i  .

SARGA V 

SUKERTA TATA PAWONGAM 

P a l e t  1 

I n d i k  P a w iw a h a n  

Paw os  51

( 1 ) P a w iw a h a n  i n g g i h  p u n i k a  p e t e m o n i n g  p u r u s a  p-r -1  c! a ri  s  rr* r=- i a r a p 'a r ;  
p a n u n g g a l a n  k a y u n  s u k a  c i t a  m adu I u r a n  v p s a . s k s i  s e k a l a  
n i s k a l a .

( 2 )  P e n g l a k s a n a n  p a w iw a h a n  l u w i r e  :

a .  P e p a d i k a n  k e in a n g g a l : .  a n t u k  p a k r u n a n  :

b .  N g e r o r o d  ■ y . e r a n g k a t  r  i  y i  n wawu kakrunaya!*..-;; :

c .  N y e b u r i n  u t .aw i s e n t a n a  n y e b u r i n  r i s a m p u n  : :^ a  t i u p a k a r a
p a m e r a s a n .

( 3 )  P i d a b d a b  s a n g  p a c a n g  snawiwaha p a t u t  :

a .  Sam pun inanggeh  d e h a  t e r u n a  ( p r a s i d a  n g a n u i  i n  i i n d a n g  
U n d a n g  P e r k a w i n a n  ;

b .  f a n g k a n i n g  p a d a  r e n a  ( t a n  k e p a k s a  ■ ;

c-. H a r .u t  k e c a p i i g  Agama < t a n  S asn ia  >.;a:nana > :

d .  K a w is u d a y a n g  ( ¡r-udi W adan i i pra-:k- pengar.ii.  i  2 - :  i o t:  Agama
miw&h ke  p a t i  v.-ari g i .

C 4 ) P e : n a r g i n  Faw .ivahari ¡Kanada r .a . io r  ¡-isa.’i’. : :  Un.:: :.'n ■::■■■ r.;:'
P e r k a w i n a n  s a k i n g  s? i1 n p R g a w e w e n a n g .

Priwo:;

( 1 )  P a w iw a h a n  s a n e  kc-pav;! :  a  n.-.i r i n g
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( 2 )

Tit t. c* 

.

b . P 

1

a .  S am pun  k e m a r g i a n g  p a b y a k a i a  u t a w i  p e s a k a p a n . k e s a k s i a n g  
s e k a l a  n i s k a l a  a n t .u k  P r a j u r u  l a n  D u 'iun D e s a  :

b .  W e n te n  p e s a k s i  P r a j u r u  s a n e  m a p e k e  1 i n g a n g  u t a w i  
n g i l i k i t a y a n g  p a w i w a h a n  ;

c .  P a t u t  n g a t u r a n g  p e n y e e b  l a n  p a n g e r e b u  r i n g  K a h y a n g  D e s a
l a n  p a t u t  n g a t u r a n g  p e k l a c i _ _ r i n g  P u r a  E a l e  A gung  i n d i k  
s e r a n a  mami t- d r e s t - a .  "

d .  P r a d e  s a n g  m a w iw a h a  k e t i y o s  D e s a  s a n g  n g a m b i l  p a t u t  n a w u r  
p r a b e y a  p a n g e l u s  k e ro f c  m a n u t  p e r a r e m ,  s a h a  d u d o n a n  u p a k a r a  
i n u c a p  a k s a r a  c  r i n g  a j e n g  p a t u t  k e l a k s a n a y a n g  a n t u k  K ram a 
s a n e  n g e r o b a n g  s a n g  m aw iw aha  ;

e .  P i 'a d e  s a n g  ir .aw iw aha  t a n  n g a n u t i n  p i d a b d a o  a k s a r a  c l a n  d 
t a n  k e d a d o s a n g  n g e r a n j i n g  k e  P a r h y a n g a n  D e s a  A d a t  ;

f .  S a m p u n  m a t e n e e r a n  s u a r a n  k u l k u i  m aka c i h n a  sampi'.n s a h  
i neper abi an .

g .  P a w i w a h a n  i n u c a p  r i n g  a j e n g  sa m pun  j - r e c a t a t a n g  r i n g  K a r u o i '  
Camat, u t a w i  K a n t o r  C a t a t a n  S i p i l  K a b u p a t e n  D a e r a h  T i n g k a t
I I  B a n g l i .

P e r a b i a n  s a n e  tar*  m a n u t  k a d i  r i n g  a j e n g  s i n a n g g e h  t a n  p a t u t

P a w o s  53

c a r a n i n g  p e r a b i a n  p a t u t  s e k a d i  r - in g  :';or :

S a p a  s i r *  u  t  i  p a e -a r t^  n iv  r w a r a n g s n g  p a k y i u w a r g a  rri-:-r-: i',
r i n g  P r a j u r u  , s e i a . - . t . o r r c y a  p r a j u r u  mari'*' ■:-> r. a s  a n u t  t a n  m a n u t
k e k e c a p  p e r a b i ' s n o  ;

e m a r g i n  pr?pad i-ka:; . iu-.’ion.'i r: :

P a k r u n a n  j  a n t e s  p i r : g  t i g a  . s a h a  s o  ari:?- a c a r :?  rne ¿ s r a p a n  
a n t u k  :

a .  A n t u k  c a n a n g .  T a k s u  :

b .  K a  p.i r:;; k a  1 j ‘n a u t .u k  c a n a r i f i  l a n  r; a. i •.•). :

c .  K a p i n g  t i S a a n t u k  t i p a t  B a n t a i .  k e b a w a s  p e m u p u t  
p e p a d i  k a n .

!. R i s a m p u n  p r a g - s t .  r a r i e  s a n g  . i s t r i  kea .i  a k  o u d a  i r  i  r i.i
p a k u b o n  s a n g  l e m a n g ,  s a h a  k a J a r . t u r a r i g  u n t u k  y a o y a ^ a i a .

M a r. .c c: a
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3. prar.ai. «. uasur r.* k a i a ni -i: v-,
makra i--.- - r ■  ̂ v r .-h : :

l'rii.ie iij;'':o;',''.: '.:1. .v..-: i .....

i . R*ram.'»n ns?wen^eM:;isefciransr.ys i : z n i ih • ¡iri:
2 . Pagcj.aha:; v?.:; kc-n?.i :s rsaderfing :;iabyftk:i lv..

. d .  S a j c r o n i n s  pai:ru,;ar; /pc-naeiiikuan j-a ti i’ :

1. K a nt i- n s ;? a I a arr.uk pc- rjcampui'a r r a r  ; - v. r.c- ;

2 .  Kaigusn&ne bawr:;; . id ih  p a k id ih  1 f.... ;.c-say.ar. turt-p. r i n g
pasuw akan san g  n s i d i h  caha riev/asa pak r  a:: ka:^ ::ean r  iw«:--:.-.-.»:

3 .  K sc ih n a y a n g  i r .d ik  V: apu r  v. s  v. uvav:: 
h a j e j e r a n g  ' kcr-af.ur- n s ic i ih  anak  _ a n .-.¡n;, 
pawiwahan n y e b i i r i n . t u r  
kam anggehans ster.z&rii* n y eb u r i : ' . :

«i. P ra d e  ta n  v.^rima pv lak u an  c-.k i r. r;,; ia:*:;*
• j a n t o s  p in «  c i ¡¿a. y en in g  a n r r-n c- c:-.:-.v.:ur. c /.a  nu-. i:; r. i :: a b c: a K- 

san g  p a ca n g  nwwiwaha, up.«vkara p a t u t  k i  a 1::? a r. a y a r. y-. .j&na 
kam angga la  a r .tuk  i r a . iu r u  A da t.

e .  P ekrabkam bean  m a p i te g e s  u p a c a ra  t i n d a s  -vpa ::at< ■•’. • ;• v.v.:t •
m a p ik u re n ,  dw aning  ¡namu. s e k a d i  r i n g  i .e r  :

1 . S a j e r o n i n g  kabaw^w r-.rr.bo . keiaksanayar;!.*. r  i .-.g a-.vka; a n i  s  k a  j. s» 
a n tu k  s a r a n a  J e,} auman miwah p a w id h iw id a n a  :

a .  Jejaun-.an p in a k a  n<?amb<?. • naa  *ur..:;. r. ¡r ~ r.
paku iawai-g -. v.- ;i c i : j e ;

b .  W i d h i w i d a n a  ’ p :  n a k a  peci a t. i n i *•.« a - *••• s-, i: r . 't c  v. r i i ' . a
p e m e r a . i a n  kfr:rv.:iar.nya .

2 .  S a J e r c n in g  bawos k e ra b  p e ia k s a n a  r i n g  :

a .  Antuk p e s a k s i  Krama Dosa dw aning  k r  a!:, a  r.;- a r. v u k
te n g g e r a n  k u l k u i ;

r: r. a r..a ri-..',;-,;
;:-ant? k 'i b.w-.’o:. 

•.■: a . J t - p i

b . Pa:nekas p e n y a k s i  P r  a „i v. r-.; 
n g i 1 i k i  t s y a n y .
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P a l e t  2

1 r id ik  N yap.ian  

Pawos- 54

( 2 )  l ' a w iw a h a n  p r a s i d e  k a w u sa r .R  m e l a rapa .- : 

u t a w i  k e p a d e m a n .
p a  i  a s  p e  r  a  s:; 1 a n

( CJ i Wusan m ap ilu :ren  r i a n t u k a n  P l r . s l i h  visne;;’ 1  secia siapi r .s g e s  
b a l u ,  m ekadi b a l u  i a n a n g  u ta w i  i s t r i .

( 3 )  P a l a s  p e r a b i a n  , i n g g i h  p u n ik a  s a n g k a r . in g  m aw iw it w ic a r a  .

C 4 )  S a n g  a y a t  p a l a s  m e r a b ia n  p a t u t  a t u r  s u p e k s a  p a i l i k i t a n  r i y i n  
r i n g  s a n g  rum aw os i P e n g a d i l a n  N e g e r i  ; w a s tu  t i n a s  a p a d a n g  
p e m u tu s e  k a b a w c s  r .y a p ia n  wawu P r a j u r u  n y i a r a n g  k a w e n te n a n n y a  
r i n g  D e sa  s a h a  k e n i  p a m id a n d a  m anu t p e r a r e m .

Paw ou 56

T a t a  c a r a  p a l a s  p o raL -ian  s a n g k a n in g  pad a  a r s a . - i i i a  s e k a d i  r i n g  
s o r  :

a .  Nawur p r a b e y a  p e s a k s i  s i n a l i h  r u n g g i l  s sa ii  .".'.atenga :

b .  F a g u n a k a y a  p o l  i h  p a h a n  p ad a  :

c .  P a b e k e l ,  t a t a d a n  s o a i i g - s o a n u  k e k v a s a  n i r i " n i r 2 niiwah w a r i s a n  
k e k u a s a  a n t u k  p u r u s a

d . N g e v e r u h l n  a'.iwah r. su p »  J iwa p r a t i s o n t a n a  ¡nanut ¿'waca'.'iiisMn;;, 
g u r u  r u p a k a

Paw os 56’

Prade- s-iwekitL: s a n g  p a i  a r. k e c lim un  advv.-sg 

a . M e e i  a  k s. a n a y a n g  p «h v. ; . h a n m a 1 i h ;

b .  Ke da rida n i ke i  saY:in& p a l a s s  :

Pawos 5V

t l )  S a n g  b  a l u  k f t f e in a y t r . r  .iaJc.-i-. :

•V'i
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J U r i U t e U l w .  1 L A M P IR W Î  V I - 1
[

Ifomor t 7Q T/ P ld .B  /  -P lu 'D on^

2_SJLIJLA__-__

( I ).

7 ^fiTi Poroidongan Umum Pongad.llan tfogori lo n p a o ^ r  yasff ooxxDrUujtu - 
f 0*. ® °n gad lli porkara *- poi’kara P idana-dongan .loara  b ia a a  dcJ.an Poradi- 

^nífka.t port tusa b-aroidang .donga:i Hakim M a jo lio  d i -  Ruangan oicLa« -  
^ J i n d i l t n  " ogori Donpaoar d i -  Jalan  P.B .SudX rnan No, 1 .  .Ofccpamvr
£ ¡r a  tS d a fcw  — a | -lp—̂  ” _  ' ^ f 01 *- £ 8.-- J^kS-t! l à .  _22¿L> daltvo por -

H P L T A D I ,  -------

raw / tan ggal la h ir  21 tahun, . jo r io  kolomijo l a k i - l a k i ,  bo.vJcobazyoaan 
xnaonaaia, ¿ g , ^  _ Zalam ,  potorjaan  -  o o p ir /  tom pat l a h i r  ¿ i -  Xooioa.1»  

a la « , bortompat tJ.nffga3.dX- Jalan  Kart i n i  H t. 5 Wo.no la r  i ,  X'nap\it>f7 Jatiu- 
Kodya Donpaoar/ -

* TezxLpJcim d ita h a n  se ja k  tauggal 7 J u n i 1997 isanpai dondon oo 
raag ) . - ----------------- -------------- ----------------------------------------------------------- ------

1 KETUS1 SUU.UIMA, SH. ............................................. /Tn>.i:a Ko tu a  .V A jolio  /
\\ x*^* SH«  ................. . . . . . . . . .  J  it-"'cj*jrî Af*S£ o t  a ' i
3« XY, WATAU MAHIATI, SH.. . . . . . . . . . , ......... A c c o t a . J
4 .' I  DEWA JUBE OUJEKDRA,  ......................................  P a n ito r ft ?on£.j«citi ,
1 *__Î1 AN'j AR NAHOR, SH. ......................................... -V3 n un t  u t  Ursurs ;

u o to la h  oidung a ib u k a  da« diiiyatalcim  to r tu k A  u n tu k  ustili o lo h  
Hakim Xotua M a jo lio , œîüca kspoda Jakaa .?enuntut H^un d ip e r in ta h k a n  untuk
“onghadapkan terdakim  knruaTig porsid/Jagan.----------------------------------------------------

••- Tordaktra. datang mobgiin/iap oondiri koruarvg po.reidaugan tanpa d i -  
longgu nkan to to p i d ijag a  dongan baik ololi Potv'gnn» k o ru d lan  a ta o  for— 

ftnyaan Itakiro Ko tua M ajolio oaka ia  mengaku borna-Tn i — —--------- - •**

— ¿ U L k J .A J L l‘
VmurJ tu n ggal la h ir  i 21 Tahua/ 21 A p ril 1 9 7 6 , j o iU »  k o lr .n lr . 1p*_L -lo J c l/ 
bOl'Mbangoaan In d o n o a la / Acoran -  lolom . rolcorjovw —o o p ir , lu b ir  d i -  
jfaoioar& IuJojo, biirtoropat tin g g a l d i -  Jo lun  Kaa’t l n i  ftt. 5 . Wajma.-u'l t
iuuapun&- J a m ?  Kodya V o n p a o n r  Timur.-----------------------------------------------— -----------------
, S elan ju tn ya  atoo portanyaa« Hakin Kotua M a j o l i o ,  tor-lnJeva ronyata -

an dalam )o:adn/vi ooluit dan tlduk  koborutan oidmve \tntuk d i l a n j u t k a n . ----
o u<\ Mo.jolio bortftnya knpada tordafrin» npakwli ouclah o o n o r lc a  n/tlijuin  ~ 

aajcHOAn d a r i Jakon Penuntut Umua oorta apakah t o l u b  a a n s o r t i .  Moka tor -  
l o l « v  to la h  cnoTiorima oalljiau  diik-iraan dar. t o l a h  m en gorti dor^ar.
d 1 , n*rw;Skan p u la  akan maju o o u d ix i d ip o r o id a n g a n  tidiOc akoa
a io a m p in ji o leh  Po.if.oo ha t  E u la c .__:____ ______________________  ______  ___
•T a k n n ^ A ÍÍf !^ ^  aXM lci)aomPfttan 3’"V> -iiborikan o loh  M iOolio HiOcio, oaJ-a. 
^.oiíivn i i u ^ll,Ujn mombaoakjin Surut DcJcvaairvya, /m g  oo to ln t: tUbacaknn- - f in y a  i-dalah oooagai boriku t i -______________________°___________________
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B o to la h  Jakna ro n u n tu t Umum noloD ai membacakan Surat Dakwaannya dan to la b  
miiruk dalam "berkas perkara  I n i ,  naka Ketua M a.jolls ¡nembori koDonpatan fco- 
pada tordatam  untuk  mowuaggopi atau  mong&Jukan okaopai torhadap Daksman ~  
to ro o b u t*  Maka‘to r d a k m  menyatakan to la k  m engerti dan t id a k  mongajuka« -  
E koopni dan ootga ju k an  Jawaban n a n t i B ek a li pada kopompataa untuk »onga -  
jukan pem belaan torbadap  d i r i  terd alam . ~ r  ■■ *■

K etua K a jo l is  monbori ta&Bompatan k&rjicvtlci^n Ponun-eut Ujum untuk  oo -  
naajolcan aaknt' -o a k b i o®hubungan dongan p erkara in i«  - . . .
S o la r iju tz^ a  Jakoa .Penuntut Umura mo nyatakan b a lu a  s ia p  untuk mengajukan -  
o a k a i ' o o r ta  mobon s id a n g  untuk d itu n d a  guna'memanggil' o a k s i sehubungan -
dengan p erk a ra  in i*  ■ ■ ■ 1 ■* .' 1 1 1 ■ ■" ---------------- . 1 1  ■ ■

Bohubungan dongan p e r ih a l'to r o o b u t  d ia ta a  natol&K K a jo lin  Bakin bon» 
munyawaToh naka sid an g  d ite ta p k a n  untuk ditunA a oampai .pada h a r i " Son.lnn 
ta n g g a l  i 8 SoPtonteM Ll^.T. ,1am. 09<00. M itk i dongan p o r ln ta h  kopada 
Jak oa 'Penuntut Umum u n tu k  menghadapkan tordalrva b er ik u t sa k o i -p e k a i  
oobubungan dengan p erkara  I n i  n a n t i  pada b u x i, ta n g g a l dan volctu yar® -
d ite ta p k a n  to ro o b u t d ia ta o  #• - —'— — ^ —  ------------------------- —' .............. 

S e te la h  ponundaari h a r i  aidang diuouskan dimuka umum o lo b  Hakim K etua
M a jo lib , n-aka aidang d inyatukan  d it u t u p .------------------------------------------- -------

D em ikian lah  d ib u a t b o r ita  aoara i n i  yang d itandA  ta n g a n i o le h  Hakim- 
K otua M ajtalis' dan P a n ito r a  P on gganti boraa ngla itan .'-
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. Nomor ■ 207/Pld.B/ .1997/ P ^ ^ po.’

I- £ * 1 T A -  A C A P. A.'

( II ).'

-  Dori poroidongon vusum Pengadilan ^'ogori Donpa&ar yrir^ ccraorikoa ~ 
dan-nengadili perkara -  porknra ?idona dongan noora t ia r - a  dalarj P o ra l i  -  
la n  Tingkat^porta/aa boroidang dongan Hakim K a jo lio  d i -  Huarjgaji o idarg -
l’ongadilan -• egpori Donyaoor d i -  Ja lan  P.D. Sudirman Ko. 1, Eonpaiiar pada “
h a r i  1 11 3 o n 1 n 11 tmiggnl - i 8 Saptoabo r  1997 , divlom pork-^rn -  
tordLalcva 1 ------------...-----------  --- ----------------- ----------------■ ■ -  ............ .........—.

Toi'dtikvr. ditahon oojak tanggal 1 7 Juu i 1997 o /d  ook(U“ong ) . -------------

----- ------------ S^ynBiL-JszitiiyHzm •---------------------------------------- ;------
1 .  I  KETU1' SUDAHMAi 311. . . . . . . . . . ...............l i ok la  Kovua MaJolinj
2.  A.B. HAJMAH» 311. . < « ................... . ................. . . . . . . . .  liolcLrj Aryigota f
2 .  Kr. WAYAMKAni.VJI, SH. ............ ......; ........... .. Hakim Anggota J
4 * I  DETHA MAUE SBJEKDRA, 311. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  «V. P a n i t o r a  P e n g g a n t i  j
5 . H.BASTJAS NAiJOR,SH. ............................. P e n u n t u t  Unuir. ;
—  Sotelah  aidang dibuka dan dinyatakan "terbuka u n tu k  umum 0I 0L Hakim— 
Kotua H aje lio , malui kapada Jokaa Ponuntut Umum d ip o rs lio lik a n  unvuk aoz^f— 
hudapkan terdalcwu toruang poroidangan...................................................  .... . —

Tordokvu datang monshadap oondiri d ipero idatigan  truipa dibolor^-gu -
e»kau t e t a p i  d ija g a  dongan b a ik  o lah  P o tu g /u j .~ —----------------  - ...............—  —
Atao pertangrum Hakim Ketua Majolia kop ada to rd a lo n  nuila\ i a  i»  norongkan ~
dalam ksadaan oohat dan t id a k  bobaratnn oidang untuk  dl i a n ju tka.ru ■ ............ -
Solanjutnya Ketua M ajolia momporBilalikaa ur.tuk menghadapkan onJcai tc ru  -
tama o ak s i korban oahubungan dongan _>orkara i n i . -----------------------------------——•

« Ponuntut Umum memarangkan bahvn ooksi korban t id a k  liacULr tanpa hs -  
t.orong&n aookipun to lah  dipanggil oooara p a tu t dan yang h a d ir  hanyalah -
sokoi Rt*05 rwoun Kunanari, Uonptoar Barat« -■*-..................................................
Karena tidak , h ad ir  le g i  ahksi hanya see ra t«  o a ja  nwJca kepada P en u n tu t -  
diporoilohkon untuk monghadapkan sak si dan b o "t o lo g  d ip a n g g il  naJcn da tan£- 
mongliudap sakoi ka- 1. dan atao portanyaan Hakim Ko tu a  i-U.Jolio topatlu
pokoi maka ia  mangaku b o im aa  1 ------ ---------------------- —-----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
«mur 50 tahun, la k i - la k i ,  borkebungsaan Iad o cro la , i^ a c a  la l-o n , p ck o rja  -  
ur. Sat P «M di** PT. SI HAJI KUMAJ'̂ A INDAH corongkup nobag&l H t,0 5 . Dmbuc -
Wana S a ri, Dosa £nnh P u ri KaJ<i,J)onpaaai B ara t. •—----------------- ---------------- 1 ■ ■

9aksi mamrangkan kBnol dangaa to r  daki a  akan t a t a p i  t i d a k  ad& hubu -  
n^an kaluorgn atau  putor Joan la lu  aakni bortrcupah oom irv t o w a  agaraa -  
lulat» bohim iu  olcan nsnorangkan yang bonar t id a k  l a in  d ti r i  pada yang 
ncbonnr — bonarnya. Selanjutnya axao portanyaaji Kutua K a.io lla  kopndA -  
oolcoi maka ia  momborilcan Jajtorangan oobagai boriJcut 1 ------------------------ —------

-------------------- rnVjsi  )m - U- AD.OISY>,H.----------------------------------------------------------------

Apakali odr. pornoi' dipoi-U:oa d i -
Kwitor P o lio i ? -  Ya, nnya poinah d ip o r lk ra  d—-  PoI I p I«-
Apa)%h kDtoraJign.11 oclr. i tu  nu -
dfh bonar ? -  Koiorangan naya : l i -  Pol.vci uudnh hyuar

dan t o tap  naya rortaiuuUcaja.-------------------

Al'akab
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Apakah oaJoii kana^' dongan orang -
tu a  d a r i  to r d a k v a  ? — Ya* Doyo. k m ia l dongan  o ran g  tu a  to r d a k v a

Dondon o rang  'tuc* nolcnl k o rb a n  opalcsh
ocLr» konal Ju^a ? •• Ya, oaya k in a l  J u g a . --------------------------------- -----

Lalu apa pengotahuan sa k a i  nebu -
b u ngan  d o ngan  p o r k a r a  I n i  ? -  S o k i t a r  t  M g  s  d  4 J u l i  1997 Joa.' 1 5 . 3 0 -

datang. k o lu a rg a  (Lari Mulyadi n i n t a  ban- . 
tuau, Jaopada iwOcoi un tuk  »a nyampaikan -  • 
kopada o ra i\3 tuanya  bahtra Hi Komr-ng S r i  
Handayani t o la h  ada d i -  Korangaaom -  
d i a j a k  oloh-M ulyadi, « ¡ la n ju tn y a  oakci 
oanipaikan kopala  orang tu a  aiikai korban 
yang boraaua I  Ketut L a r a s . -------- -- ■ ■ ■ —

Apakah odr« tidaJc wonanycJum kn- 
padn k o lu a rg a  Mulyadi apa tv.Juun 
Ni Komaryj S r i  Ilandnyani ada di -
Karmvjaoora ? -  Ya, oaya duput tanyakan dan &oya to la k

ooapalkan p u la  "bahwa mungkin tu juannya  
n a n t i  anak odr«' 1  Ketivt Larcus i t u  nJcan 
kawin dongan M ulyadi.----------------------------- -

l.cvlu apu roalcfljjiya d a r i  orar\~f —
tu a  Ni Komang S r i  Handayani ? -  I a  ookotika  i t u  sanyatakun k e b e ra ta n  -

dc.n la n g c u n g  c e la p o v  k o -  K a n to r  P o i l c i /

Apakah odr» t a h u  ucrur d a r i  Ni' -  
Komang S r i  Handayani jiaoiJi d i  '-i
baifag umur u n tu k  kawin? -  Ya» urcurnya c a c Ih nuda 00 k i t a r  1 5  tahv.n

ransih p e l a j a r  SMP.------------------------------------

G ia p a  y a r g  m o la v ik a n  V -  Yang m e la r ik a n  g a d io  i t u  a d a la h  '^ordakvra
MiOjTC'li d a r i  X .ooicr-^j l o l o s ,  ¡iovor^atio:».

l'muanyfl M ul/ad i  o d r . t i J iu ?  -  9c\ya t id a k  . tab u .-----------------------;----------------

A pakah  o d r .  k a n a l  d o n d o n  lcodUA -  _ .
o iu n g  tu a n y a  OadJ.u i-fcu ? -  Ya, oaya Iconal i3a p u k ry /i bcrna'T'.n j. X0V.1t

Lanuo dan ibunya bornaiaa ILai L<u.na. -

Apa l a g i  pongotabuan  Bdx? -  Boroknya oaya dengan I  KaVat Lanuo ou -
>« • dah ada d i -  Karargaoum yang nonyatakan-

toh-ni. t i d a k  eavaju . anaknya katrin dan ~ 
oa la n ju tn y a  o loh Kopala Durrun Kocioanft- 
Iolaffi maealhhirJ.' dioorahkon kopada 
Bapak I 'olryo Badung booo rta  Ni Komatig- .
S r i  Fondayan i.------- —--------------- ------- ------

Karona M ajo l ia  memandang cukup dengan kntorangan  oakai to roobu t  dau 
t i d a k  mengajukan po r  tanyaan  l a g i  maka kooonpatan d i te ru sk a n  kopada -  
to rd a k v a  u n tu k  mananggagi kotorangan aakai to rB obut. ^olaro ha l  i n i  t o r  -
dnlcira mo nya takan  bonar Icotorongan oakai dan t id /Je  moraoa k n b o r a ta a . --------

^ o la n ju tn y a  Jakna  Penuntut ^raun monoranglcan bolu.i oiap  dongan aak£.i 
yang l a i n  toroanruk saJcni korban dan mohon vaktu  untuk  momanfyil lo g i
dalara Kaktu c a tu  M inggu.-----------------------------------------------—-------------------

iJohubungan' dongan poriiuvl toroobut d i a t a a  dan oo to lah  Wajolin UaldJa 
borunioyavurah aalca oidang daloai porkara  i n i  d i te ta p k a n  'infcuk divunda -  
nampai pada h a r i  « " S 0 n i  n 11 t anggai 1 ¿2_ 3optopbor J t f l 1 , Jwa ' 
0 9 .00 . .Vfita doryjari poriivtah kopada Tonunlut Uimus u-ituJc mongliadaplian 
nako i—onJcx>i toru tam a oakai korban oohubungan dongan po rkara  .ini pada — 
h a r i  truiggal darv Haktu yimg to la h  ditotaplcan to roobu t diats.o

^otolr.h
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S otelah  pommd/um k a r i aidAny diumumkan dlnvka iinrua oloL EtOdLm KoVua
M ajolio , lfllv1. »idang dinoyatakan d itu tup«»  1 ■ ■........ ... -

Domikion dibuat boritft acara in i  yang d i tu id a  t&ivjc-nt o le h  HcUcL'n 
Kotua Majoliiu dan Pani.tora PoDgcanti yan^j borsaaskutaD « ~
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ftorao r  t 2 0 7 / P l d . B ' /  1 9 9 7 / P y .D p s .

B U l i i "  A C A R A -

( III ).

D a r i  p e r s id a n g a n  ubcb  P e n g a d ila n  jT sg e ri D enpaoar yang" 
m-amarikda dan  m e n g a d i l i  p e rk a ra  « p s r k a r a .  P id a n a  dengw s-a.oa 
r  a  b i&g «■ d al  Ain yjp o r  a d i l  an •;. ff ia g k a  t. p ev t&sa 'betrzidejig Gangan 
H o k i»  y te $ « lia .Jd iru a n g a n  s id a n g  :B «igH d.ilan  K ep ;ex i'D en p asa r '’ 
d i »  . Jali-B  P «B *S ndixcan  'D onpa^ar, ppda' h a r i  t n 3onLxi-'
tiingga.1  f' ^S.-3o,PtQint>or._19iS7 •d a laa-.'p ftjla ira  to rd a h v a

¿ L O lZ j L M »  — -

-w «« . , j e r d ak y a  d i t a h a n  co^ak ta n g g a l  j 7 J u r i  1997 oampai 
d'aflgan ce lca rang  ) — ------

_____,_______-  Sum tnan p o r o l danflati, ----------------- -------------------- ■->—
1 .  J. ICEfCIJT SUDATIMA , SH,. .........   H ak im  K e t u a  M a j e l i s
2* a #B„ RJCDJAH» -SK. - .♦  i , HaJciai A nggota

W ^ t  i  .
_______ ..........................„»................ . j

S e t e l a h  - s id 'a » c '.1d i'bnka-'dan - d in y a tak an ,-  iexf»uJca-. uirlrak uaran -  
o l e h  B a k i?  •‘¿‘a-ttig.-Ma.1 o-llc>  sraiuu' k cJad a ; J a k sa . P c m m tu t  Uuua d i -  
p s r o i l a b J c a n  u n t u k  n e n g h a d a p k a n  terda-tore.-. k c ru a n g  p e rs id a n g a n « ;
• * -. .^T©±*<lal£va:i d a ta n g  aenghadap- kercan^,- p o re id a iig a n  tanpa- ; -  
d 'iU reieaggu  • ak an  t o . t a p i  d ija g a ;-  dengan 'baik .' o l e i r ’- P e t T i g a o — 
A ta 6 v p e ^ a ^ a 4 u j.; .B a k in j:£ e tu a -M a d e li^ .-k f lp a d a ; terdakw a- maka;. i a .  -  
w tm araB g k an -d a lam -k ftad aan  s e h a t  dan t id a k - k e b e r a ta n  s id a iig  -
tna-tuk  d i l a r i i u t l o m . — ——¿ - - r —  -----

SoanaJL  d o n g a n  b e r i t a  a c a r a  yang  l a l u  bahw a P e n u n tu t  
. .Unntm a k a n  .s*&ng a ju k a n ; o a k a i  d a a  da la jn  h a l  i n i :  P e n u n tu t  Uunun -  

n ie n y a t& k a n  - to l  a h  o i a  p m e n g a ju k an  o a k a i - s o k a ip  s e l a n j u t n y a  -  
d i p a n g g i l  l a i n  d a t a r ^  m onghadap  a o k a i y an g . lce> I I  d an  a t a s  -  
P e r  t a n y a a n .  H ak im  K a tu n  M a je lio -m a k a  i a  m engaku bernam a i~ ~ ~ ~ .
 -------- -----:------- I ^ Y U T L A m » - '  -— :------------------------------------------
timur 5 2 -.t ah cm, 1 n VH-Tl ‘n Im - r . 6  fl-rkabanrc s a n-n Ijidono o i <\, A —
I i l n d u ,  p e k e r j a a n  —, Karyawan l lo to lD w i Earya> A la ira t t J a lo ir»
W a tu r o j t tg o a g ,  . Qpj3£.,X1V; H o. 12> Pan j « l’ -  D e n p a s a r .--------- .---------- •— *
, .. SaJcai m en aran g lam  k e n a l  , dengan te rd ak w a  akan t a t a p i ,  t i  — •

daJc a d a ;h u b \m g a r. .k e lu a r g a  l a l u  s a k s i  bersum pah m onurut c a r a  -  
M 'wmu m D d n ' b a h w it- 'la  ak an  m onorangkan yang  b en ar t i d a k  l a i n  -  
u a r i  p a d a :y u n g  to b a m a r -  b e r.a rn y a^ --i- “ r~ — -----

S e l a a ^ u t n y a  a t a a  p e r t a n y a a n  Hakiiis K e tu a  K a j& lis  kepada- ••. 
o a k o i . maJca J a  m araborllcan  k e to ra n g im . eo b .ag a i b a r . lk u t  i««» - « « »«

^ J s f z J K  i,r X C T l i j m '  ----------- --------
ApeUciah pe'i+nah f ld r*  d l p ^ r i k o a  ~ ’ 1 tv '
d i ~  K antor.- P o l i o i  ? • T a , oay.& p e rn a h  d ip o r ik o a ,* —«—

D a c im a n a  o ikap - e d r^ ' t o r h a d a p  '
k o to ra jjg a iD  a d r ,  i t u ?  « K a td ra h s a n  oaya d i -  K a a to r

PolJLoi oudah  b o n a r  d an  t e t a p  «• 
noyp. p o r ta h a n k a n ,» —------ —̂ — . ■

A p a lco l\........... ..............................* . ;  •'
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• 1* *Apakah e d r . tahu e:.apa yang -  
bernama. VI Komang i.irl Handa -
y  a n i  i t u  ? -  I a ,  u ayo ta h u  a d a la h  o n a k  k a n  -

dung «aya s e n d i r i » — ~ 
B erap a  anursgra ? -  Unmruya e 'ftk ita r  1 5  ta h u n  J a d i  -

belum  d e v a o a  k o r o n a  m a s ih  d uduk  
d i -  K ias I I I  SMP*— — -------------- —

Apakah b esa r  enak sdr« i t u  -  -
d i la r ik a n  o leh  terdakw a ? -  T a , benar d ib a w a  k a -E a r a n g a n o a »
Kapan d lla r llth n  ? -  S ek ita r , h a r i  R e b o , t a n g g a l  4 -

Juni 1997  i n i « -----— ------------------- —-
C a r i  mana, sdr« tabu  bahwa- -
anak  sd r*  d i la r ik a n  terdakwa? Sejra d ib o r  i t a h u  o lo h  K o p a la  JITo

bernama-. P ak  Adam bahw a a n a k  w y a .  
bornama H i Komang S r i  n  and a y  a n i  
adi. d i»  K e o lc a r g  I s l a m ,  K abupa
te n  K arangasem  b o r  a d a  d iru m n h  -  
Kepala Dusun K e o ic a n g . I s l a a » — ~

Apakah, sdr« m e lih a t  aral: sd r i*.
i t u  d i^  Karangasem ? -  B esoknya t a n g g a l  5 J u n i  1 9 9 7  -

saya  o a r i  k e -  K a ra n g a sem ,» —— —
Apakah ada edr « memberikan -  
i  j i n ' a ta u  k e lu a r g a  sdr«' t e r  -  
hadap terdakw a M olyadi unrtruk-
aen lfcoh  dengtCB^anak.'odr*- «*- IM a k  ada«,«^------ ----------- - - »-*•
l a i n  bagaim ana.ndkap s d r . a r.g
sek a ra n g  ? ' • -  Saya m erasa. k o b o r a ta n  d a n  mohon

d it in d a k  d e  <saxa.
— -  P ertan yaan  Hakim_JUP^ -RAPJAR J m S f e fcopfcdfc. oafto4 l-- ftebng& lu»8 
bor«ikut t ---------------- --------------------------—
Apa kail o e r in g  terdakw a .datang?-
kerumoh' sdr? -  Ia »  mamang s e r in g  akan - t e t a p i  -

enya t id a k  m enduga te r d a k w a  lcan 
b erb u at m e la r ik a n  o n a k  o a y o « —«—*

Apakah sdr« tah u  bahwa anak -
edr.« i t u  pa'oaran? •, -  Saya, t id a k  ta h n » « «— — — ............ ...

Joi»tBB0 ,a ^  Koklin Wa-4a l i o ^ f l e ^ ' l ^ a  .a d a la h  n e b a g a l. b e r i  -

Apakafc sudah lam a aaak adr»
i t u  b ^ rg a u l ? -  Sudah la m a « -— -----------------------
Apakah ed sv  t id a k  a d a .k e c u r ig a a n
bahwa anak sdr* paoaran  ? •  Saya t id a k  c u r i g a  rcaupun tidak*»

n»ay angka aluan t e r j a d i  p o r b u a  ~ 
tan  semacam i t u  d a r i  terdakw a*-»

L a lu  kapannya udri' datang  k« -
Karangasem m e lih a t  anak sd r?  -  jDesokrya-. p ad a  t a n g g a l  5 »Tani -

1997  a u to la h  sa y a  ‘b e r u n d in g  
dengan k e lu a r g a  l a l u  b o rsa iu a  « 
p etu g a s K e p o l i s ia n  d a ta n g  ko 
rumah terd a k w a  t i d a k  a d a  dan d i  
katakan dJrumali K ep a la - Dusun  
d(U3 d is a n a  s a y a  b e r te m a  l a l c .  -  
anak ooya ta k u t  dan t i d a k  mau **

Apa tindakan  s d r , s e la n ju tn y a ?  l a l u  eaya  o o n u n tu t  dan  a g a r  -
anak a.yytn p u la n g  moka d U tonball; 
U «4 <ih m e la lu i  ?o  1  l a  i

.•J o 1 mt J u t n y R  ........................ » t
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S o la n ju tu jra . K&tua M a je lis  n e a b e ri  kesem patan ke padu Jaksa Ta -
n u n tu t  UfflOffl u n tu k  b e r ta n y a  kepada- o a k o i'u e b ag a i 'b e rik u t t -------
Appkah odm ada «olapor keha«>dapan Poliai ? » Ta# cay a--melapor sehubungan d» «

ngan anak aaya d i la r ik a n  oleh  ~ 
terdakw a ‘tanpa s e l i l a  dan lag.i  -  
»aflih. sekolah. dan dibawah udcuet.

Sekarung  odr« 3uga te ta p  ©a ••nuntut •. • Xa* eajtai -tatap aaniratut oacora. •
Bnkna«» ■-■■■• ■■■ .

Untuk apa arvak edr, dilarikan—oleh terdakwa? - Kenurnt keterangan Poliai kepada. saja akan. diajak kawin oleh-,u . terdakwa. Mttlyadl,— — ------  
Apakah' terdakwa ada. minta ljln • l'opada od** atau keluarga —yang .l&JBmgr& ?: -.HCidak fida minta ljin,---------- -

Karena, tidak ada pertanyaan lagi kepada c akui mako kece®- patan diteruakan kepada terd'akwc.. untuk ««tanggapi katerangan - tercabut, saka terdakwa menyutiikan katarangan sak£i ada bontar- dauada ¿nga» tidak bennr. Tang: tid'ak -benar- yang tidak melari - Icon fiadiu’ Hi 'Komang Sri Handayani namun;Sr£ nandoyanilaJi yans»»ongilmti
Kemudian. dipanggil nakal yaflgkc- IIX dan setelah datang« roonghaidap naka ia-Bosgalm’ bernama*. i

------------ Hl MADS SUBARIBI »■
Umur* 3 4. tahun- perempuan* berkebangciaan Indonesia, Agaroa-U.lndu pekerjaan Wiraowaata, lahir di- Xlungkung dan bertompat ting. - gol di» Jalan Wntuirarggong JTo, 109*. Panjer, Denpaear Selatan0- ' j Sokoi, menerangkan- kenal ‘ dengan terdakwa akan t o t api tidak ada hubungan, keluarga Atau tidak ada hubungan pekerjaan lain - oaka.i beroufljjJah . jnenurut cara agama- Hindu bahwa la akan nene - rawgkan yang beniifc. tidak *aiu dari pada-.yang. oebenar-benarnji.Zwnudian itila'. pertanyaan Ketua Maiel.la- kopada aakoi makula memberikan'keterangan oebagai berikut, t--- ■
--------- - Hit;, ----------------------“
Apa hubungan, sakai dengan -¿aksi. Sn±. Handejrani ? —■ Ni Komang ¿̂ -1 Had ayan i adulah-

adik kandlmg arya flcniirii— —
tahu bahwa adik̂ -'dilarikan -oleh tordakvra?«* Saya dibor i tahu oleh Ayah dan-

«yah jDoneriaa. penberitahuan -. dari nr. 7 Wangoj a Kaja,Den pasar karena menurut Bapak RT' yang - bernama- PakAdama' «onerima. pe£ betritahuafl dari, kelu&ragrya - terdakwa Mulyadi- Kecieang Io- lam Karangasem katanya adllc *■> ®a3ra- berada, diijumah Kepala.'Dusun- Keoieang Islam,Karangaaoa*.
'apa. ujirur odik'aaJuii? - Umurnya sekitar 1 5  tahun, Haa

III'SMP,. lfaaional - Denpasari«
. Apakah ..............................................
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Apa lada, odri tahu terdakwa, ada minta- i Jin kepada ayah -
u ta u  ibu o d r i. oakoi ? -  Tidak ada. m iuta i i i n  dotn i t nadik oaya dibuwa lari oleh ter— dakwa Mulyedi».------------------
Adik odri oakai yang nomor
b e rap a  .Itu ? -  Adik ooya p a lic ^  kncil yaitu
Apakoh oakoi oenpat bartomu -
n e to lah  d ila r ik a n  terdakwa? -  Saya oompat Tjertcsni. b e so k n y a■bersama Pol J si dlTTuoah Kepala - Dwsua Kecicaitg Iale\tc;— — — —  — —
Apalcah. oaiesi dap 1.1 bertanya. -  
mengapa, ad ik  n d ri aukoi. berada, 
dirnmoh Kepala. Duduh EocicangI^lam-Karangasem? - Snya tidak dapat, ber'tanya dc;ti -kian kepada adik oaya»-..■ ■■»■■-~~.Selanjutnya^ pertanyaan Jakoa Pennntut Umuw kepada
Apa. maksud sakai datang ko~Karangasem 7 • - Saya ingin ngocek kabenccran artikaaya sendiri apakaii Demang, benar ada di- Karangasem,— .....
Maksudnya. sakji akan nonpajak•¿miang: udik odri* sakai ? - Ta, mak&udnya untuk diajak pu -

lang ke- Ponpasar »---
Jadi hcieranga odri« eakoi -di- Kantor Polloi iVa sudah -
benar ? - Ta, suduh. banar tatap oaya per

tahankan*— — — — *— — — *— — »̂
Kapannya dari pergi. l*aru datangadllt sdrl* sakai ? - Setelah 4 hari kemudian barulah... d-lkeabalikan aAlk kandung saya-

melalni Polisi Polreo Badtmg*— » 
pwona tidaJc ada por̂ â jraej! lagi a^ka kesempatan diterpa

kan kepada terdakwa apakah keterangan saicel -tersebut benar ,maka terdakwa menyatakan tidak keberatan -n.-.. .-.̂ r____ .h^t-
lta® kepada’ponmrtut umum untuk - 

tv ’ netolah dipanggil lalu datang - setelah ditanyakan identitao nyti oleh Ketua Majftiie maka ia n*ngaku. bernama .......
V J L & J L iJ U *

t/reur 36 tah u n , la k i - la k i*  berkobaji«»oaaa in d o tro o la , jLE»o-lel'wv,
\t& \i r  dea  ber.tugpat tingR o l d i -  KaoicasM I s la m , Dooa B ragoya , 
K o o amatan. Bebandom* Kabupaten D ati XI TTftr»f.n̂ ft n o m ■' ■«

flalcsi nonerangkan konal dengan terdakw a ada ad a  hubun^anr- Uoluarga. ‘t&'t&pjL ouAmi Jftuh lcuv. ocdtflli berfluiipah njtiittru't caift «• 
Ag»nft lolfco fcahwa ia  akan menerangkan, yang b e n a r t i d a k  l a i n  -  
d a r i  pada yang oebosar -  benarnya,— —  ------ —--------------  -------- 
Selanjutnya afcaa pertaujaan Hakin> Ketua Hajolio maka oakai reomb-orikan katerangan oobagai borikut :-------— --.. .... ..  

M  3.T O  «
Vp&k©lai pernah diperiksa d i -
(an ta r; Polioi ? -  I a ,  oaya pernah d ip e r i l to a  di-Ka^.tor Pollai.----
.pakah keterangan odr*. midah
©nal* 'i -  Sudah benar dan t e t a p  saya per «

tahankan» — ———
Oobit t»**«»*-»**4 * ■
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a d r , »elrntrcngELn dengan p*xkb-rr. 
ini?

Apa. s a j a  m ereka n&rapaikan ke 
pada  odr** s a k s i?

Apa s a j a  parttu^yoan udx?.

Satelah i tv. apa tiodakan sdr. selanjutnya ? .

Dlmaaa. Ki Koniang Sri Handa 
y ani tidvce t

lalu ciapa. lftffi datang kerumah 
odr:, saksi?

Pada bar i ReVo, tandai
4. Jfuni 1997 terdakwa datang 'bersama cyohnya beroania Ku - riba» kerunah saya di-Uasun Kecicang £ftla»- Karang aso m 
sekitar pukul 13»00» Kita •
deugon eeorang perotspuan bcr, 
nnmn Hi Kotnang S r i  Honday a n i.

. T idak  mengatakan apa-apa  nc- 
b a lik n y a  acya yang bertanya«

• Apa. tujuan odr# datanc kamar i dan 711 Komarf; Sri Kandoyani- menyatakan ingin maoak agama lolasi doa ekan Kawin dengan- Mulyadi, torua aoya •Uisyatovn epateih sudah dipikirkan oec^ r a secara matang dan fli Ko — «mu sri Hander ani Menjawab- sudah hanya. !■& saja pertanyaan saja*— *
» Sura melapor kehadapan Ka •• 

j& lia  Ulama tentang tsakaud 
anak-anak tercabut

Z Diruwab c ayan, dangau anaknya 
Huriham yang perempuan*-

Besok siangnya ^ S l y aK ep clisian  Earangaaoa»»nan^a

saya b ila n g  ada dan j e l j a | g

“ S la ^ id o *  l t a t  M01“ ®3 *
Mengapa- 3dr* saiapai menerima anak gadis. .<l'ibawoh utrmr? - Saya mengbinanr•-««^tidalt — pol korbau oara y^®8 _______bortanggung JawaD.-
Senioatinya sdr'i koordinasi d.>- hulu-. dengan orang, tuanya atan-petugas terdokat apakah sdrV - • „vukan koordinasi
»«Uh lafcnlum itu» - J S t i U S S S i * » - ------
Apakah sdnv sempat bertanya. ■- k a pada, yang bersangkutan maksud
perkawinan itu apakah sudah - *„-,0ic«n mcmbcg •iwnAasat ljln orw* tua? - ad» lj.tn.—
Apakah stlr* tahu dan mengerti dongan. Undang-Undang Pcrkawi -

perorapuan 16 tehu» dan P#- 19 tabun dan kurang dari_i» harus; ada ijin or*r>* *
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Mengapa fidrt. masih mengai&k - aaak.teroebu't ?

Kalau [tidak datang Polioi 
odr». tid a k  rrelRpcxr ?

-  Sud&h B&ja. k o n su lta c ilta n  dengai 
M ujolio ulama, te r u s  datang Pe« 
tagan K e p o lis ia n « -  .......... ..

- ' . ’.j
-  S a y a  taasDa k o o r d J L n a a i k a n « *

Apakah eebolumnyr. terdakwa-.'Mulyadi ada. minta- tolong'ke:
padasdt;? -'•SJdft.k'ada. n ln ta . tolong: dan ooy*

.t id a k -ta h u  sebelumnya:,«-«— •
Karena. orang tua. perempAAn. -.«• tidak asrestut dan tidafc.d* - tujc'perkawinan itu..bagaimana;: •penadapt Sdr# aakai ?. — ya, pt-rkawincn h a r u s  dibatalka?

Karena dari M ajelis Hakim t id a k  ada per-tanyaazi l a g i  
ma!ia- Ke tua- Ma^elia. memberi kesempatan kepada Jakoa Pejauntut -  
Umum untuk bertanya, kepada b aksi« yang ataa p er ta n y a a n  Jakotv» 
Penuntut Umum mal«: sak ai memberikan katerangan s e b a g a l  b o r i -

Terdakwa. Mulynd i  f iri Komang 
S r i Handayani dan orang tua/
terdakwa yang d u tang keru — r
mah edr«? .  Xa.
B"erapa Timurnya. Jti Komang•Sri Kahdayani-akfcu itu? - V/akfcu itu 15 -tahun 3(tiga) bula*.• t  . * •
Apa s u d a h i i i »  dari orang —tuanyu ruituk kawin? ~ Bolua ada' i j in .*
-Apa. sudah' dilakukan npaoara~Agamanya? •• Belum d ilakukan«----------— —

Karena; t id a k  ada pertai^raa» lagi...maka. H aJa lin  HaJcia -  
momerintahkan • kepada Jaksa Penuntut .Umum untuk menghadapkan •* 
sa k s i korban l i i  Kcamig S r i Handayani t e r s e b u t ,  .dan P en un tu t - 
umum menerangkan bahwa, sa k si korban maaih d a ia n  keadaan .sa k it  
namun pada; sidang beriku tiora-. akan d ia  u ah akar, untuk dihadap kas*.Sehubungan dongan perihal tersebut- diataa setelah Majelis Ilalcim- bermusyawarah maka r.idang,dalam perkara ini «tit&taplsan- untuk ditunda ’ oaaipaA pada: hari t S e n i n "  tandai t

£ t e « w i 2 & ,  w  < ■ ^ -----------
Sata-ian. penundaan h a r i aijdfljtg iiin iminiifhy) diaulca umuft o leh  

Hakim Ketua. M ajelin; ' l a lu  ;eidang .dl*ntuff^r?*~~-»"'----~»»~~«»-»-Demikian dibuat befita.acara ini yang ditanda tangani' oleh ITakito Kewi MaJ.elia-.dan Panitera Pengganti, tersebut;-

ganti. ; Hak M aje lis , f
U  __ _

L X K etut  Sudara/A.sqf.)
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ITonior : 207/ Pld .g/I997/Pff.Ppo.
' B E R I T A -  A' C A R A»

( TT- ) > ’

* Dori peroodangan umum! Pangadllan* Negeri Denpasar yang* memeriksa.. dan mengadili .perkara - perkara Pidana dengdn acara. biaaa. dalam Peradilan- Tin/tkat rertaraa bersidang demii Hakim Majeli'a di- Ruargan aidoni Pessadllaa Jtegari' Denpasaj di- Jalan P.2 ».Sudirman tfo.l pada hari * s I Ktauggal t 19,3?. , dalam perkara -terdalnra- *—— •
----------i------------------------- -------  M.p * X  A D ^  ;----------;-—
---- . (' Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Jaai 1997 sampai

. desrgau o e karang ) ♦— - ■ ..
-- ----------  Sutnanan peroldanp-a^,
1 « I  KETTJT. SUDARMA, SH» Hakim Ketva # a ? e lis
2 ». A«B».R£2)JAHj> SH» TTaiM'm Anggota
3*. HI* WATAS MARIATS». -SH, . .► ...c.* ..*  HhkiJn JLnggO'ta.
V.. 1 .v.v.v»; SfflSi&Rft t y H P**1— —  Setelah '.sidang dibuka-dam dljgpatakazr terbuka untuk oleh Hakim Ketua- Majelis» raaktj. kepada- Penuntut Umum diper ail'ahkan; turtuk manghadapkair'terdakwa ker.uang persidangan;~ .  ̂ICeriLakwa. datarg menghadap eezidlrl dipereidangan tanpa, dlbelenggu akaro dijaga dengan baik oleh pttugaa*— — — — —  Atas pertanyaan Ketua: Majelis kepad'ateruakva, maka. ia. me- • nerarckam dalam keadaan sehat den tidak keberatan sidanguntuk d i l a n j u t k a n « - - . '».....ui..............

Sesuai, dengan) berita-, acara yang ia lu y  kepada Penuntut. • 
umum diper a i l  ah kan untuk menghadapkan soka i  korban echubu; • 

dengan perkora. in i^  Jaksa Penuntut Umum, menerangkan 
oahtfa o aku i  korban, sedang 3akit meskipun telah dipanggil ' * 
oocara, p a tu t, uotuk keb«narantya. dilengkapi dengan Surat- 
keterangan:1 eakl't. yang dibuat olah Dokter Ahli Penyakit saraJ 
y a itu  Dokter Wayan. Eondra serta. pe^yampoiai, lisa n  dari ayah* 
Ktuidunj sa k s i korban* C Surat UeterangaJi-sakit dari Dokter « 
terlampir daiaa berkas perkara in i  ) 
ir«w s,elM1bungaa deDgan;p<irihal'teranbut setelah dinrusyavfarai. 

keterangan'sakai korban Hi Komang Sri Hande 
^bacakan-s e J a>- selea  ¡fatali* dib&oakan. oleh Jaksa-Penuntut -n«»«. , . - .— - T ■ -■ ... r.r.Tr. .... -------—

-Pn.1 * oelaflai raabacakari, kater angan rcradl- Kantor rinii « f' .̂ idepais Pendidik maka', kesempatan, diteruekan ka - \enaukyo::«n.'tu# menanggapi-keterangan- saksi, tersebut.-«-••
A_. ketei'angaa dibacakan?’itu tcrdakvav do iya t akan besardan tidak', keboratan ada****-— --— -------- ----- -
n_n saron** tld'oJcada saksi' la g iy a n g  akan d%duk&n sehubu -  
ngan dengan; perkara in i' malea pe»eriktiaa» ditamokAn deagaa -  
pemarikaaaji terhadap, d ii-1 teraakva>. Mnlyaai-V—, A-taa. pertandaan Ketua Majelio:̂  kopada'. tordak¥«>'»aka- ia- Bomborikan .keterangan- sebagai.berikut »-............ .

>i. • . • '; . -f ' '
J « r a r t l  sdr.# terdatorar. teijih'; '. " *;'

-dari
JaJtsa Penuntut Umum apakah."'’. ". : »
U ( u o / ' te r  aobut bonar otad. •' ; ' 'l’
aolah eoba, teianfclcah .-;Dakvftah'l Penuntut Unua benari*«

• : > v;v . > •, / ^ ; v  • . ' .. •,

,4 o o  »  #.» o o o  fl'o o  h  i  o  g c* o-o 09
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yonior s - 2 0 7 / P  1(1 r B /  1987/PN,J)po. 

b ' E'R I  T A -  ' A: C A R A.

( V. ) .

— -  p a r i  persidang.an umum. p en g a d ila n ,  i fe g e r i  Denpasar yang cia 
meiJikea, d a r i / 'n e ^ u d i l i^ p e rk a r 'a ^ -p e rk a t .a /^ id a n a  dengan.1, a c a ra

ta n g g a l .  'J . 6 -O ktober 1997--¿¿da lam ; p e rk a ra :  v te rdakw scr s------------- --

■ M U L • T  A.-D' I  > r  — — ------ — —
—  ( ie rd a k w a  d i te h ’ayj ' o e ja k  ;.Wngga-V,.T :J u n i  1997. s /d :  s e k a ra n g
------------ ,.;Suounun. p e r s id a n g a n ’- adakah., pama' dengan su su n a n  •

,’p e rp id a n g a n  y a n g ,- la lu  peda  t a n g g a l  29-, S e p t ,1 9 9 7 i
—— S e t e l e h  s idang; d ib u k a  dan d in y a ta k a n  - t e r b a k a  uniruk umum ► 
o le h  H a k ia .K e tu a  >ia3elio:.;m aka. k e p a d a -P en u n tu t  Umum d i p e r a i  - 
la h k a n .  u n tu k  ucogh-^dapLun t e r d a k t t a \ .k a p e r s id a i r g a n . - - - - - - - - ~ - - - -

TerdaKtfa d a ta n g  mengfcadhpv,Aongan v t id a k  d ib e longgu : akan---
to  tap i '-  d’ljaga". dengan  -ba ik , ol&tvpe-tug&g.-«—•— •— ——:--------- - -

S e s u a i - d e n g a n  fce r itE i .aca ravya rg 'Ie lu -- 'm aka  -kesem patan d i 
berikan) kepada. P enuntu t ':  Umum untuk-, mengajukan' S u r a t ' l u r i . t u t a n -
<iarJ. P e n u n tu t  Umum.------- :---- -— -

• P e n u n tu t-  Umumi m enyatakan ‘belumvs'iap .•■untuic mengajuktin -  
o u r a t  t u n t u t a n  '-.dari- mohon ' s i d a n g  "untuk  d i tu n d a ; '  neiama. dua h a r i  

Sehubungan dongan  p e r i h a l  • te rsebu t- -  d ' i a t a s  maka s id a n g  -  
d a lam  p e r k a r a - i n i  d i te tapkan* . 'un tuk  d i tu n d a  sampai pada-, h a r i  :
" R e~ b o >'.• • ' t a n g g a l  i -8 ■- O ktober 1997 dengan p e r i n t a h  a g a r -  
t e r a a k w a  l l ih a d a p k a n  k em b ali  pada  p e rs id an g an , b e r ik u tn y a  p a d a -  
h a r i ,  t a n g g a l  dan  w aktu  yang t e l a h  d i t e t a p k a n  t e r r e b u t  d i a t a s .  

S a t e l a h  penundaan  h a r i '  s id an g  ’d'iuaurakan diuiuka umoin o le h
KakjLTn Ke tu a . Maj e l i a  , l a l u  , s id a n g  d i t u t u p . — ---- - - - ------------ —•

D em ik ian  d i b u a t  b e r i t a  a c a r a  i n i 'y a n g  d i t a n d a  t a n g a n i  -  
c l e h  Ke^ucTTia j e l i s  d a n  P a n i t e r a  P e n g g a n t i  t e r s e b u t , -

. ' t e r a jP a a ^ g a a t , i^ ;  • •

____.
( ( Dnwa Madti  ̂$u JencVrn »SH.) «-  ( 1 K o tu t Sudarm a . SH O -
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Nomor : 2 0 7 / P t d .B /  1 9 9 7 /? K « D p o o 
B E' R I  T A' -  A' C A'. R V A ’j  

( VI ) ,

/
-  D a r i  p e r s id a n g a n  umum P e n g a d i la w  IT e g o r i D e n p a a a r  y a n g  - 

m oraerikda d an  m e n g a d i l i  p e r k a r a  - p e r k a r a  p id a a a .  d e n g a n  a c a r
Dlilfl« dfl-lnm .-t/i u a U4

. . .  —----  M U -L »Y - ^----  -----~ ~   --------— -
( TardaKva ditahan sejak tanggal 7 Juni .1997 a/d', sekarang)

** Susunan peroidang.an> adalah oama. aengan sueunan pjers dange.n yang lalu:.-tanggal' b . Oktober 1997 )
~T~ S.<it.®i‘an sldaM6 dibuka dan dinyatakan tcrtruka untuk umumi -tetua Majelio' maka kepada Penuntut Umum d ¿per -oil an kau untuk mengnadapK&n terdakwa keruang per sidangan,
* Terdakwa datang menghadap dengan tidak diLelenggu akan tetapi dijaga deagan balx oleh petugaig«--—
dilan|jCutkahlieran̂ ^Un se^a^ deai keberatan sidang untuk

; Sesuai dengan berita, acara- yang, lalu xoaka Penuxitut ■v +m mangajukan aurat tuntutannya, dan selanjutnya - Kotua Majelis memberikan kesenipatan\Kapada- Penuntut Umum • - membacakan Sarat*»-. Tuntutannya* Atas kesempatan ter - sebut lalu Penuntut membacakan Sturct Tuntutannya yang isi — nya adalah sebagai berikut: ___________ ____ .____ ________

Se t e l a h

Eksistensi perkawinan..., Iga Sri W. Gangga DWS, FH UI, 2008



S e te la h  P en u n tu x  Umum o o ie sa i-  membacakan Sui-at T u n tu tan n y a  
dan t e l a h  masuk dalara  b e r i t a ,  a c a ra ,  i n i  maka k epada  terdakw e 
o le h  Ke tu a  M a je lis  dlbe-J.' u n tu k  n e n g a ju k a n
il -pembelaan • a t a s  t u n t u t a n n y a . - - - -------- ;-------------------------------

S e l a a ju tn y a -  te rd a k w a  m e n g a ju k an  ." p e m b e la a n  11 s e c a r a -  
l i o a n  y a n g  pada, p o k o k n y a  ad a lah , mohon k e r in g a n a n  "hukuman -
y a n g  s e.r Angan - r in g a n n y a « --------------------:-----  ------------------ :—'----- — —

.  A tas- pem belaan  t e r s e t r a t  roaka::' J a k sa 1. P e n u n tu t  Unmm
m en y a tak an  ; t e ta p  denR'ftnjtuntute.nixTaV.-.'lj-V— - ---------------—■~
K em u d ian .. tordaTcwa. 'm aupun. £e n u rit u tUmum... t  id. a.k a d a  a k a n  n e  -  
n g a j t t k a n / s e s u a t u  . la g i  ;'dan;'m a s in g ':'-a^3 i-hg ''m ohon . p u tu s a n .  -

S e la n ju tn y a -  o e te -lah  • M ajsl.i'o: H akira.barm uoyaK orah cakar* 
d lp o r i n g a tk a n  kepada. t'erdaJiwas-. u n tu k  m ondengarkan s e s u a tu  -

P ' Kemudian; M a je lis "  Hakim 'men ja tu h k a n 'p u tu s a n n y a  yang  
am arnya  'b e r'b'a n y i  s e b a g a i /b e r ik u t -  t " —---------------------

-  • M E’ TT G A'' D 'l ' L * I . ' -----*------

----- 1« M en y a ta k an  te rd a k w a  111 MULYADI  ■ll t e r b u k t i  s e c a r a  -
ss.n d an  m e y a k in k a n  b e r s a l a u  melakvnkan t i n d a k  p id a n a -
ii m e la r ik a n  perem p u an  11 se b a g a im a n a  d i a t u r  d a ia m -  
pasaJL 'yt>2 a y a t  (1 )  ke - 1 K i ta b  .Undang -.Undang  Hukum

2 . M en ja tu h lcan  p id a n a  a t a s  d i r i  te rd a k w a  ol eu k a r e n a  -  
i t u  dengan; p id a n a  p e n j a r a  melama', » 4 (e m p a t)  b u la n  -  
15  ( . l im a  b e l a s  -); h a r i , ——— —s— ------------ -----------------------

— -  3 . M en y a ta k a n  m asa p en ah a n an : y an g  t e l a h  d i j a l a n i  t e r  
dakwa-, d ik u r a n g k a n  se lu ru h n y a -  d a r i  p id a n a  y an g  d i  -  
j a t u h k a n . - - - ------ --------- -------- -— ;------— ---------------- :---------------

----- 4 v  M en y a ta k an  a g a r  terdak,w£u t e t a p  b e r a d a  d a lam  t a h a n a n .
— r 5-. Membebani te rd ak w a , u n tu k  membayar b i a y a  p e r k a r a  -

f le b o a a r  R p , 1 0 0 0 , - ' ( .  S e r ib u  ) r u p i a h . - ? - - -------------------
S e t e l a h ‘» p u tu san  s e l e s a i '  d ib a c a k a n  o le h  M a je l i a  H akim  m aka- 
'c e p a d a ; te rd a k w a  a ta u t> u n . J a k sa - '-P e n u n tu t d i i n g a t k a n  alcan — 
lia lc ry a . a t a s ;  p u tu s a n  t e r s e b u t  apaicah m enerim a a t a u  m e n y a ta 
k a n  b a n d i is g  a t a u  . b e r p i k i r . . -  p i k i r  se lam a. 7 ( . tu ju h )  a a r i
t e r h i t u n g  s e h a r i  s e t e l a h  p u tu s a n  d iu c u p k a n . ------------—

T e rd a k w a  m e n y a ta k a n  d a p a t . menerim a...1dengan  b a i k  i s i  —
ru tunnn  ■+o?'nn>iit+ — ■_. .

S e l ;

o l e h  Kq.t»va.^1a j e i i 8" ' d n n ' ’p £ v n i t e r £ r p t i m b e r acu ig . lcu tan .-

a Peng' HaMra .ICetua >
j  V\ y w . ^ _

~ > \  —r-----  ----  ---------------- ;----
Su.lcnaya f SHt ) ♦ -  ( K e tu t Sudar ma# SH#.)
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r
» -  ■'H

.■'A K.') a. a  N

'jstuk Kri/.r.iu:-:.
________ ___  r.WA? .............
:iiv;(v; ¡¡i;;:, /

JaV na i'o av m tu t i r . j : i ‘ ::’.van .'I c .’’i  i1'.-:: ,;a:'. i.” »t. - j ■ -1 - i b j .

o i l  i 'i '^ Ja a n  sJi'.l.’ii't; 't.-Oa:. nra .( ‘..'»u nat.a i\» a a :

H.m-ui lo :u ;’.in;i ’• h'JI.Y.V.H
'l'i j>iit l a l i i  ” : K cclcniij; I::l'u .i
U::ivr /  Cniii'/jul l a h i r  • 21 tnhun /  21 A jjv il 1 'J/C.
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0 . vrlt 4.) torû u k v* . Mu3.jr*.dl t o l i h  inwilo.vfa ooorw ig  porompusn Vorn^m». t>..üi -
'bN'T'AiAlil y w iß  m anih bonunur 1 3  ta luui d u r i ïauiiAiu^fl d i  J im  K a X .ln i, k«j..■
1 1 - i ,  K o c . T»«npa.o;..v B a x * t  Aonfîart k o ^ .v v o .w i vwub A a J l  T>înr.\3 .-U' H* ^ a v 'n  k n .icxn^, 
jI^ t»  K jx.-ui¿; Ac*inj

.io:;iiki wi no; Aiï'Mt ho;í;U i'. .̂r..'. vuio’U’ i n i  t o i  ¡«h tar^on ul-’. J

vij'.a n a i  j i j i  o r .m g  tvia a t.v»  víjI í a / a .i Iîsji t J .'.p i '.\on.jiin kom:iU.ui wani t?. - î "

lovir i n i  . n.j;ut (U .buktiku*. \)¿ i'3a B ta 'k w i' k  » to r a r a n  3 ;« h s i-n n i:c i 'Aw. k«t»raj^"m » t f lr  
Jcvi. Uíbnjvs.A b o r ik a it  » ,
i . k j  so w n k tu  to i*d a i:u a  inombai/a ^  ICQíA'iC olU lL\ii"0AY;U'I m o ii in ^ a lk e n  r.iniaii 

•■» t* i  ^oivi-nu-u.1 t .in i 'i .  .v li js y a  i z i n  a ta u  p «n b o r i ta tu u vi a u b .rluuiiy ¡>. kop.v a 1  
.’ i.AhIjo to la Jc u  o r o j i "  t u a  '<I ¡íOMAi/w ORI JlAfo^AYAHI atuiipvui kop ôa  k * lu ; ,-V’ja .,'y a , 
t r* . i ;ij v/ ¡i.t nn icoinauon atn.vi *' o 1 ' o i «ïa KO:vAím. L»î X HAi'iT^AïAÏ1'! so n A il 'i  î

1-.VI i .un il; i ;>¡i nr.-j'iv lo.vr.:«'V«i :. t .".ff V m1. :i.h pul « toi-po'.-.-.i-l ;

■ ;:ui <.. ;0 ..•i» c.iif.C. n . j - i l .U IJ .  i »i 11 I . ■ »JíV.íuí ¡M;»u  .•'.ilua.c p.'r».:.V.ilW>.

' V i : . - . ,  i ) ,  r  }'■::■ i ••.«,>.• ;;m  ■ vi ; - . i v o l .  o ! ,  .‘r f- . í -n  l / i i a j  ¡ n ^ v t a ^  H M ' l 2
¡ : i. V »,,, • :;v i. «I -• nl.-i-'i-ji «- i -• ’■»«.•;•..;• K «»*:<•• ¡«Me; T s*.l .V.I -’ i  K ¡a'w>¿: AC«-: top;.ti»y.i! ; ° v ü

> I m;, U.;~l ^Wít v 'r ^ i l i  <Uk.-.wi»k;ot y  r : : -  «al oh ):avonaj\ya *\2
; ‘ U« : ...... ! ; , ! • « ! » ,  I . •!*• •’ •■..• i - <>*-0> ■-onUlpSu-n i. i ¡.'.«ir.¿-n«; .̂ VI ‘ <1 ■»••'-

. '• I-.J i -";.).»]» Tv..run ¡! o < . ¿ i  filw" » ■?'• “i l^ U ^ i H2
•1¡ r -,1 b^lvt... v ;¡.-(Vi !:av.ví... I .'o -d .i  fluoun ««tal.nía r***-

•»;•>• .i p . ¡ . »».-••-.ii:-. tors«^V.»í /r.\¿ tvi'iiy.-itjj ;«i'.*.Äk k ^ lv u r ja  t ,.:b h  
■yot’.l Ui.,
■ „  ‘1 -V : ¡ •-j. ;JJ, IV a t  •.«•'•i t .'Vcoimt -liat.-sí; t w la !- 'p u l ; ,  t -jVi'Oir ;;'i •

j:«v> 1 i- !:;.J!  n . v , . . i a r i - u r ; - . ' .  >;» «• . w u o l n i l k ; . ;v ¡ .  \ i . jv : :o f; .1 .r . i ¡> \a .N i  l ' .a ía -a  SO

' i ' i - ’v im v  i.i.ii i;>k pirt.•«»••» y-wv-: ' M t o l ; i J »  loyponulü  '\onr;;u» 'lo.'.iüclan poí'-

•i ov-'.-U'-ví.-i t o l a h  t o r U i k t  i r.oc;. .va 0 ;i.h 'l;>n :n j;/:i)r Liv'-.l«ji \..:.Vi;::0,.i,)' :aoI.•>)nO:n/t tlMilnk  

¡ '».j Im I. jh /■'!.n i "i.m!' -vl l'.-.n -.nú»! la "  ;;v;I'.-ií ';aJ i;*;« - - at'.iV .■;i )-;\:;rA ,Ví<? «ya t

I."’!:f/*. -
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b.-'Jiv.'.-' r;ol5;.iíi povi.i danjan ti.'-',!; ditynukon adanya h;0.-!ijv. y J vV.'.pf.t m c:.i r -i ‘'V: cj\ pov

¡ v ’V; i tt'Vh;-3.7,T‘ t  Ü'tlss?-.»;.” •».•“jf.U d iß in ta i J*0vt.j«ir£vn£v i iau.j.b:;"-., 0?. r.) *: V\-S.::i

itu hirvió dituniut unciik di j.-tuhi pidana ÿvn£ aotii.ipal don$an poyfcuat annya.

SoboUur. 1::viú ny;;ip;i k-'pdda tuntutan nMr.u. utas div:i t jvd.aku.»., ro.vkcnc.ri -•

•; vj- : li : 11 ;0. - ! ;0. ;/ :‘j 1;; J.vUkivi i'o)'tiinli;(ii¿íij\ u: luiytu t ;iJl —

¡■i-’Wis yaitu !

•iul-luO. ywiÿ noinboratkc.vn ¡

biùivy. «a, il ta ywij diba'./r. tor'VJcvfa adalrh oran^ y an,'j bol um par t:\ri dl):a\,-i nJ. ; 

y :» \r\ m o v i n ,“;anIi ;u\ !

- buhv/a ;’J:wa col eu.) a payai danjan rjolalu bavai l:a*> aopan rt;ui inoi'̂ alcu tevus t o— 
i'iz :'h lioi'Uiatcuuiya fjo'e.:¡.n¿£;a r.-.o;\pgrlancr.T j j.Vani\ya p-vrcildang;an;

- -.¡üit/iv tor-Vhwa lîio/iyooall p>.rUw>t;.vuiya dan boyjauji tidaJ: i;;cnc.vJ-í'ni'V^ ?-~S'-5
- bahva toydaJrwa rocla]cuka:i povbuatoimya ka.vo»a sudah n a U n g  monointaij

- balivra to.vdakva masih i:;ud urjia, sobin^ga ni ici h da^at dihi>.v.?.pl;̂ \ untuk n-;:r.r,ovb£
iki j.'il diko.nudi;«.-i hiu'ij

-  bah’./j .,iour;nku ïio.\;v.; povn;ih dihukumj

j : %iv ■><.•.« tt.v: virai an 'Vu.i.-iksud )t 1 j.ijccn P o m 'u tu t  Uriur.i d;\l;’i/n povkav.’i in:L de
1:1 . a t ik a n  l:ctontu;ij-> und-M 1 ;,>-u.ndanr; ywijj b*vr;:vi£j:ut aii :

m z a î: h t  u t

"■-'ya/ M j  o.\ :¡ .0 l!;\kiin ? on¿-nd.i l nn tfoço.vi ■Oonpata.v ywi;: .¡ics.iovi.'iea 'Vji ::i on d i l i  pov
k:i.Vî'. i:li i:i>n:u,.v'urj!r;.\ji 1

•’ " I• «-'iiya t :*n t  jvd;.ikwa ¡iUI.VA^J ‘o 'iV ftalaii incl3.>3.ikan t i n d a k  \vi <’r.na k o ja îu '. t a r .  yaiw U  

m .il ;lVj k;:.n w;i„--,ita r;,)bag;;ji.:n.’j'ia '■ 'iatu.v r tj.u r . p ; 'c a l  3 3 ^ a y a t  ( i )  k o - 1  KI'JU’ *\a.l w .  
c1.LVat T>;!}:vraa-.i5

?• î'. on jatuliJ:oj5 pidana to.vhai\a;v tordalafa I-iULYAW doncaia pi do;.-, a pon jora qjIpjw 5 
(lima) uulcin, d.Lya.ii'cuî i solaba torclpJ:>ra boiwàa, d^lain tchajiw, don£?j*. pcrijitrJ*. 
to.i'dyJ:v/a totap cUtalir.n;

. I' ono ta iá ítv *  fAipuya to r p id c u ia  cU bobajii b io jia  p cvktut: a  sobca.ii*  Rp« 1 . 0 0 0 , -  ( ooi*i 
bu  i.-u p ia h )f

^ o a lh ^ u n la h  t u n t u t  an  p:ld.;uia i i r i  l:ai;i.l baSiüiL-n d .u i d lo o y iü ii îa n  da .1 an  s i d a n g
!-..u\L in.i roÜ.U O OUtobo.v I997.-------------------------------- -̂--------------

‘0 r / , /  ■■
■ f

/l\, /.O') •r

JAlwA rsifjli'iw UI-íU!-’t

i i. jv. ij i j /Ji 11AJ î on, i
,vrjü j  /j; 3 a ¡ .i? .* î3coir»r)9i.
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P 'J T S A__

2^7/Pld .3/ 1^97/?N.Dua.

Dt.Ml KKA’JlLAil Hb'liUASAl'KAI! K LT UI ¡AU A N YiuNG MA t: A L 3 A.

I’ungiuli.liwi NOjMjri Ijanp.i.'inr ycinr V,s rLi i tnng m u n/jarivli. p e r k n r»  
pork/un, p i d a n a  d'alum pu rtuii.'.an. t i n g k . i t  p e r t a m a ,  y.Mig d i p n r i k s o  - 
<.«ng.-\n i i ca r n  b i n a *  t l llnngi .uncksin d i i l a l a n  .gedjn&ny.a rii Denpaimi'  -  
tit.lf.il r»on. lntunkan p u tu s a n  o n b a g a i  b e r ik u t ,  dnlunr. p e r k a r a  te.rdnkv..i

la h i r  ili Keciftang Islam-minur 21 toliun, Wargauegara Indonesia , 
kelamin L a k i - l a k i  , o g a « ® -  1*1»» poMrJaan-

SopIr , ftinnftt : J i n . Kart ioiiKampung Jawa, RT. 5 -
WanaSc.ri, Kodya Denpasar.•

-r t.i-ii 1097 a /d  7 Okto- Terdokwa; d i ta h a n /  Sejak tanggal ‘id a ra
.ber 1997, e e jak  tg l .T c ) k to b e r  199?*'sebagai Kara pida».a. yen^&dilaa Noge.rli tercabut;

S eto iah  nembiica berkas- perkara;
S e to lab  n en dengar- ket.fi Tangan terdakwa dan oakci aakai;

S e le la h  .»endeugar tu a tu taa  dari Ponvntut Ubub yan5 puda po
koknya nenunt.ut agar' Pengadilan Negeri Denpae&r n^rijatuhkan

. putusan sebera i ’je r ik u t :  »Mani ke-
—  Meiiyatakun terdakwa MULYADI b e r  sa l  ab. " ® ^ ud?a tu r  ¿giam paak.l :

l ih a ta n  yaifcu melarikan '.vaDitt,sebagairoaTia — .— •——-
352 ay a t  (1) ke- 1 . KUH?. dalam dakwaan.---------

—  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ^ ^ L ^ d a k v a  berada d^lamjn r a  selam a 5(lim a) b u lan  d ik u ran g i « o l a r c a  t e r u « ____________
tahanan» dengan p e r in ta h  terdakwa te ta p  d ita n a m

-----  M enetapkan1 aupaya te rp id a n a  dibfcbani b iaya p e rk a ra  __ ___
Rp. 1 ,0 0 0 ,-  ( Seribu ) rupiah, ------------- ---------l

. 'ic t f . 'la i , m oad en gar pur.ibol.nnn d'ni-1 t o r  <Ui li *o /

o«cara l i s a n  diperoidangan yang pada pokoknya mohon keringanan 
hukuman y-anj: nerincan - ringannya d a r i  Pengadilan .---------------

11 m  I m l t . , n /-  l i . i l i  v .  : * ■ i .!••!■. -«.■* ( I I  p i n  i l i l .M II / 'U H  il  U I m U v- m u o l . %H £ C l i  b c r l l d l t  I

Unlivm , Lor.lnliwu Mu i y m<I j. | a.lu tif\r ) I tobo, l<xng/;:r.l <1 J u n i  1 997 V-

'«irn-!(lr,i .......... - i
397 ■- |

' f  
•M. , S

-M
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iian k eb e ra tan  dan m elaporkan ke- K antor P o l i s . i . - - -
Menimbang bahwa d ip e r 6 id a r .g a n  d ia iu k c .n  s a k s i  o n k e i
1 . Salcsl ADAMSYAil menerangkan dibawan sumpah hahwa, b e n a r  pad'a 

ta n g g a l 4 Ju n i 1CJ9'7 Jam,16."50. Wito. d id a n a i« !  oleb. ^lAuwc&cv. 
‘ • i r i ’ -1:*'! D=r*rs.r.s'i^s-n 'SI X.onar.£ S r i  Hand&yani t e l a h  ad a  d l  -  
K ecicang r.akam d l -  K srangaaen dibawa o le h  te rd ak w a M u l/a d i .  . 
Bahwa benar o ak a i korban Mi Komai>; S r i  H or/Jayani .f'aoih d l  -  
bawah umur dan kcilau kawin harui» m endapat i j i n  d a i 'i  o rang  -
tu a  acau w a lin y a .--------------------------------------------------------- ---------------
Ban<*a, oenar s a u s !  irie»nberitahukan kepada orang tu a  tfl Kornang 
S r i  He.ndayani bernam a X K e tu t Laniui te p ta n g  mak3ud t& rdakw a.

. -SaKs.i I  lOJTU'.? L/.NUS m em berikan k e te r a n g a n  dj.'oawah sum pah  
Bahwa b e n a r , s a k s i  t e la h  p ern a h  d i p e r i k s a  d . i - ? o l l s l  - la n  s e 
mua lte te r a n g a n n y a  t e r s e b u t  a d a la h  branar cWrv rt lyvcr 
ilanw a b e m ir , /¿aaii.-j yan g  a l i a r i k a n  o l e h  ¡‘i u l y a a l  a d a -
la h  anak kandung, u a k s i  bernama. N i K o mang i i r i  H a n d a y a n l . -------

• Bahva, benar d ia ja k  p e rg i  o le h  terdakw a ar.ak s a k s i  korum ah- 
njra dl-K arangasem  tar.pa s e ta u  a ta u  s t i j i n  orar.g tu a  y a i  tu -  
n a k a i o e n d ir l  dan s a k s i  m enyatakan k e b e r a ta n . ------------’------------

3 . S a k s i NI MADE SUMAUTI menerangkan ¿ibaw ah s umpan sbb : ------
S w n ar.ik sfn w a  g a d i s  y a n g  d i l a r i k a n  terd a k w a  a d a la h  a d i k  kan
dung s a k s i  yan g, m asih  d ib a w a h . umur b a r u  b erum ur 1 5  t a h u n . -  
B a h w a ,b en a r  a d ik  o a k a l  inaaih  s o k o la h  d i -  SMP N a s i o n a l  duduk  
d l - K l a s  I I I  d an  s a k .s l  Juga m en y a t-^ k a n  k e b e r a t a n . --------------------

4 .  S a k s i  HASKIKI m em berikan k e te r a n g a r . c ib a w a h  su n p a h  sfco ; -----
Bahw a,benar s a k a i  a d a lah  K epala Dusun. K ecicang Is la m  d id a  -  
■cangl olen ayaT. 'terdakwa dengan perempuan bernam a Ni Komang

S r i  Harjd^yani .y.ang .ro.%sih d.11}̂ v ia J ;.,.iv u u iC ...------- --------------  
Bahw a,' benar terdakw a dengan NiKomahg S i'i Har.'dayaoi ai«nya
ta k a n  in g in  kaw in , k a re n a  mengaku b e ru  umur 15 ta h u n  maka -  
s a k s i  maflili k o o rd in a s ik a n  dengan- M a je lis  U la n a .- -------- - --------

5 . S a k s i Ri Komiint S r i  H andayani yang' d ib a cak an  ebb . j— __
Bahwa, benar ao.U«4 pacarandangan  terdakw a d a r i  5 t r h u n , —  
Bahwa» benar e a k s i  d i a j a k  p e r g i  ke- K arangaaeia o le h  -terdak
wa dan earnpai d i  sana d ia ja k  kawdn.--------------------------------------------
BcJhwa, benar o a k 3 i maupun terdakw a t i d a k  ada m in ta  i  J in  ke
pada orang tu a  unfcuk-pergl ke- K ai'angasem .-.----- .----------- --------
Bahwa, benar s a k a i  b aru  berumur 15 tah u n  dan b a ru  h ab lo  
u jian - di'-* -SMP.— --- ---------------------------------------------------------------------

Mf.nir»»a-ni; bahwa tordafcw fl d lp c irfiic tn n tfan  n e n o ra n y k o r . pnetn -

pokoknya sbb; Bahwa dakwaan Jak sa  P en u n tu t Umum ad a lah  b e n a r . -------- -
Bahwa b en ar terdakw a d ip e r ik s a  d i - P o l i s i  ddn k e te ra n g a n  t e r s e b u t  -
a d a lan  oouar aun te ta p  d ip e r ta n a n k a n .----------------------------------------- --- -------
Jjoiiwu, b an a r ptida tan g g a- 4 Jw ii \ W I  terduAwe. Mulyadi t e l a h  m e la r i 
kan w an ita  aloawan umur bernama Nl Komang S r i  H andayanl d a r i  runah”  
nya d.’. -  J a la n  K a rtin i,K e lu ra h a n  Dauh P u r i ,  D enpasar untuk  d ia ja k

ajrtii Kawin kiu-ena sudah wmiy: i n t a i  dan puga a t a s  kem auanny^-
a e n d i r l  *.kar. t e ta p i  t id a k  y e l j i n  orang
Bahwa» terdakwa tahu dan menyadar, i  bnuwa Wi Ko<nuug .¿r i. lle\,iu..t/« n l^ -  
rnaaih uibawttfi umur dun maoili duc!ult J i -  K l ■ ‘■•■i
Danwj, benar terduKwa nungaitu beraalnJi dan be. * 
b u a t  n e macam i tu  l a g i . -------------------------------- - “ ’*7^ ^ . ' «  ......
Bruivav, bonsa' terdakwa muda uan fluL-fitui ulliukum,

MonAmbang
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Menimbang bahwn t  o rdnkwa d j .p o r m i d a n g a n  d id a k w a
-  m elanggar paw ai 532 a y a t  (. L) ke- 1 K itab  Ur 

Undang Hukum P id a n a .  ------------------------------------------- ---------------

Menimbang u n su r n tm ur p asa l • 332 a y a t  (1 ) K6“ - •  ■ c- 
s ’ b a g a i  b e r ik u t  : ---------------------- ---------------------------------------- -------------
1 . Ifrirang s ia p a  ; .
2 .  Membawa p e r g i  s e o ra n g  perem puan y a n g  bolum cukup umur .
3 . Tsnpa d ik e h e n d a k i a ta u  o e i;J ln  orang  tu a n y a  a ta u  w allnyr. t e 

t a p i  dengan  p e rs e tv iju a n n y a , dengari uiakoud un tu k  memastiKan- 
penguaBe.anrjya te rh a d a p  perempuan i t u  b a ik  d id a lam  maupun -  
d i l u a r  p e rk a w in a n . ------------------------------------------------------------------

Monimbung bahwa. tjai-.lc.sar/.an ke torn .igon  tordakw a dihubung
kan  dongan k s .to ran g an  tm ksi. G ak d  dan d ih itu n g k a n  pul n dengan

cii-a.1i'kan d ip o re id an ^ ar. t e r b u k t i  b a h w a  Benar
p aca  h a r i  Rebo ta n g g a l  4 Ju n i 1997 aek ivu  Jam: lO.OO-W ita, t e r  
atiKwa M ulyadi te la n  inenbawa seo rang  perempuan bernama N— KoiiKing 

. S r i  n m d a y a n l yang  m asih  dibawah umur y a i tu  umur 15 tahan  tan p a  
s e i j i n  orang  tu a n y a  a t* u  w alinya d a r i  rumahnya, d i - J a l a n  K r r t i n i  
K e lu rah a n  Dauh P u r i , Kecp.niatr.n l)er.pasar B ara t,K o d y a  Pevip&sar — 
'lengan keudar-aaij umum menuju rumahnya te rdakw a d i —Kecic&ng Ioltam
-K aran g asem .________________ ________________________ _________________
Bahwa, b * n ar te rd ak w a m engajak i>Brgi Ni Kouiang S r i  H andayani -  
ta n p a  s e l j i n  o rang  tu a n y a  a ta u  w a lin y a  t e t a p i  a ta s -p e r s e tu ju a n n y a .  
B ahw a,benar te rdakw a in g in  m em ilik i w a n ita  N i Koioang S r i  H andayani,

M enim bang: bc.hwa b e r d a e a r k a n  p e r t im b a n g a n ' p e r t im b a n g a n  t s r -  

r--cbut d i a t n a .  M a J o J i ic  b e r p e n d a p a t  bahw a p e r b u a t a n  te r d a k w a  t e l a h  
.•nciAiiiiuhl ru m u sn n  d e l i k  y a n c  d id a k w a k a n , .-»ohingga d e n g a n  den-. II  . io n  

«per y a n g  d id a .tw a k a n  o l e h  P e n u n tu t: l ''i  u.t. d .alau . o u r a t  d ak w aan  . -

t e la h  t e r b u k t i  seen rn  sa li
dah m eyakinkan y a i tu  tordakw a te rb u k t i  b e r s a la h  melakukan tin d ak  
p id a n a : K e jah a tan  y a i t u  m e la rik an  w an ita  dibawah umur tanpa, s e i j i n
orjnig tu a n y a /  w a lin y a , t e t a p i  a t a s  p e rs e tu ju a n n y a  sebagaim ana d i -  
a : u r  dalam  p a s a l  332 a y a t  (1 ) k e - 1 K ita b  Undang -Undang Hukum • • 
P id a n a . -------- ------------------------------------------------- --------------------------------------- -

dan kepada terdakw a, s.udali se p a tu tn y a  bcruG d i j a tu h i  p idana yang-
o o tim p a l dong-au perb u a tan n y a-, dnn Juga d ib e b a n i urt.uk n e n ta y a r  -
0.1f.;k.o/3 p e rk a ra ;

Men.lnvbc.nc b ah w a la w a n y r .  te r d a k w a  b rira d a  d a i« -»  ta h a n a n  cuidah 
* ..j| ...tu tn jr£ . .1 1  k v ira ti^ ;,;;(ll s e lu r u h n y a  dn.vi p ia a r .a  yang- « i^ a tu h U a n ;

Nen.Unbang bn b v.-n i ntuk menghindarkan tordakwa- tid a k  la u la r i-
1.n.i d ir i ,m a k a  u-idah « e p a tu tn y a  tordakwa . d i n y a t a k a n  t e t a p  bam da. 
dnli'.n tah an an ;
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l\-.h-va y.r> .i c i r- - c n  j n ‘. v.hk.v.'. ?v.:v\u -.'V'. Vu?nr>
p e r l u  d ip e r t im b a n g k a n  ha l  ha l  yanp, reerliif.nkan clnu h a l  h a l  yanft - 
rapniberatknn te rd a k w a : .
Mal_H.‘0i yang n c r tn m n k n n :

-  Bahwa te rd a k w a  se lam a p e rs id a n g a n  b e ra  J kap so p a n  dan  iwny.'m i bov~
-e ru o  t e r a n g . - ---------------------------------------------------------------------------------------------

-  Terdakw a m en y o a a l i  p e rb u a ta n n y a ,  b e r j a n j i  t i d a k  m e n g u la n g i  l a g i , -
-- Hahvcj te rd a k w a  m elakukan p e rb u a ta n  k a re n a  a a l i n g '  mync ln  ta.V . ----------
-  Oahwa t e r d a k w a  maaih muda aenir ipcn  m auih  d a p a t  d i / in r r .p k a n -
] | c l- l lf i ' l  y o n « iBc»nb«rn  tknn ; u n tu k  m eaper b a  l k i  d i  r jj, ------ ----------

-  Eahwa w a n i t a  yang  d ioaw a  terdakw a a a a la n  o ra n g  y a n g  be lum  c ukup  -
vi mu r  u n tu k  d i k a w i n i .  ---------------------------------------------------------------------------------

U o n gir./;« t :  Uriuur.g -llndftng Do. ] /j tahu r. 1 9 7 0 ,  UiKlang-Unnonf/ -
Ho. 0 ta h u n  19U1, P a s a l  332 a y a t  (1 )  ke -  1 K i t a b  U.^Uang -  Undan/'" - 
Hukui.i P i d a n a ,  s e r t a  p e r a t u r a n - p e r a t u r a n  l a i n  y a n g  n e raa iu -k u  t u r . . - ___

M K H G A u  l  h  I

1 . M enyalakan terdakw a bertinmct: " M U L Y A D I  M .
t e r b u k t i  s e c a r a  oah dan ir.eyald.nkan b e r r a i a h  m elak u k an  tiiu'i.iii - 
p id a n a  ; m e la r ik a n  peram puan oebagai.-nana d i a t u r  d? .lan  :
332 a y a t  (1 )  k e -  1 K i ta b  Undang r Undan/j Hukum f i d a n a .

M en;j.atuhk..iri. p i d a n a  a: t  a  a d i r i  te r d a k w a  o l e h  k a r e n a  i t u  t le n .ja n  pjL-

df.na p e n j a r a  s e la m a  4 (er.ipat ) b u lg n  15 ( l im a  b e l a s  ) h ? » r i ,

3 . M e n y a ta k a n  m ana p e n a h a n a n  y a n g  t e l a h  d i . i n i  a n i  rl:. k u r a n / j k r i :  z  c -  
l u r u h n y a  d a r i  p i d a n a  y a» /; d i ; l a  tulilt-.u:.

/i. K e n y a  ta k a n  te j. d akw a -'M-ap o e r a d a  d a i« .»  t a h a n a n .

5 . MombobnnVin Uf: I»--» <*•'« te rdakw a  ••in.tuk r.omh.'ty-r o n / ;k fs  po rka  r«: s e b e -  
c a r  Rp. 1 . 0 0 0 , -  ( S e r ib u  ) ru p iA h .

Doni.Lklon.lah dl.buau p u tu sa n  i n i  p a ra  h a r d  .Reoc , ’igL lj i l .Q k t .1 9 9 7  
d n.Uiir. r a p a t  ponnusy ciw<ir.'., tar i  Mivjiolis j I.? kini P e n g a d i l a n  N e g e r i  D e n p a s a r

KjCT'JT SUDAJiMA, SU. «ftlvigal Ketua Ma.1ol.le.,- A, y ,  kaDJAH, SH.
w. MA-UI ATI, 511. ff./w.!j.n(,i. maeiin/; c.o'.>a;;a.l.. Iluklrv liakAr» Anijpe t a , dan

putiw;an i t u  pada l in r i  I t u  j.uga d ib a c a k a n  dA.muk'.v p e r s i d a n g a n  yar.g- -
• i 

L r  r bnlta unt uk umum, d mi;an d i h n r i  o.leh II. BANJAR NAJ10R, SIJ. n e b a g a l . '
p o n u n t u t  Umum,! m  W/ MA DR SUJENMU.FU, P a n i t e r a  P e n g g a n t i  d.-.n to rd a fc £
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'jip /— Kot un,

piiWA-WAJDE SUJ12NDRA.SH. \  % V  J / KEU'UT SUDARMA, SH- . - - - . y ----------------  .......... - ............... ...........

l!a<klnt I/nkim Anc/:Otc»i

H
A \ 3 J ^ P  tADJAh, SH.

2v / ^ ~ /
N Y .f i l  W. M A K lA T I, S r i.

Ccvttito.ii :
- • . D i c a t a t  d i a l n i  bsnwr. p a tu s a u  te r a e o u t  t e l a h  oeo - 

p u n y a i k ek u a tan  hukum t e t a p  s e ja k  ta n g g a l 8 Ok -  
•ta b e r  1997 k arer.a ' Jaksia P e n u n tu t Umum dan  te rd ak w a
d a p a t m enerima dengan b a ik  Ae-i-»*putusan t e r s e b u t .

„(--I-DEWA MAP?! S»),ENDiU. SM.) . 
V

Eksistensi perkawinan..., Iga Sri W. Gangga DWS, FH UI, 2008



¡ 3

'H ! s ^ u m v i r y i ]  m

1

T O’02>C)Kv!/) ( § ^ 2 0 1 5 1  -|p-)

^  U \J h
y r f v d ' O ^

AWIQ - AWIQ 
DESA ADAT PANJER 

1986 '

Eksistensi perkawinan..., Iga Sri W. Gangga DWS, FH UI, 2008



j  ̂ O

(rt)\

issum

WiTíî W
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5. Sakaluwiring upakara inucap ring ajeng m angda kam arg iang  sakantun  ralu- 

na.

'5 ) S ajeron ing  panyepian yan kram a desa adat pacang ngam argiang kadi kar>'a inucap, 

m angda p o lih  panugraha riyin saking prajuru  desa adat.

[6) P ecalang  desa (petugas pengamanan) wenang nureksain yan w en ten  sane m am urug 

katrep tian  panyepian punika.

(7) S ane jan ten  sam pun iwang m angda kabaw os antuk prajuru  desa  adat, tu r  kapatu t m angda 

n aw u r p inanda.

SARGA V.

SUKERTA TATA PAWONGAN 

Palet 1.

Indik Pawiwahan 

__________ Pawos 61.____________

! (1) P aw iw ahan  inggih punika patem oning purusa predana, m alarapan panunggalan  suka cita 

\ kadulurm  upasaksi sakala niskala.

 ̂ (2) Palaksana paw iw ahan luiie:

1. Pepadikan I N gedih.

2. N grorod / nglayat.

3. Nyeburin utawi sentana nyeburin (risampun nganutin  upacara  pam erasan).

(3) P idabdab sang pacang mawiwaha patut:

1. Sampun manggeh daha-teruna.

2. Sangkaning pada rena (tan kapaksa).

3 . Kawisudayang prade pangambile tios agama m iw ah kapatiw angi.

t) Pam argin paw iwahane mangda taler nganutin U ndang-undang P erkaw inan  sak in g  sang 

ngaw i wenang.
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P a w o s  62.

(1) Pawiwahan sane kapatutang ring Desa Adat Panjer sakadi ring sor:

1. Pawiwahan manut upacara Agama Hindu, patut kadulurin antuk ilikita 

pawiwahan tui kasaksiang niskala antuk pandita utawi balian sonteng mi- 

wah <5akal:_.e antuk Prajuru Desa lan Dinas.

2. Ilikita punika kamadelang antuk Kelurahan tur katumusang ring sang 

amawa rat.

(2) Parabian sane tan manut kadi ring ajei . sinanggeh tan patut (tan sah).

Pawos 63.

(1) Yan mapikuren majalaran antuk ngrorod utawi nglayat kapatutang saking lanang:

1. Panglukuan, ngwentenang dutta majatiang ring kapatutan sang istri.

2. N gluku kamargiang sagelisnyane sasampune sang istri ken i kaam bil tu r nu- 

ju  kala wengi, sakirang-kirangnya 24 (pat likur) jam .

3. Ngluku patut kalaksanayang antuk sakirang-kirangnya 2 (kalih) diri tur 

makta suluh pinaka ciri.

4. Sajaba wenten kakewuhan panglukuan dados kamargiang majalaran antuk 

surat (sewala patra) kaatef oleh Kelian Dinas sareng utusan.

. (2) M apikuren dados taler kalaksanayang antuk mamadik / ngedih kam argiang  m anut kadi 

tata cara tu r sima dresta sane sampun katah mamargi.

(3) Siwosan kadi cara ring ajeng, taler dados mapikuren antuk nyeburin u taw i sentana risam - 

pun nganutin upakara pamerasan.

I • Pawos 64.

“elaksanaan pawiw ahan tan patut kamargiang sakadi ring sor.

'l)  Salah jejuangan kalih salah timpal, manut kocap sastra agama luire:

1. Lanang istri papemahan meme atawi rerama.

2. Lanang lawan istri (nyama) tunggal meme tunggal bapa.

3. Lanang lawan istri tunggal bapa lian meme.
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4. Bapa kalawan pianak.

5. Pianak kalawan meme, miwah patemon sane siwosan tur su m aih  sakadi ring 

ajeng kawastanin gamia gemana. Jadma punika wenang kadenda ngupakara 

desa sa'.adi pamarisuda kaletahan.

(2) Tan kapatutang ngamarg ng patemon kalawan buron / sato, ika ngaran salah krama. 

Jadma punika wenang kadanc mangda ngupara desa makadi pamarisuda kaletehan.

(3) Yan wenten sinalih tunggil krama desa adat Panjer kadapetan / katangeh ngamargiang 

patemon kalawan anak istri utawi anak lanang siwosan ring istri utawi suaminyane patut 

kadanda ngupakara desa.

Pawos 65.
t

(1) Anak muani sane nyeburin sentana luh tan dados malih ngrereh rabi yan _an polih kabe*
i

basan saking m&tuane miwah kurenan ipune.

(2) Yan sampun polih kabebasan punika, pianak sane medal saking kurenan ipvm wawu 

(kaping kalih) patut polih padum saking padruwen 1 Sentana sajawaning wenten

pasubaya.
< «« •

(3) Anak muani sane nyeburin santana luh, tur sampun ngwentenang pianak prade padem

I matua miwah kurenannyane sane kaceburin punika tan dados ngrereh kurenan malih yan

tan polih kabebasan saking pianaknyane deha teruna utawi pakulawargan purusa prade 

pianake kantun alit-alit.

(4) Yan’sampun polih kabebasan punika I Pianak sane saking kurenannya wawu taler patut 

polih padum waris saking padruwen sentana sajawing wenten pasubaya.

■ (5) Anak muani nyeburin sentana luh, prade padem matua miwah kurenannyane sane kacebu

rin punika, tur tan maduwe pianak, anak muani punika kengin ngrereh kurenan malih.
t

(6) Pianak saking kurenannyane sane wawu patut polih padum w*aris saking padruwen sen

tana sane kaceburin.
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